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KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan
koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan
cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat,
dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program
serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP
Kabupaten Sumenep periode 2016 — 2021, serta memperhatikan perkembangan
kebutuhan prioritas pada tahun 2022.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis
anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai
arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan
merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari
pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun
2022.

Sumenep, 15 Maret 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
DAN TENAGA KERJA
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan
implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif
maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang
lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu
mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan
pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan
bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar
dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan
sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :
(1) penyusunan rencana,

(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap
tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Pada Bab Il pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

RENI1 DPMPISP & NIKER 2022



1.2.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Landasan Hukum
Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada

sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang— Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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10.

11.

12.

13.

14.

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 225);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojkerto-
Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);
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1.3.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 10).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketanagakerjaan

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Sumenep

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Orgnisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.

Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai

kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari

masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep
Tahun 2022.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah :

1.

Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun
2022.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
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tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sumenep disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017, sistematika penulisan renja OPD adalah sebagai berikut ::
PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

BAB |

BAB Il

rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep agar substansi pada

bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumenep, Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak
lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta

susunan dan garis besar isi dokumen

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA OPD
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BAB Il

2.2

2.3.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

OPD tahun lalu (Tahun 2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan

(Tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun

sebelumnya.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD

berdasarkan indikator kinerjakunci (IKK) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi

masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

OPD

a. Berisikan mengenani sejauhmana tingkat kinerja pelayanan
OPD dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja
pembangunan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan
SDGs

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkn pelayanan
perangkat daerah

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAN KEGIATAN MASYARAKAT
TUJUAN DAN SASARAN OPD
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BAB IV
BAB V

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.3.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis
besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah
program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan,
total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD
PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih
atau dilaksanakan pada tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada
tahun 2020. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumenep Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan

Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

N o gk~ 0D

Program Pelayanan Administrasi Perizinan
terdiri dari 7 (tujuh) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan 14 (empat
belas) sub kegiatan telah  dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta
pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 185,94% (per 31 Desember 2020).

b. Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
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Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Pelatihan Keterampilan Kerja.

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

terdiri dari 8 (delapan) program, 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan

Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumenep Tahun 2020, sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

terdiri dari Belanja Pegawali.
Rp. 7.833.111.604,- dan realisasinya sebesar Rp. 7.031.748.849,- (89,77%)

dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang

Belanja Tidak Langsung TA. 2020 sebesar

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2020
Anggaran . .
No Pos Belanja Perubahan KeE:r?IIZ§SéPJ %
APBD 2020 9
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 7.833.111.604 7.031.748.849 89,77
BELANJA PEGAWAI 7.833.111.604 7.031.748.849 89,77
I Gaji dan Tunjangan 5.108.920.691 4.570.732.797 | 89,47
1 | Gait Pokok PNS/Uang 4.001.033.027 | 3.590.474.232 | 89,74
Representasi
2 Tunjangan Keluarga 406.511.846 361.663.602 | 88,97
3 Tunjangan Jabatan 338.601.200 320.110.000 | 94,54
4 | Tunjangan Fungsional 129.996.400 103.495.000 | 79,61
Umum
5 Tunjangan Beras 219.826.565 182.425.980 | 82,99
6 Tunjangan PPh 12.880.975 12.521.841 97,21
7 Pembulatan Gaji 70.678 42.142 59,63
I ;ﬁ’gbaha” Penghasilan 2.724.190.913 2.461.016.052 | 90,34
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Anggaran .
No Pos Belanja Perubahan Kes:r?llgﬁsépj %
APBD 2020 9
1 | Tambahan Penghasilan 222.000.000 222.000.000 | 100,00
Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan 2502.190.913 |  2.239.016.052 | 89,48
Berdasarkan Kinerja
BELANJA TIDAK
CNGSUNG 7.833.111.604 |  7.031.748.849 | 89,77

b. BelanjaLangsung

Belanja Langsung terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1.

Urusan Penanaman Modal teridiri dari 5 Progran dan 7 (tujuh) kegiatan dan
14 (empat belas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 1.116.975.168,- realisasi belanja Rp. 1.065.810.680,- (95,42%)
Urusan Ketenagakerjaan teridiri dari 6 (enam) Progran dan 22 (dua puluh
dua) pembangunan dengan jumlah anggaran
Rp. 1.864.996.939,- realisasi belanja Rp. 1.566.934.017,- (84,02%)

Urusan Administrasi terdiri dari 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan

kegiatan sebesar

dan 3 (tiga) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 1.237.318.963,- realisasi belanja Rp. 1.092.822.580,- (88,32%).

Dari ke 3 kompnen diatas bahwa total pagu Belanja Langsung sebesar

Rp. 4.219.291.070,-

realisasi belanja Rp. 3.725.567.877,- (88,30%) dengan

perincian berikut ini.

Tabel 2.2
Belanja Langsung TA. 2020
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
BELANJA LANGSUNG 4.219.291.070 3.725.567.877 88,30
| Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan 1.226.848.363 1.085.352.580 | 88,47
Administrasi
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.706.400 3.656.400 98,65
12 P.eny./edlaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 990.055.055 159.983.647 72,70
Listrik
1.3 Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor 75.855.775 74.763.760 98,56
.4 Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran 35.685.798 34.465.480 96,58
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NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.937.000 6.437.500 92,80
Bangunan Kantor
16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 33.480.000 26.813.000 80,09
Perundang-Undangan
1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.885.000 17.872.500 99,93
1.8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 137.630.000 112.125.327 81,47
1.9 Peringatan Hari-Hari Besar 0 0 0,00
1.10 Operasional UPTD 112.473.200 105.527.100 93,82
.11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran 196.120.000 195.900.400 99,89
112 Pengadaan Pera!atan dan Perlengkapan Gedung 183.335.500 182.095.500 99,32
Kantor/rumah dinas
113 Pfemellharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah 76.182.635 55.446.645 72,78
dinas
114 P.emellharaar? rutin/berkala kendaraan 106.534.000 90.387.321 84,84
dinas/operasional
115 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan .dan 20.968.000 19.878.000 94,80
perlengkapan gedung kantor/rumah dinas
I Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 10.470.600 7.470.600 71,35
Perangkat Daerah
1 Pfenyt'xsunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 10.470.600 7.470.600 71,35
Kinerja Perangkat Daerah
11 Pen\(usu.nafn Lanoran Capaian Kinerja dan ikhtisar 4.366.400 5 866.400 65,65
Realisasi Kinerja OPD
11.1.2 Penyusunan Laporan Keuangan 934.500 1.184.500 | 126,75
1113 P.enyL'Jsunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5.169.700 3.419.700 66,15
Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PENANAMAN MODAL 1.116.975.168 1.065.810.680 95,42
1] Program Promosi dan Kerjasama Investasi 190.169.000 189.200.480 99,49
.1 Promosi Potensi Investasi Daerah 190.169.000 189.200.480 99,49
n.1.1 Promosi Publikasi Potensi Investasi 190.169.000 189.200.480 99,49
V. Program Pengembangan Data/Informasi 45.813.000 45.520.100 99,36
V.1 Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan 45.813.000 45.520.100 99,36
Kabupaten Sumenep Terpadu
V11 Pen\(usunan Sistem Informasi Terhadap Layanan 26.853.000 26.666.100 99,30
Publik
V.12 Penyusunan Buku Lapora'n Bulanan dan Tahunan 18.960.000 18.854.000 99,44
Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu
v Program PenaFa‘an dan Peraturan Perundang- 105.068.345 104.130.300 99,11
Undangan Perizinan
V.1 Sosialisasi Perizinan 16.657.145 16.651.000 99,96
V.1.1 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11.707.145 11.701.000 99,95
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NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
V.1.2 Sosialisasi Perizinan 4.950.000 4.950.000 100,00
V.2 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN 35.496.700 35.496.700 | 100,00
V.21 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN 35.496.700 35.496.700 | 100,00
V.3 PENATAAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN 52.914.500 51.982.600 98,24
Vi Program lklim Investasi dan Realisasi Investasi 65.084.300 64.929.300 99,76
VI.1 Akselerasi Pertumbuhan Investasi 4.927.900 4.927.900 100,00
VI.2 Pembinaan dan Evaluasi PMDN 17.066.750 16.986.750 99,53
VI.2.1 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN 17.066.750 16.986.750 99,53
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi
Vi3 Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 43.089.650 43.014.650 | 99,83
V31 Penyusunan Peluang Potensi Investasi Kabupaten 43.089 650 43.014.650 99,83
Sumenep
Vil Program Pelayanan Administrasi Perizinan 710.840.523 662.030.500 93,13
Vil.1 Pelayanan Permohonan pendaftaran Perizinan 645.309.833 596.651.810 92,46
VII.1.1 Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan 36.955.800 32.533.948 88,03
VIL.1.2 Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan 8.793.033 7.955.397 90,47
VII.1.3 Penyelenggaraan Mall Pelayanan Perizinan 559.561.000 519.866.465 92,91
Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan
Vil.1.4 Bersertifikat 1SO 9001:2008 40.000.000 36.296.000 90,74
VII.2 Pelayanan Penerbitan Perizinan 65.530.690 65.378.690 99,77
Vil.2.1 Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan 34.262.190 34.232.190 99,91
VII.2.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31.268.500 31.146.500 99,61
URUSAN KETENAGAKERJAAN 1.864.996.939 1.566.934.017 84,02
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja 117.934.187 115.281.034 97,75
1 Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja 65.358.187 64.323.009 98,42
) PeﬂmdquanTenagaKenalndoneya(TKnyangdl 20.151.000 18.688.825 92,74
Deportas
3 Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri 32.425.000 32.269.200 99,52
I Program Penempatan dan Pemberdayaan 61.673.200 18.358.990 | 29,77
Transmigrasi
Pemberangkatan Calon transmigran dan Kerja
1 Sama Antar Daerah (KSAD) 61.673.200 18.358.990 29,77
" Program Pe_nmgkatan Kualitas dan Produktifitas 191.975.000 188.848.400 98,37
Tenaga Kerja
1 Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga kerja 126.975.000 126.259.000 99,44
) Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga 32.500.000 32.497.400 99,99

Kerja
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NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
3 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 32.500.000 30.092.000 92,59
v Program Per!mdungan Pengembangan Lembaga 99.005.500 96.175.500 97,14
Ketenagakerjaan

1 Penyelenggaraan Sistem Pengupahan vang 35.965.000 35.965.000 | 100,00
berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja

5 Pembln.aan dan Pengembangan Sarana Hubungan 33.022.500 30.192.500 91,43
Industrial

3 Optimalisasi Klner!a embaga Perselisihan 30.018.000 30.018.000 | 100,00
Hubungan Industrial

\" Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.354.409.052 1.109.943.993 81,95
Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja

! dan Masyarakat Melalui Pelatihan Pecah Batu 49.800.000 28.793.000 57,82
Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau

2 Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu 100.100.000 100.090.000 99,99
Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja

> dan Masyarakat Melalui Pelatihan Rias Pengantin >4.800.000 45.262.000 82,59
Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau

6 Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin 45.000.000 44.903.870 99,79
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi

13 Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan 139.375.700 103.604.300 74,33
Keterampilan Bordir
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi

17 Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan 139.375.871 126.202.900 90,55
Meubelair
Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja

28 dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja 129.700.000 122.860.354 94,73
Mandiri Terdidik (TKMT)
Bantuan Sarana Produksi Bagi

31 Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang 120.150.000 115.780.817 96,36
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)

32 Penyedlaan/Pen|ngkatan/Perr?eI|haraan Sarana/ 372.082.000 296.112.361 79,58
Prasarana Kelembagaan Pelatihan
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

33 Sarana/prasara'na ke'lembagaan pelatihanBantuan 87.393.500 77.798.500 83,30
sarana produksi bagi masyarakat/kelompok
masyarakat

34 Pemblnaan.dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi 116.631.981 53.535.891 45,90
Tenaga Kerja dan Masyarakat

Vi Program Pelatihan Keterampilan Kerja 40.000.000 38.326.100 95,82
1 Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat 40.000.000 38.326.100 95,82

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah

semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan
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sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang
lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran
(88,30%).
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Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

. . . Realisasi
No Ul I;rogram}/ [Xegiatanl Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Al AU Anggaran Permasalahan Solusi
ub kegiatan (Rp) (Rp)
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% 18,38% 18,87% 1.656.988.862,50 1.544.824.400,00
Capaian Realisasi
Kinerja Program
belum terpenuhi Rasionalisasi
Program Peningkatan Persentase Pemenuhan karena adanya jumlah target
Manajemen dan Pelayanan Kebutuhan Penunjang % 31,00% 30,98% 1,226,848,363 1,085,352,580 | Capaian Realisasi kinerja Program
Administrasi Perangkat Daerah Kinerja kegiatan untuk Tahun yang
Penyediaan Jasa akan datang
Surat Menyurat
belum terpenuhi.
Capaian Realsasi
Kinerja belum 1. Peremajaan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat menyurat yang tercapai karena dan reparasi
1 Menyurat diadministrasikan Surat 2,988 2,943 3,706,400 3,656,400 | hardware yang o hardware yang
mendukung aplikasi mendukung
simardi mengalami aplikasi simardi
masalah
2. Rasionalisasi
jumlah target
kinerja untuk
Tahun yang akan
datang
) . Jumlah waktu penyediaan
2 genyemaan Jas_a Komqulasu jasa komunikasi, sumber daya Bulan 12 12 220,055,055 159,983,647
umber Daya Air dan Listrik A o
air dan listrik
Jumlah waktu penyediaan
Penyediaan Bahan dan Jasa bahan kebersihan, jasa
3 Kebérsihan Kantor kebersihan kantor, ]serta Bulan 12 12 75,855,775 74,763,760
retribusi kebersihan
Jumlah waktu penyediaan
Penyediaan kebutuhan bahan bahan perkantoran berupa
4 perk{lmoran ATK B‘;rang Coak danp Bulan 12 12 35,685,798 34,465,480
Penggandaan
Penyediaan Komponen Jumlah komponen listrik yan
5 Instalasi Listrik/Penerangan di P yang Komponen 7 7 6,937,000 6,437,500
iadakan
Bangunan Kantor
) Jumlah waktu penyediaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan - h
6 Peraturan Perundang- et kabﬁ” majalah/tabloit Bulan 12 12 33,480,000 26,813,000
Undangan an penghargaan prestasi
masyarakat
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) An?'gpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Makanan dan Jumlah tersedianya makanan
7 Minuman dan minuman Kotak 825 825 17,885,000 17,872,500
o Jumlah waktu pelaksanaan
8 Rapat—Rapat Koordinasi dan kegiatan rapat koordinasi dan Tahun 1 1 137,630,000 112,125,327
Konsultasi ]
konsultasi
Jumlah kegiatan peringatan
9 Peringatan Hari-Hari Besar hari-hari besar yang Kegiatan 0 0 0,00 0,00
dilaksanakan
Jumlah Sarana dan Prasarana
10 Operasional UPTD Operasioanal yang ada di Macam 15 15 112,473,200 105,527,100
UPTD
11 Penyediaan Jasa Layanan Jumlah Iaygnan perkantoran Orang 16 16 196,120,000 195,900,400
Perkantoran yang disediakan
Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan .
12 dinas/operasional Dinas/Operasional Yang Dibeli Unit 0 0 0,00 0.00
Pengadaan peralatan daan Jumlah peralatan daan
13 perlengkapan gedung perlengkapan gedung Unit 31 30 183,335,500 182,095,500
kantor/rumah dinas kantor/rumah dinas yang dibeli
13 Rehabilitasi gec_iung J_umlah gedung kantor yang Area 0 0 0,00 0,00
kantor/rumah dinas direhab
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor yang
14 Gedung Kantor/Rumah Dinas dipelihara Area 1 1 76,182,635 55,446,645
. . Jumlah kendaraan
15 Pemellharaan_ Rutm/Berkgla dinas/operasional yang Unit 33 32 106,534,000 90,387,321
Kendaraan Dinas/Operasional Lo
dipelihara
’ ) Jumlah waktu pelaksanaan
16 geeggtlgﬁrg:: Lﬁ!{Zﬁ’SLﬁ'Zn Pemeliharaan rutin/berkala Unit 111 110 20,968,000 19,878,000
. peralatan dan perlengkapan e T
gedung kantor/rumah dinas :
gedung kantor/rumah dinas
Program Peningkatan o
. % Pengembangan o o o
Kapasitas Sumber Daya kompetensi pegawai % 6,11% 6,11% 0 0
Aparatur
- ’ Jumlah pegawai yang
1 Egrr:gjllkan dan Pelatihan mengikuti Orang 0 0 0 0
diklat/pelatihan/bimtek
2 Pgr]g(_elolaan dan Renlngkatan Jumlah ngtu pengelolaan Tahun 1 1 0 0
Disiplin Kepagawaian kepegawaian
. Jumlah jenis pengelolaan .
Pengelolaan Kepegawaian kepegawaian tepat waktu Jenis 3 3 0 0
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah stel pakaian Dinas
Stel 0 0 0 0
Beserta Perlengkapannya beserta perlengkapannya
pengadaan Mesin / Kartu Jumlah Unit Mesin Absensi Unit 0 0 0 0

Absensi
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) An?'gpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lo . Jumlah Kegiatan Bimbingan
Bimbingan T(_akms Teknis Implementasi .
Implementasi Peraturan Peraturan Perundang- Kegiatan 0 0 0 0
Perundang-Undangan 9
Undangan
Program Perencanaan dan % Penyelesaian dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan dan evaluasi % 15,83% 15,83% 10,470,600 7,470,600
Daerah kinerja tepat waktu
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan
1 Keuangan yang disusun Dokumen 12 12 934,500 1,184,500
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
2 Perencanaan dan Evaluasi perencanaan dan evaluasi Dokumen 11 11 9,536,100 6,286,100
Kinerja Perangkat Daerah kinerja yang disusun
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan ikhtisar Realisasi | Jumiah dokumen LKPJ, Dokumen 4 4 4,366,400 2,866,400
Kineri LPPD, LKjIP, SAKIP
inerja OPD
Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA,
OPD RPKA, DPA, DPPA Dokumen 4 4 0 0
Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen RENJA dan
OPD Tapkin OPD Dokumen 2 2 5,169,700 3,419,700
Penyusunan Rencana Strategis | Jumlah dokumen RENSTRA
OPD OPD Dokumen 0 0 0 0
Evaluasi Kinerja Perangkat ) . .
Daerah Scor Tingkat Persepsi Korupsi Skor 0 0 0 0
URUSAN PENANAMAN
MDDAL 1,116,975,168 1,065,810,680
Menyediakan
Capaian Realisasi ;gr?;egl promosi
. Kinerja Program
Program Promosi dan Jumliah Pengusaha Yang Investor 6.827 5.754 190,169,000 189,200,480 | Promosi dan perumusannya
Kerjasama Investasi Berinvestasi . } melibatkan
Kerjasama Investasi K ltan d
belum terpenuhi onsultan dan
stake holder
lainnya.
Capaian Realisasi
. . . Kinerja Kegiatan Peningkatan
1 dP;(;r;r;zm potensi investasi ‘;Auga:?zl:%elit\z;t(:s?g Investor 6.827 5.754 190,169,000 189,200,480 | Promosi Potensi sarana promosi
Investasi Daerah potensi investasi
belum terpenuhi
1. Menyewa papan
. . reklame billboard
. . . . . Promosi Publikasi : ;
Promosi Publikasi Potensi Jumlah Paket Promosi Potensi paket 1 1 190,169,000 189,200,480 | Potensi Investasi di area transportasi

Investasi

Investasi

kurang maksimal

umum, sentra
ekonomi, serta
tempat strategis
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No

Uraian Program / Kegiatan /
Sub kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Alokasi Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Permasalahan

Solusi

10

11

12

13

lainnya

2. Menyediakan
sarana promosi
produk unggulan
UMKM melalui
media masa
online.

3. Penyediaan
ruang outlet
visualisasi potensi
investasi di kantor
DPMPTSP

Pengembangan Potensi
Investasi Daerah

Jumlah Kegiatan Pameran
Potensi Investasi

Kegiatan

Pelaksanaan
keikutsertaan
menjadi peserta
pameran hasil
produk unggulan
tidak terlaksana
karena terkendala
pandemi covid-19

1. Menjadi bagian
dalam
pelaksanaan
pameran secara
virtual yang
dilaksanakan pihak
lainnya

2. Penayangan
audio viual potensi
investasi dan
Penyediaan data
potensi investasi di
lini masa (website
atau android)

Pertemuan dengan
Pengusaha/Investor

Jumlah Investor Yang Minat
Berinvestasi

Investor

6.827

5.754

Pertemuan dengan
Pengusaha/Investor
tidak terlaksana
karena terkendala
pandemi covid-19

Secara aktif
menjadi nara
sumber dan
peserta dalam
acara gathering
dan FGD (tatap
muka atau
webinar) yang
dilaksanakan oleh
pihak lainnya.

Sumenep Vaganza

Jumlah UMKM Yang
Berpartisipasi

UMKM

Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal

Jumlah Strategi Promosi
Penanaman Modal

Strategi
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) An?'gpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pemenuhan
Pengembangan data sarana berupa
Program Pengembangan Jumlah Dokumen . X - hardware dan
Data/Informasi Data/Informasi Perizinan Dokumen 7 7 45,813,000 45,520,100 Lgﬁg:;azrgggtzman software komputer
! dan peralatan
lainnya
2. Bekerja sama
dengan konsultan
dalam usaha
digitalisasi sarana
layanan perizinan
3. Penempatan
data/informasi
perizinan di lini
masa (website
atau android)
Penyusunan Profil Investasi
1 dan Perizinan Kabupaten Jumiah Dokumen Peta Dokumen 7 7 45,813,000 45,520,100
Investasi dan Perizinan
Sumenep
Penyusunan Buku Laporan Jun)lgh Dokumen Lapqran Dokumen 56 56 18,960,000 18,854,000
Bulanan dan Tahunan Perizinan dan Investasi
Penyusunan Sistem Infromasi |5\ on Aplikasi SIM Perizinan | Aplikasi 1 1 26,853,000 26,666,100
Terhadap Layanan Publik
Penyusunan Profil Potensi Jumlah Dokumen Profil Dokumen 0 0 0 0
Perizinan Kabupaten Potensi Perizinan Kabupaten
Program Penataan Peraturan Jumlah Peraturan Peraturan
Perundang-Undangan Perundang-undangan Peruu 92 92 105,068,345 104,130,300
Perizinan Perizinan Yang Dipakai Perizinan
Jumlah Peraturan Perundang- Peraturan
1 Sosialisasi Perizinan Undangan Perizinan yang Peruu 92 92 16,657,145 16,651,000
disosialisasikan Perizinan
Jumlah Peraturan Perundang- Peraturan
Sosialisasi Perizinan Undangan Perizinan yang Peruu 14 14 4,950,000 4,950,000
disosialisasikan Perizinan
Jumlah Media Massa Sebagai Penyeba_ran 1. Penyebaran
. o . Informasi Peraturan h ; .
Publikasi Peraturan Sarana Publikasi Peraturan Media informasi melalui
3 3 11,707,145 11,701,000 | Perundang- .
Perundang-Undangan Perundang-undangan Massa media massa

Perizinan

Undangan kurang
memadai

stasiun radio

2. Penampatan
media luar ruang
(banner) pada area
transportasi umum,
sentra-sentra
ekonomi dan
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

Pelaksanaan Penanaman
Modal

Usaha Dalam Menjalankan
Usahanya

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) An?'gpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tempat strategis
lainnya
3. Penyediaan
data peraturan
perundang-
undangan pada
media lini masa
(website atau
android)
Penyusunan Standart
l'zg:f‘;’é”ui”aslg’g'; r(afiFn’g) dan Jumlah SPP dan SOP Dokumen 0 0 0 0
Prosedur (SOP)
Pengawasan
terhadap 1. Pembentukan
. pelaksanaan Tim Pengawasan
2 ge".g.""wasa” dan Pengendalian | Jumiah Tempat Usaha Yang Lokasi 2 32 35,496,700 35,496,700 | peraturan yang melibatkan
erizinan Dikunjungi : ) )
perundang- instansi terkait dan
undangan perizinan Satpol PP
kurang maksimal
2. Keputusan /
rekomendasi yang
ditetapkan
merupakan
keputusan kolektif
Tim Pengawasan
3. Melibatkan OPD
Teknis dan
mempertimbangka
n hasil kajian
teknis dalam
pengambilan
keputusan /
rekomendasi
Jumlah Kegiatan Pengawasan
Pengawasan dan Pengendalian | untuk Badan Usaha / Pelaku .
Perizinan Usaha yang Mendapatkan Kegiatan 4 4 35,496,700 35,496,700
Surat Tegoran
Pembinaan Pengawasan dan
Pengendalian Periiznan ‘:,%‘.EE I\({(;(i]zmsi"tir:]jzﬁlgiksana PATEN 0 0 0 0
Kecamatan
Koordinasi ~ dan Jumlah Kegiatan Pemantauan
Sinkronisasi  Pemantauan kepada Badan Usaha / Pelaku .
Kegiatan 0 0 0 0
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No

Uraian Program / Kegiatan /
Sub kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Alokasi Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Permasalahan

Solusi

10

11

12

13

Penataan dan Penertiban
Perizinan

Jumlah penanganan perizinan
yang tidak sesuai dengan
aturan

Kegiatan

52,914,500

51,982,600

Pelaksanaan
Penataan dan
Penertiban Perizinan
kurang maksimal

1. Pembentukan
Tim Penataan dan
Penertiban
Perizinan yang
melibatkan instansi
terkait dan Satpol
PP.

2. Keputusan
rencana
penindakan hukum
yang ditetapkan
merupakan
keputusan kolektif
Tim Penataan dan
Penertiban
Perizinan

3. Melibatkan OPD
Teknis dan
mempertimbangka
n hasil kajian
teknis dalam
pengambilan
keputusan
penindakan hukum

Program Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

Jumlah Realisasi Investasi

Rp

Rp
465.381.741.065

Rp
1.948.131.251.836

65,084,300

64,929,300

Akselerasi Pertumbuhan
Investasi

Jumlah Realisasi Investasi
Dalam Negeri

Rp

Rp
465.381.741.065

Rp
1.948.131.251.836

4,927,900

4,927,900

Pembinaan dan Evaluasi
PMDN

Jumlah PMDN Yang Dibina

PMDN

30

30

17,066,750

16,986,750

Pembinaan Monitoring dan
Evaluasi PMA/PMDN

Jumlah PMDN Yang Dibina

PMDN

30

30

17,066,750

16,986,750

Pelaksanaan
Laporan Kegiatan
Penanaman Modal
(LKPM) oleh pelaku
usaha sangat minim

1. Pendampingan
pelaksanaan
Laporan Kegiatan
Penanaman Modal
(LKPM)

2. Pendampingan
kepada pelaku
usaha dalam
memecahkan
permasalahan
investasi dan
usaha
pengembangkan
investasi.

Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal

Jumlah Dokumen RUPM

Dokumen
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) An?'gpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Road Map RUPM ‘é‘b“g;h Dokumen Road Map Dokumen 0 0 0 0
Project Prospectus Investasi Jumlah Poryek Investaasi Proyek 0 0 0 0
Penyelenggaraan Sistem
3 Pelayanan Informasi Perizinan | 512 17in Prinsip Izin Prinzip 0 0 43,089,650 43,014,650
Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE)
Penyelenggaraan Sistem
Pelayanan Informasi Perizinan . . . -
Investasi Secara Elektronik Jumlah Izin Prinsip 1zin Prinzip 0 0 0 0
(SPIPISE)
Penyusunan Profil Potensi Jumlah Dokumen Profil Dokumen 0 0 0 0
Investasi Kabupaten Sumenep Potensi Investasi
Data Pgluang . 1. Penetapan
Potensi Investasi
Jumlah Obyek Peluang Kabupaten Sumenep E:ﬂgﬁgigrznl\j?dal
Eigg;:in;;bze;agsz%igz Potensi Investasi Kabupaten Obyek 1 1 43,089,650 43,014,650 :)ne;zm ambarkan (RUPM) Daerah
p P Sumenep 9gal . ditetapkan dengan
potensi investasi
Peraturan Kepala
secara
. Daerah
komprehensif.
2. Data Peluang
Potensi Investasi
perlu ditindaklanjuti
dengan
penyusunan data
prospektus potensi
investasi.
Penyusunan Profil Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Jumlah Dokumen Profil
Terpadu Satu Pintu Dan DPM&PTSP Dokumen 0 0 0 0
Tenaga Kerja Kab. Sumenep
Workshop dan Pendampingan Jumlah PMDN Yang
LKPM Melaksanakan LKPM PMDN 0 0 0 0
g‘;:f;ipa” Mer'gﬁ:';ka” Jumiah PERDA/PERBUP
Pemberian Fasilitas/Insentif s::bsgfnnu dZI?Z ::'tgzﬂ';g::;n EESSSF{ 0 0 0 0
dan Kemudahan Penanaman
Modal
Modal
Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan EvaIAua5|
Pemberian Fasilitas/Insentif Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kegiatan 0 0 0 0

dan Kemudahan Penanaman
Modal

Kemudahan Penanaman
Modal

RENJA DPMPTSPENIKER 2022 WX




No

Uraian Program / Kegiatan /
Sub kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Alokasi Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Permasalahan

Solusi

10

11

12

13

Program Pelayanan
Administrasi Perizinan

Jumlah Izin yang Diterbitkan

1zin

4.958

14.893

710,840,523

662,030,500

Mutu Pelayanan
Administrasi
Perizinan perlu
ditingkatkan

1. Pendirian Mal
Pelayanan Publik
(MPP)

2. Pendampingan
kepada pelaku
usaha kepulauan
dalam proses
legalitas usahanya
melalui Online
Single Submission
(0SS)

3. Pelayanan
Perizinan melalui
pelayanan
bergerak (mobile
service)

4. Peningkatan
profesionalisme
petugas front/back
office pelayanan
melalui pendidikan
dan pelatihan
(diklat)
fungsional/struktur
al

5. Merevisi SOP
dan SPP
Pelayanan
Perizinan
mengikuti
perubahan
peraturan
perundang-
undangan dan
kebijakan yang
terbaru

Pelayanan Permohonan
Pendaftaran Perizinan

Jumlah Permohonan
Perizinan Yang Memenuhi
Syarat

Berkas

4.958

14.893

645,309,833

596,651,810

Ketatalaksanaan Pendaftaran
Perizinan

Jumlah Permohonan
Perizinan Yang Memenuhi
Syarat

Berkas

4.958

14.893

36,955,800

32,533,948

Optimalisasi Mobil Pelayanan
Perizinan

Jumlah Permohonan
Perizinan Yang Terlayani
Mobil Keliling

Berkas

600

600

8,793,033

7,955,397

Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Perizinan

Jumlah jenis layanan
perizinan

Jenis

100,00%

100,00%

559,561,000

519,866,465
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) An?'gpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan Sistem Pelayanan Jumlah tahun menyandang
Perizinan Bersertifikat ISO i Tahun 1 1 40,000,000 36,296,000
X sertifikat ISO 9001-2015
9001:2008
Capaian Realisasi
Kinerja kegiatan
Pelayanan Fasilitasi proses
Pelayanan Penerbitan Persentase Penerbitan Penerbitan Perizinan pemenuhan berkas
2 2 i % 100,00% 99,57% 65,530,690 65,378,690 | belum terpenuhi permohonan
Perizinan Perizinan Yang Tepat Waktu K -
arena berkas perizinan yang
permohonan lengkap dan benar
perizinan belum
lengkap dan benar
Jumlah Tenaga Teknis
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;2;;”?2k‘:j‘s'a£r'f$?r:ﬁgn Orang 6 6 31,268,500 31,146,500
Lapangan
Capaian Realisasi
Kinerja sub kegiatan
Ketatalaksanaan I
Penerbitan Perizinan 1. Fasilitasi
) ) belum terpenuhi percepatan proses
Ketatalaksanaan Penerbitan Eg:;‘f;;ss;‘??;%;% Akt % 100,00% 99,57% 34,262,190 34,232,190 | karena Sg:?neg#:rf‘;‘nbe’kas
keterlambatan waktu -
pemenuhan berkas perizinan yang
lengkap dan benar
permohonan
perizinan yang
lengkap dan benar
2. Komunikasi
yang intens
dengan OPD
Teknis terkait
dalam proses
penerbitan
rekomendasi
teknis.
ﬁeﬂ'ﬂgka‘a” pelayanan Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin 0 0 0 0
erizinan Kepulauan
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan Persentase Finalisasi
Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan % 0,00% 0,00% 0 0
terhadap Pelayanan Terpadu Masyarakat
Perizinan dan Nonperizinan
gggg::;:r'] %2%?)';';;2”'5%' Junjlgh Penetapgn pemberian Surat 0 0 0 0
Fasilitas / Insentif Daerah Keputusan

Fasilitas/Insentif Daerah
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) Anggpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN
T A TR TA AR 1,864,996,939 1,566,934,017
| Program Peningkatan Persentase Peningkatan % 117,934,187 115,281,034
Kesempatan Kerja Kesempatan Kerja
Penyebaran Informasi i Kerj
1 Y ) Jumlah Pencari Kerja dan orang 600 203 65,358,187 64,323,009
Bursa Tenaga Kerja Lowongan Kerja
Perlindungan Tenaga
2 | Kerja Indonesia (TKI) orang 20,151,000 18,688,825
yang di Deportasi
Pemanduan dan
. . Jumlah Perorangan/Kelompok
3 | Bimbingan Usaha yang dilatih/dibina orang 10 10 32,425,000 32,269,200
Mandiri
Program Penempatan Persentase Penempatan dan
I dan Pemberdayaan Pemberdayaan % 61,673,200 18,358,990
Transmigrasi Transmigrasi
Pemberangkatan Calon
t € be.a g Z a Ka O Jumlah Calon Transmigran
ransmigran dan Kerja i
1 g ) yang akan diberangkatkan KK/KSAD 7 0 61,673,200 18,358,990
Sama Antar Daerah dengan Kabupaten Tujuan
Transmigran yang disepakati
(KSAD)
Program Peningkatan
: Persentase Peningkatan
11} Kualltas_d.an Kualitas dan Produktivitas % 191,975,000 188,848,400
Produktifitas Tenaga Tenaga Kerja
Kerja
Penyelenggaraan dan
1 enyelengsaraa da ) ‘;”’I“'t"?‘: Pelaksanaan Kegiatan 32 32 126,975,000 126,259,000
Pelatihan Tenaga kerja elatinan
Pembinaan dan
Monitorin i
2 onitoring Jumiah Tenaga Kerja yang orang 80 55 32,500,000 32,497,400
Produktivitas Tenaga Produktif
Kerja
3 | Pembinaan Lembaga Jumiah Pengelolaan dan LPK 30 30 32,500,000 30,092,000

Kemitraan Lembaga Pelatihan
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Uraian Program / Kegiatan /

Alokasi Anggaran

Realisasi

No Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja (Rp) An?'gpa)ran Permasalahan Solusi
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelatihan Kerja
Program Perlindungan
Persentase Perlindungan
v Pengembangan Pengembangan Lembaga % 99,005,500 96,175,500
Lembaga Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengupahan
. Jumlah Upah Minimum
1 | yang berkeadilan dan Kabupaten Yang Layak Perusahaan 100 100 35,965,000 35,965,000
Penciptaan Ketenangan
Kerja
Pembinaan dan Jumlah Sarana Hubungan
2 Pengembangan Sarana Industrial Yang Melaksanakan Perusahaan 40 40 33,022,500 30,192,500
Hubungan Industrial Kegiatan Sesuai Aturan
Optimalisasi Kinerja
. . Jumlah Perselisihan
3 Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial menurun Kasus 5 2 30,018,000 30,018,000
Hubungan Industrial
H Persentase Pembinaan
\ P_r°gram Pembl_naan Lingkungan Sosial % 1,354,409,052 1,109,943,993
Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Pembinaan dan
Pelatihan Kerja Bagi
. Jumlah Perorangan/Kelompok
1 | Tenaga Kerja dan y;ng il P Kelompok 1 1 49,800,000 28,793,000
Masyarakat Melalui
Pelatihan Pecah Batu
Bantuan Sarana
Produksi Bagi Jumlah Bantuan Peralatan
2 Masya rakat Atau Mesin Pemecah Batu yang Kelompok 1 1 100,100,000 100,090,000

Kelompok Masyarakat
di Bidang Pecah Batu

diberikan/dihibahkan
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No

Uraian Program / Kegiatan /
Sub kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Alokasi Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Permasalahan

Solusi

5

10

11

12

13

Pembinaan dan
Pelatihan Kerja Bagi
Tenaga Kerja dan
Masyarakat Melalui
Pelatihan Rias
Pengantin

Jumlah Perorangan/Kelompok
yang dilatih

Orang

20

20

54,800,000

45,262,000

Bantuan Sarana
Produksi Bagi
Masyarakat Atau
Kelompok Masyarakat
di Bidang Rias
Pengantin

Jumlah Bantuan Peralatan
Rias Pengantin yang
diberikan/dihibahkan

Orang

20

25

45,000,000

44,903,870

Pembinaan dan
Pelatihan Keterampilan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Melalui Pelatihan
Keterampilan Bordir

Jumlah Perorangan/Kelompok
yang dilatih

Orang

25

25

139,375,700

103,604,300

Pembinaan dan
Pelatihan Keterampilan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
Melalui Pelatihan
Meubelair

Jumlah Perorangan/Kelompok
yang dilatih

Kelompok

139,375,871

126,202,900

Pembinaan dan
Pelatihan Kerja bagi
Tenaga Kerja dan
Masyarakat melalui
Pembinaan Tenaga
Kerja Mandiri Terdidik
(TKMT)

Jumlah Peserta Pelatihan
yang terdidik

Orang

40

40

129,700,000

122,860,354
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No

Uraian Program / Kegiatan /
Sub kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Alokasi Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Permasalahan

Solusi

5

10

11

12

13

Bantuan Sarana
Produksi Bagi
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat di Bidang
Tenaga Kerja Mandiri
Terdidik (TKMT)

Jumlah Bantuan Peralatan
yang diberikan/dihibahkan

Orang

40

40

120,150,000

115,780,817

Penyediaan/Peningkata
n/Pemeliharaan Sarana/
Prasarana Kelembagaan
Pelatihan

Jumlah Sarana dan Prasarana
yang dibangun

Macam

372,082,000

296,112,361

10

Penyediaan/Peningkata
n/Pemeliharaan
Sarana/prasarana
kelembagaan pelatihan
Bantuan sarana
produksi bagi
masyarakat/kelompok
masyarakat

87,393,500

72,798,500

11

Pembinaan dan
Pelatihan Keterampilan
Kerja bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat

116,631,981

53,535,891

Vi

Program Pelatihan
Keterampilan Kerja

Persentase Pelatihan
Keterampilan Kerja

40,000,000

38,326,100

Pelatihan Berbasis
Kompetensi dan
Masyarakat

Jumlah Pelatihan yang
diselenggarakan

Orang

25

25

40,000,000

38,326,100
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Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melaksanakan 18 (delapan belas) Program, 61 (enam
puluh satu) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan , sebagaimana terlampir.
Alokasi Anggaran untuk tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah sebesar
Rp. 27.971.193.449,00. Diharapkan pada tahun 2021 keberhasilan kinerja mencapai 100%
atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah
dilaksakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021,
dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah
dilaksakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:
1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

A. Urusan Penanaman Modal

a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan

dengan kepulauan).

b. Minimnya ketersediaa sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah
daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.

Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.

Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.

=~ ® a o

Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) secara online oleh pelaku usaha.

g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya
untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.

h.  Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peluang investasi.

I. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari
peluang investasi belum clear and clean.

J. Belum tersusunnya road map potensi investasi.

k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala

prioritas yang akan dikembangkan.
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l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.

m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam
memberikan pelayanan perizinan.

0. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal
karena terkendala biaya akomudasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh
masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk
mendapatkan layanan perizinan.

Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan
usahanya.

r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan
secara online.

f. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh
BPKM.

Urusan Ketenagakerjaan

1. Banyaknya Pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk

dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup.
2. Lapangan Kerja yang Rendah.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah.

Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :

a)

Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih
kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif
(mencakup keseluruhan);

Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;

Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;

Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Adanya refocusing sampai 50,00% untuk pembiayaan penanganan pandemi
Covid-19.

RENJA DPMPTSPENIKER 2022 EEX



Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program

dan kegiaatan antara lain :

1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :

A.

Urusan Penanaman Modal

a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek
investasi dan potensi perizinan.

b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan
penciptaan kemudahan berinvestasi.

c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.

d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online

e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksaaan operasional
mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.

f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office
perizinan.

g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan
realisasi penanaman modal.

h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan
masyarakat.

i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.

. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.

k. Sosialisasi dan pendampanginan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan
Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

|. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan
usahanya.

m.Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan
perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.

n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan
usahanya melalui Online Single Submission (OSS).

0. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah
memiliki izin.

p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
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. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas

penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian
anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya

potensi/peluang/proyek investasi.

. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian

anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman
modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi

kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.

. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan

menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan

pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.

. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan

perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan
pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek

pembelajaran.

. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.

. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan

Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima
insentif penanaman modal.

Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

Urusan Ketenagakerjaan

1.

o a0 bk w N

Meningkatkan mutu tenaga kerja. dengan cara memberikan pelatihan-
pelatihan bagi tenaga kerja.

Memperluas kesempatan kerja.

Memperbaiki sistem pengupahan.

Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat.

Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
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7. Mengembangkan Sektor Informal.
8.  Program Transmigrasi.
9. Peningkatan Investasi.

2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggatan :

a)

b)

d)

Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan
komprehensif, dan terpadu.

Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung
pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai
media yang memungkinkan.

Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan
kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang
representatif.

Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas
perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan
informasi yang diperlukan.

Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain
dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat

terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD

adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan

program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini

disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana Tabel T-C.29 di bawah ini.
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Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Sumenep

URUSAN PEMERINTAHAN WAIIB
2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 | 18 PENANAMAN MODAL 100,00 74,22 20,00 33,41 167,05 20,00 127,63 127,63

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Persentase pemenuhan sarana

2 18 01 PEMERINTAHAN DAERAH dan prasarana perkantoran 100,00 55,72 20,00 14,76 73,79 20,00 90,48 90,48
KABUPATEN/KOTA P P
Persentase Penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran,
2180 2 01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat 100,00 68,46 20,00 20,62 103,10 20,00 109,08 109,08
Waktu
) 18 o1 2 o1 o1 Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan 84 48 18 18 100,00 18 84 100,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2|18 | o1 | 2 | o1 | o | Koordinasidan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 20 12 4 4 100,00 4 20 100,00

Dokumen RKA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah Dokumen Laporan

18 01 01 | 06 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20 12 4 4 100,00 4 20 100,00
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
18 01 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indek reformasi Birokrasi 79,86 78,94 80,00 89,94 112,43 80,00 82,96 103,88
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Pemenuhan
18 01 02 Daerah 6 s Kebutuhan Sarana Administrasi 100,00 60,00 20,00 20,00 100,00 20,00 100,00 100,00
Keuangan Tepat Waktu
18 | o1 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN iznmjganhg'::N yang diberi gaji dan 360 216 72 72 100,00 72 360 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan van
18 | o1 02 | 07 | Keuangan ulanan / Triwulanan / ; P gan yang 36 12 12 12 100,00 12 36 100,00
disusun
Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase Pemenuhan
18 01 05 peg Kebutuhan Sarana Administrasi 100,00 31,09 20,00 4,00 20,00 20,00 55,09 55,09
Perangkat Daerah .
Kepegawaian SKPD
18 | o1 05 | o1 | PeningkatanSaranadanPrasarana | | it Mesin Absensi 1 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Disiplin Pegawai
18 o1 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Stel Pakaian Dinas Besrta 224 73 0 0 0,00 54 127 56,70

Atribut Kelengkapannya

Atributnya yang disediakan

RENJA DPMPTSPENAKER 2022 BESS




Pendataan dan Pengolahan

Jumlah jenis pengelolaan

18 01 05| 03 Administrasi Kepegawaian kepegawaian tepat waktu 5 9 3 3 100,00 3 5 100,00
18 o1 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Peg?wal JL.JmIah pegawai yang mengikuti 50 27 0 0 0,00 10 37 74,00
Berdasarkan Tugas dan Fungsi diklat
. . . Jumlah Kegiatan Bimbingan
18 | o1 05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Teknis Implementasi Peraturan 1 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pemenuhan
18 01 06 g Kebutuhan Sarana Administrasi 100,00 61,9 20,00 17,14 85,70 20 99,04 99,04
Daerah
Umum SKPD
18 01 06 01 P.enYedlaan Komponen Instalasi Jumlah |tem komponen listrik 102 48 2 2 100,00 2 88 86,27
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumiah peralatan dan
18 01 06 02 v perlengkapan kantor yang 182 109 34 34 100,00 34 177 97,25
Perlengkapan Kantor N
disediakan
18 | o1 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | “Ui2h Bahan Logistik Kantor 3727 1887 925 837 90,49 784 3.508 94,12
yang disediakan
18 o1 06 | o5 Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah barang cetakan dan 7 48 12 12 100,00 12 7 100,00
Penggandaan penggandaan yang diadakan
18 01 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan 3.356 2766 565 565 100,00 739 4,070 121,28

Peraturan Perundang-undangan

perundangan yang disediakan
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Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Jumlah rapat koordinasi dan

18 01 06 09 dan Konsultasi SKPD konsultasi yang dilaksanakan 441 270 106 102 96,23 257 629 142,63
18 o1 06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada JL.JmIah meter lari arsip yang 6 0 0 0 0,00 6 6 100,00
SKPD dikelola
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pemenuhan sarana
18 01 07 Penunjang Urusan Pemerintah P 100,00 41,78 20,00 6,70 33,50 20 68,48 68,48
dan prasarana perkantoran
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan
18 01 o7 02 Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional Yang Dibeli 3 0 0 0 0,00 0 0 0,00
18 01 07 05 | Pengadaan Mebel jumlah mebel yang disediakan 115 73 0 0 0,00 50 123 106,96
18 | 01 07 | o6 E:;i?:aa“ Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan yang diadakan 113 74 31 30 96,77 16 120 106,19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan
18 01 08 Y . Jang Kebutuhan Sarana Jasa 100,00 59,28 20,00 19,85 99,25 20 99,13 99,13
Pemerintahan Daerah R
Penunjang Urusan SKPD
18 | 01 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang 16.945 6.664 2.988 2.943 98,49 3.187 12.794 75,50
Diadministrasikan
18 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah waktu layanan jasa 72 2 12 12 100,00 12 68 94,44

Sumber Daya Air dan Listrik

komunikasi/SDA dan listrik
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18 o1 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah'Ten'aga Kerja Non ASN 57 39 16 16 100,00 17 7 126,32
Kantor Yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Peningkatan Masa
18 01 09 Penunjang Urusan Pemerintahan Umur Pemakaian Barang Milik 100,00 67,55 20 15 75,00 20 102,55 102,55
Daerah Daerah
18 01 09 02 y . ! .J ! operasional/lapangan yang 166 92 33 32 96,97 32 156 93,98
Perizinan Kendaraan Dinas - .
R dipelihara dan berizin
Operasional atau Lapangan
18 | o1 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel Jumlah waktu pelaksanaan 6 4 0 0 0,00 0 4 66,67
pemeliharaan mebeleur
18 01 09 06 Pe.mellharaan Peralatan dan Mesin Jl:lmlz?\h peralatan kantor yang 208 200 92 91 98,91 9 183 93,87
Lainnya dipelihara
18 | o1 09 | og | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Jumiah luasa bangunan gedung 4.349,00 244850 | 2139 2139 100,00 | 1.668,60 | 4.331,00 99,59
Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana
Operasional UPTD Operasioanal yang ada di 15 5 5 5 100,00 5 15 100,00
UPTD
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URUSAN PENANAMAN MODAL
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
18 02 ::32;:::: ::':f;gn:: NGAN IKLIM Jumlah Realisasi Investasi 2.661.587. 5.502.922. 465.381. 12‘5‘:;: 418,61 481.620. 7.932.673. 298,04
489.327 143.058 741.065 ) 6 : 593.307 988.201
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah Pelaku Usaha yang
18 02 01 Penanaman Modal yang mendapatkan Fasilitas/Insentif 5 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
:/‘Ie::t:::inPemli)Zt:?aankan Daerah Jumlah PERKADA Pemberian
18 02 01 01 . g . Fasilitas/Insentif dan 1 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Kemudahan Penanaman Modal
Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang
Evaluasi Pelaksanaan Memanfaatkan Fasilitas/Insentif
18 02 01 02 Pemberian Fasilitas/Insentif dan dan Kemudahan Penanaman 0 0 0 0,00
Kemudahan Penanaman Modal Modal sesuai dengan
peruntukannya
18 | 02 02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah I?okumen Profil Potensi 6 4 1 1 100,00 1 6 100,00
Kabupaten/Kota Investasi
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Penyusunan Rencana Umum

18 02 02 01 | Penanaman Modal Daerah Tersedianya PERKADA RUPMD 0 0 0 0,00
Kabupaten/Kota

18 02 02 | o Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Qbyek Peluang Potensi 6 4 1 1 100,00 1 6 100,00
Peluang Usaha Kabupaten/Kota Investasi Kabupaten Sumenep

18 | 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN | Jumlah Pengusaha Yang 35.294 14.457 6.827 5.754 84,28 6.827 27.038 76,61
MODAL Berinvestasi
Penyelenggaraan Promosi

18 | 03 01 Penanaman Modal yang menjadi Jumlah Calon Investor Yang 35.204 14.457 6.827 5.754 84,28 6.827 27.038 76,61
Kewenangan Daerah Berkonsultasi Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
Penyusunan Strategi Promosi Jumiah Dokumen Rumusan

18 | 03 o1 | o1 4 € Strategi Promosi Penanaman 3 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Penanaman Modal

Modal

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Kegiatan Promosi Potensi

18 03 01 02 Penanaman Modal Daerah Investasi Tingkat Regonal / 7 5 1 1 100,00 2 8 114,29
Kabupaten/Kota Nasional
PROGRAM PELAYANAN . . .

18 04 PENANAMAN MODAL Jumlah Izin yang diterbitkan 28.063 13.087 4.958 14.893 300,38 7.512 35.492 126,47
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Persentase Penerbitan Perizinan

18 04 01 dibidang Penanaman Modal yang 100,00 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 99,83 99,83

menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Yang Tepat Waktu
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Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis

Jumlah Berkas Permohonan

18 04 01 01 | Sistem Pelayanan Perizinan L. R 28.063 13.087 4.958 14.893 300,38 7.512 35.492 126,47
. . Perizinan Yang Memenuhi Syarat
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Jumlah Pelaku Usaha Yan
18 04 01 02 Perizinan dan Non Perizinan R R X g 28.063 13.087 4,958 14.893 300,38 4,993 32.973 117,50
Memenuhi Komitmen Izin Usaha
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
18 04 o1 03 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Jl.!rTmlah Pen.gatfiuan Yang Selesai 60 50 10 10 100,00 10 70 116,67
terhadap Pelayanan Terpadu Ditindaklanjuti
Perizinan dan Non Perizinan
Koordinasi dan  Sinkronisasi Jumlah Penetapan pemberian
18 | 04 01 | 04 | Penetapan pemberian Iy pan p 5 0 0 0 0,00 0 0 0,00
- . Fasilitas / Insentif Daerah
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Pelaku Usaha Yan,
18 | 05 PELAKSANAAN PENANAMAN . e 35.294 14.457 6.827 5.754 84,28 6.827 27.038 76,61
Beroperasi
MODAL
18 05 01 yang ) Berizin dan Beroperasi Sesuai 35.294 14.457 6.827 5.754 84,28 6.827 27.038 76,61
Kewenangan Daerah Dengan Perizinan Yang Dimiliki
Kabupaten/Kota 8 J
Koordinasi dan Sinkronisasi .
18 | 05 01 | 01 | Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Profil Pelaku 120 50 30 30 100,00 7 87 72,50

Penanaman Modal

Usaha Yang Dipantau
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Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Capaian Target RPJMD
g_ Tahun Lalu (2020) Target s/d Tahun Berjalan
Capaian Target .
Urusan / Bidang Urusan / Program / . . Kinerja Kinerja
KODE Kegiatan / Sub Kegiatan (o:li:)k;t:)r /Kllze:;ia:r?i::n:n) RPJMD Hasil :al(hzt:‘ Tingkat
(Permendagri No 90 Tahun 2019) & P Pada Program Target Fealicas Berialan Realisasi Capaian
Tahun s/d Tahun RKPD RKPD Tingkat 2(1)21 Capaian Realisasi
2021 2019 Realisasi ( ) Program Target
Tahun Tahun i
2020 2020 *) (%) s/d Tahun s/d
2021 Tahun
2021
8=(7/6)* . 11=(10/4
1 2 3 4 5 6 7 100 9 10=5+7+9 }¥100
Koordinasi dan Sinkronisasi :\l/ljz:]l:hdrileasil:ﬁtgsaha yang
2 18 05 2 01 02 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman J. . 240 200 40 40 100,00 108 348 145,00
Modal Pembinaan/Sosialisasi
Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Berita Acara
2 18 05 2 01 03 | Pengawasan Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pelaksanaan 413 187 32 32 100,00 13 232 56,17
Penanaman Modal Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA Jumlah Sistem Informasi Yan,
2 18 06 DAN SISTEM INFORMASI Terbanzun J 11 6 1 1 100,00 1 8 72,73
PENANAMAN MODAL i
2 18 06 2 01 . R . yang Teritengrasi dengan Sistem 11 6 1 1 100,00 1 8 72,73
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Informasi Tingkat Kabupaten
Kabupaten/Kota e P
Pengolahan, Penyajian dan
::’Z?:;ia;z: zaot: g:::zli:l;or:maﬂ Jumlah Dokumen Buku Laporan
2 18 06 2 01 01 L . Realisasi Penerbitan Izin dan Nilai 503 256 63 63 100,00 54 373 74,16
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan .
. . Investasi
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
URUSAN PENANAMAN MODAL -
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REVIU

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM

Persentase Pelaku Usaha yang

18 02 PENANAMAN MODAL m'e{ldapatkan Fasilitas/Insentif 10,00 10,00 10,00 100,00
Dibidang Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah Pelaku Usaha yang
18 02 01 Penanaman Modal yang mendapatkan Fasilitas/Insentif 0 0 0 #DIV/0!
Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
:/T::t:::inPemli)zt:?aankan Daerah Jumlah PERKADA Pemberian
18 02 01 01 X g . Fasilitas/Insentif dan 0 0 0 #DIV/0!
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Kemudahan Penanaman Modal
Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang
Evaluasi Pelaksanaan Memanfaatkan Fasilitas/Insentif
18 02 01 02 Pemberian Fasilitas/Insentif dan dan Kemudahan Penanaman 0 0 0 #DIV/0!
Kemudahan Penanaman Modal Modal sesuai dengan
peruntukannya
18 | 02 02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah Obyek Potensi dan 1 1 1 100,00
Kabupaten/Kota Peluang Usaha
Penyusunan Rencana Umum
18 02 02 01 Penanaman Modal Daerah Tersedianya PERKADA RUPMD 0 0 0 0,00

Kabupaten/Kota
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Penyediaan Peta Potensi dan

Tersedianya Peta Potensi dan

18 02 02 02 Peluang Usaha Kabupaten/Kota Peluang Investasi ! ! ! 100,00
18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase Peningkatan Jumlah 3,49 3,49 3,49 100,00
MODAL Investor
Penyelenggaraan Promosi
18 03 01 Penanaman Modal yang menjadi Jumlah Media Promosi 5 5 5 100,00
Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Penyusunan Strategi Promosi Jumiah Dokumen Rumusan
18 | 03 o1 | o1 v o Strategi Promosi 0 0 0 0,00
Penanaman Modal
Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah kegiatan promosi
18 03 01 | 02 | Penanaman Modal Daerah penanaman modal yang 2 2 2 100,00
Kabupaten/Kota dilakukan
Persentase Peningkatan
PROGRAM PELAYANAN .
18 04 PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor Induk 3,49 3,49 3,49 100,00
Berusaha (NIB)
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
18 | 04 01 dibidang Penanaman Modal yang | -umiah Nomor Induk Berusaha 5.743 5.743 5.743 100,00

menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

(NIB) yang diterbitkan
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Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
18 | 04 01 | 01 | Sistem Pelayanan Perizinan Jumlah Nomor Induk Berusaha 5.743 5.743 5.743 100,00
. . (NIB) yang berlaku efektif
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen
18 | 04 01 | 02 | Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelaku Usaha Yang 22 2 2 100,00
Memenuhi Komitmen Izin Usaha
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Jumlah Pengaduan Yang Selesai |
18 04 01 03 terhadap Pelayanan Terpadu Ditindaklanjuti 0 0 0 #DIV/0!
Perizinan dan Non Perizinan
- . L Jumlah Dokumen Rekomendasi
Koordinasi dan _ Sinkronisasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
18 04 01 04 Penetapan pemberian . 0 0 0 0,00
Fasilitas/Insentif Daerah Penetapan pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Pelaku Usaha Berizin
18 05 PELAKSANAAN PENANAMAN Yang Beroperasi 5.743 5.743 5.743 100,00
MODAL g Berop
z::g::‘::;::;ﬂ:r s::aan:en'a di Jumlah Pelaku Usaha Berizin
18 05 01 yang ) Yang Beroperasi Sesuai Dengan 5.743 5.743 5.743 100,00
Kewenangan Daerah 1zin Yang Diterbitkan
Kabupaten/Kota J
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Koordinasi dan Sinkronisasi

Jumlah Dokumen Profil Pelaku

18 05 01 01 | Pemantauan Pelaksanaan R 7 7 7 100,00
Usaha Yang Dipantau
Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi JMUZ:?ahdrs::sil:tgsaha yang
18 05 01 02 | Pembinaan Pelaksanaan Penanaman ! ; . 216 216 216 100,00
Modal Pembinaan/Sosialisasi
Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Berita Acara
18 05 01 03 | Pengawasan Pelaksanaan Hasil Pengawasan 13 13 13 100,00
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA Kualitas Data dan Sistem
18 06 DAN SISTEM INFORMASI Informasi Penanaman Modal 83,00 83,00 83,00 100,00
PENANAMAN MODAL
18 06 01 . ) . yang Penerbitan Perizinan dan Non 100,00 100,00 100,00 100,00
Terintegrasi pada Tingkat Daerah L.
Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi
18 06 o1 01 Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan yang 5 5 5 100,00

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Dimanfaatkan oleh Pemangku
Kepentingan
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URUSAN KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan

Persentase Peningkatan

1|1
0 3 Kesempatan Kerja Kesempatan Kerja
o1 15| 01 Pen.yebaran Informasi Pasar Jumlah Pencar'l Kerja dan 15.600 5.100 600 503 33,83 750 6.053 38,80
Kerja Lowongan Kerja
Pemanduan dan Bimibingan Jumlah
01|15 | 03 - & Perorangan/Kelompok yang 60 35 10 10 100,00 20 65 108,33
Usaha Mandiri el s
dilatih/dibina
Program Penempatan dan Persentase Penempatan dan
01 | 16 . . . .
Pemberdayaan Transmigrasi Pemberdayaan Transmigrasi
Pemberangkatan Calon Jl;r:laahkacra:lzir;)l':::sgtgkraa:
01|16 | 01 Transmigran dan Kerjasama yang grat 20 1 7 0 0,00 2 3 15,00
dengan Kabupaten Tujuan
Antar Daerah (KSAD) . . .
Transmigran yang disepakati
. . Persentase Peningkatan
01 | 17 Program Pen'u?gkatan Kualltaf Kualitas dan Produktivitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja X
Tenaga Kerja
o1 |17 | o1 Penyelenggaraan dan Pelatihan Jumlah Pelaksanaan 270 83 32 32 100,00 20 135 50,00

Tenaga Kerja

Pelatihan
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Pembinaan dan Monitoring Jumlah Tenaga Kerja yang
011702 Produktivitas Tenaga Kerja Produktif 240 3 80 >3 68,75 85 213 88,75
o1 |17 | o3 Pen_1b|naan Lembaga Pelatihan Juml.ah Pengelolaan dan _ 45 45 30 30 100,00 38 113 251,11
Kerja Kemitraan Lembaga Pelatihan
Program Perlindungan Persentase Perlindungan
01 | 18 Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan Sistem
o1 18| o1 Pengupahan yang berkeadilan Jumlah Upah Minimum 300 169 100 100 100,00 100 369 123,00
dan Penciptaan Ketenangan Kabupaten Yang Layak
Kerja
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Sarana Hubungan
01|18 | 02 gembang Industrial Yang Melaksanakan 120 60 40 40 100,00 40 140 116,67
Sarana Hubungan Industrial . .
Kegiatan Sesuai Aturan
Optimalisasi Kinerja Lembaga Jumlah Perselisihan
01 | 18 | 03 Perselisihan Hubungan Hubungan Industrial 30 20 5 2 40,00 5 27 90,00
Industrial (PHI) menurun
o1 | 19 Program Pembinaan Persentase Pembinaan
Lingkungan Sosial Lingkungan Sosial (DBHCHT)
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Pembinaan dan Pelatihan Kerja
bagi Tenaga Kerja dan

Jumlah

01 |19 | 01 Masyarakat melalui Pelatihan Pfero.rangan/KeIompok yang 6 0 1 1 100,00 0 1 16,67
dilatih
Pecah Batu
Bant S Produksi Bagi
'\::S:aar:a;ar:\/r:(aelor;pl;k5| 48! Jumlah Bantuan Peralatan
01 | 19 | 02 v o Mesin Pemecah Batu yang 6 0 1 1 100,00 0 1 16,67
Masyarakat di Bidang Pecah L .
diberikan/dihibahkan
Batu
Pembinaan dan Pelatihan Kerja
bagi Tenaga Kerja dan Jumlah
01|19 | 05 gl fenaga fterja dan Perorangan/Kelompok yang 75 50 20 20 100,00 20 90 120,00
Masyarakat melalui Pelatihan S
. . dilatih
Rias Pengantin
:::st:aar::g:/r:(ae:: r:th;l:(ﬁ Bagi Jumlah Bantuan Peralatan
01 | 19 | 06 v o P ) Rias Pengantin yang 75 50 20 25 125,00 20 95 126,67
Masyarakat di Bidang Rias - L
. diberikan/dihibahkan
Pengantin
Pembinaan dan Pelatihan Kerja
bagi Tenaga Kerja dan Jumiah
|
01 | 19 | 07 Masyarakat melalui Pelatihan Ziei;)ir:ngan/Kelompok yang 6 2 0 0 #DIV/0! 0 2 33,33
Keterampilan Las Listrik
Bantuan Sarana Produksi Bagi Jumlah Bantuan Peralatan Las
01 | 19 | 08 Masayarakat/Kelompok Listrik yang 6 2 0 0 #DIV/0! 0 2 33,33

Masyarakat di Bidang Las Listrik

diberikan/dihibahkan
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Pembinaan dan Pelatihan Kerja
bagi Tenaga Kerja dan Jumiah
01| 19| 13 gl Tenaga ferjadan Perorangan/Kelompok yang 75 25 25 25 100,00 50 100 133,33
Masyarakat melalui Pelatihan S
. ] dilatih
Keterampilan Bordir
Pembinaan dan Pelatihan Kerja
bagi Tenaga Kerja dan Jumiah
01|19 | 17 gl 1énaga Rerjacan Perorangan/Kelompok yang 6 3 3 3 100,00 0 6 100,00
Masyarakat melalui Pelatihan oo
; dilatih
Meubelair
Pembinaan dan Pelatihan Kerja
bagi Tenaga Kerja dan Jumlah
01|19 | 24 g & ) . . Perorangan/Kelompok yang 6 1 0 0 0,00 1 2 33,33
Masyarakat melalui Pelatihan S
. dilatih
Otomotif
Bantuan Sarana Produksi Bagi Jumlah Bantuan Peralatan
01 |19 | 25 Masayarakat/Kelompok Otomotif yang 6 1 0 0 0,00 0 1 16,67
Masyarakat di Bidang Otomotif diberikan/dihibahkan
Ker don Pertosan Kesemptan. | Jomiah
01 | 19 | 27 J . . . P . Perorangan/Kelompok yang 2.550 1.700 0 0 0,00 0 1.700 66,67
Kerja bagi Pencari Kerja melalui o
) dilatih
Penyuluhan Kerja
Pembinaan dan Pelatihan Kerja
Bagi Tenaga Kerja dan .
01|19 | 28 Masyarakat melalui Pembinaan | ° :’:'at';r';ei::a Pelatihan 90 40 40 40 100,00 40 120 133,33
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik yang
(TKMT)

RENJA DPMPTSPENIKER 2022 !



Bantuan Sarana Produksi Bagi
Masayarakat/Kelompok

Jumlah Bantuan Peralatan

dan Masyarakat

diselenggarakan

2110111931 Masyarakat di Bidang Tenaga yang diberikan/dihibahkan %0 40 40 40 100,00 40 120 133,33
Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)
Penyediaan/Peningkatan/Pemeli
2|1 |o01]19]32 haraan Sarana/Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 12 7 1 1 100,00 0 8 66,67
. yang dibangun
Kelembagaan Pelatihan
21 1 | o01l20 Program Pelatihan Persentase Pelatihan
Keterampilan Kerja Keterampilan Kerja
2 1 o1 | 20 | o1 Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Pelatihan yang 300 25 25 25 100,00 50 100 3333

URUSAN KETENAGAKERJAAN -
REVIU

PROGRAM PERENCANAAN

Persentase penggunaan
Perencanaan Tenaga Kerja

Kerja Makro

Kerja Makro

2|07 02 TENAGA KERJA dalam perencanaan program 0,00 0,00 0,00 0,00
/ kegiatan / sub kegiatan
Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga
20702 2|01 Kerja (RTK) Kerja (RTK) 0 0 0 0,00
210710212 01l01 Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga 0 0 0 0,00
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07 | 02 01| 02 Pen'yusgnan Rencana Tenaga Ter:sedia.mya Rencana Tenaga 0 0 0 0,00
Kerja Mikro Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN KERJA Peningkatan Produktivitas
07 | 03 DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 8 . 1,09 1,09 1,09 100,00
Tenaga Kerja
KERJA
Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang dilatih
07 | 03 01 berdasarkan Unit Kompetensi dan mendapatkan sertifikat 78 78 78 100,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan bagi I
07 | 03 0101 L Jumlah peserta yang dilatih 78 78 78 100,00
Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan
Kerja Sama dengan Sektor Jumlah MOU dengan Sektor
07 | 03 o1l 02 Swasta untuk Penyediaan Swasta Penyediaan Instruktur 0 0 0 0,00
Instruktur serta Sarana dan serta Sarana dan Prasarana
Prasarana Lembaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja
Kerja
Pengadaan Sarana Pelatihan Jumlah unit/paket sarana
0703 0103 Kerja Kabupaten/Kota yang disediakan 0 0 0 0,00
. . Prosentase Lembaga
07 | 03 02 Pembinaan Lembaga Pelatihan | .- ihon Kerja yang 80,00 80,00 80,00 | 100,00
Kerja Swasta . .
bersertifikasi
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07 | 03 02 | o1 Pembmaan Lembaga Pelatihan Jumla?h pemb'lnaan lembaga 38 38 38 100,00
Kerja Swasta pelatihan kerja swasta
Jumlah Lembaga Pelatihan
Perizinan dan Pendaftaran . el
07 | 03 03 Lembaga Pelatihan Kerja Kerja yang difasilitasi dalam 0 0 0 0,00
proses pendaftaran
Penyediaan Sumber Daya Peningkatan kualitas sarana
07 | 03 03 | 01 | Perizinan Lembaga Pelatihan prasarana perizinan Lembaga 0 0 0 0,00
Kerja secara Terintegrasi Pelatihan Kerja
. - Prosentase Peningkatan
07 | 03 04 Konsultansi Prot.:luktlwtas pada Produktivitas Perusahaan 2,50 2,50 2,50 100,00
Perusahaan Kecil X
Kecil
Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Konsultasi pelaku
07 | 03 04 | 01 | Produktivitas kepada usaha kecil dan menengah 78 78 78 100,00
Perusahaan Kecil yang dilaksanakan
Pengukuran Produktivitas Persentase peningkatan skor
07 | 03 05 Tingkat Daerah Produktivitas Tingkat Daerah 0 0 0 0,00
Kabupaten/Kota Kabupaten
Pengukuran Kompetensi dan Skor Kompetensi dan
07|03 05 | 01 Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja 0 0 0 0,00
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Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan

Perkiraan Realisasi
Capaian Target RPJMD

Target Realisasi :
Capaian Target Tahun Lalu (2020) P‘Ir'zégrae:n s/d Tahun Berjalan
Urusan / Bidang Urusan / Program / . . Kinerja Kinerja
KODE Kegiatan / Sub Kegiatan (o:ﬁ;k;zr /KI(I:Zir ;ia:r?fl::;:n) RPJMD Hasil TRaKhPan - Tingkat
(Permendagri No 90 Tahun 2019) TP::.lda l;;o-?r::m Target Realisasi Tingkat Berjalan Iéc;:l;si:: ;::I?Slzzi
ahun S anun
2021 2019 RKPD RKPD Realisasi (2021) Program Target
Tahun Tahun (%) s/d Tahun s/d
2020 2020%) 2021 Tahun
2021
=l & =
1 2 3 4 5 6 7 8 2-70/06) 9 10=5+7+9 1:;*2_]6%/4
PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari kerja
74,31 74,31 74,31 100,00
07 | 04 TENAGA KERJA yang ditempatkan
Pel Antarkerja di D h |P t tisipasi
07 0al 2 |01 elayanan Antarkerja di Daera ersentase p?r isipasi 40,06 40,06 40,06 100,00
Kabupaten/Kota angkatan kerja
penvediaan Sumber Dava Peningkatan kualitas sarana
07|04 |2 01|01 y oay prasarana pelayanan antar 20 20 20 100,00
Pelayanan antar Kerja .
kerja
. P t tingkat
07 | 04 | 2 | 01 | 02 | Pelayanan antar Kerja ersentase tingka 0 0 0 0,00
kesempatan kerja
Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah peserta Penyuluhan
. S L 0 0 0 0,00
071041 210103 Jabatan bagi Pencari Kerja dan Bimbingan Jabatan
Penyelenggaraan Unit Layanan Jumlah tenaga kerja
07|04 |2 |01|04  SM¥eenes ay |man tenaga kena 0 0 0 0,00
Disabilitas Ketenagakerjaan disabilitas yang terlayani
07 104 | 2 | 01 | O5 | Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja yang 675 675 675 100,00
mendaftar
:::Z::Itaatr;:\z!:elr-\zmabz:'a Peningkatan Penerbitan Izin
0704|202 P ga ferl Lembaga Penempatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Daerah Kabupaten/Kota 8 )
Penyediaan Sumber Daya Peningkatan kualitas sarana
07 |04 | 2 | 02 | 01 | Perizinan LPTKS secara & .. 0 0 0 0,00
. . prasarana perizinan LPTKS
Terintegrasi
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Pengawasan dan Pengendalian

Jumlah dokumen Berita Acara

07 | 04 02 | 02 LPTKS Pemeriksaan Pengawasan 0 0 0 0,00
dan Pengendalian LPTKS
Pengelolaan Informasi Pasar Prosentase kualitas
07 | 04 03 Ker'i Pengelolaan Informasi Pasar 79,40 79,40 79,40 100,00
] Kerja
Pemeliharaan dan Operasional Ubdating sistem informasi
07 | 04 03 | 01 | Aplikasi Informasi Pasar Kerja P 8 0 0 0 0,00
. Pasar Kerja
Online
07 | 04 03| 02 Pelayana.n dan PenYedlaa.n Jumlah pencari kerja} yang 788 788 788 100,00
Informasi Pasar Kerja Online terdaftar secara online
07 | 04 03 | 03 | Job Fair/Bursa Kerja Jumah perusahaan peserta 0 0 0 0,00
job fair
Pelindungan PMI (Pra dan
07 | 04 04 Purna Penempatan) di Daerah Persentase PMI yang dilayani 75,00 75,00 75,00 100,00
Kabupaten/Kota
07 | 04 04 | 01 P J Indonesia (PMI) ilegal yang 60 60 60 100,00

Migran Indonesia (PMI)/Pekerja
Migran Indonesia (PMI)

dapat di minimalisir
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Peningkatan kualitas sarana
Penyediaan Layanan Terpadu dan prasarana Layanan
07 | 04 04 | 02 pada Calon Pekerja Migran Terpadu pada Calon Pekerja 0 0 0 0,00
Migran
o Jumlah Pekerja Migran
07 | 04 04 | 03 Pembert_:layaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 0 0 0 0,00
Indonesia Purna Penempatan . .
yang bekerja kembali
Penerbitan Perpanjangan IMTA Persentase bengeunaan
07 | 04 05 yang Lokasi Kerja dalam 1 p Bg 0,00 0,00 0,00 0,00
IMTA sesuai peruntukannya
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
07 | 04 05 | 01 Perpanjangan IMTA yang Lokasi | Jumlah Perpanjfa\ngan IMTA 0 0 0 0,00
Kerja dalam 1 (satu) Daerah yang Lokasi Kerja
Kabupaten/Kota
PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan
07 | 05 INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan 100,00 100,00 100,00 100,00
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama untuk | Jumlah peserta sosialisasi
07 | 05 01 Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan PKB 23 23 23 100,00
Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
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Pengesahan Peraturan

Jumlah perusahaan yang

07 | 05 0101 Perusahaan bagi Perusahaan membentuk LKS Bipartit 18 18 18 100,00
07 | 05 o1l 02 Pen_daftaran Pgrjanjian Jumlah perjanjian kerja sama 0 0 0 0,00
Kerjasama bagi Perusahaan yang dicatat
e | i ekt vong
07 | 05 01|03 . ) ng menjadi peserta program 4.502 4.502 4.502 100,00
Industrial dan Jaminan Sosial .
. BPJS Ketenaga Kerjaan
Tenaga Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Presentase Penyelesaian
07 | 05 02 Industrial, Mogok Kerja dan L v 76,00 76,00 76,00 100,00
. Perselisihan Perusahaan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan Jumlah mediasi penyelesaian
07 | 05 02 | 01 | Perusahaanyang peny 5 5 5 100,00

Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

perselisihan
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Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
. Persentase penurunan
Kerja, dan Penutupan erselisihan hubungan
07 | 05 02 | 02 | Perusahaanyang P ) & 0 0 0 0,00
. Industrial yang masuk ke
Berakibat/Berdampak pada pengadilan HI
Kepentingan di 1 (satu) Daerah &
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan
071 05 02 | 03 dan Konfederasi Serikat r:fvnegrﬁ‘?l:::in SP/SB yang 0 0 0 0,00
Pekerja/Serikat Buruh serta Non
Afiliasi
Pelaksanaan Operasional
07 | 05 02 | 04 | Lembaga Kerjasama Tripartit Jumlah ketenagan bekerja 20 20 20 100,00
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Persentase pekerja dan buruh
07 | 05 02 | 05 | Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan | peserta program BPJS 0 0 0 0,00
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Ketanaga Kerjaan
Persentase Transmigran
PROGRAM PEMBANGUNAN . .
32 | 03 KAWASAN TRANSMIGRASI yang Berhasil Menlngk?tkan 78 78 78 100,00
Taraf Ekonomi dan Sosialnya
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Penataan Persebaran Penduduk | Jumlah kunjungan kerjasama
32 | 03 01 yang Berasal dari 1 (satu) antar daerah penempatan 3 100,00
Daerah Kabupaten/Kota transmigrasi
Pemindahan dan Penempatan Jumlah calon transmigran
32| 03 01 | 04 | Transmigran yang berasal dari 1 ane diberan katkang 2 100,00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang &
32|03 01 | 05 | Penyuluhan Transmigrasi Jumlah KK yang meerape.ltkan 0 0,00
Penyuluhan Transmigrasi
32| 03 01 | 06 | Pelatihan Transmigrasi Jumla.\h KK yang m‘enda?patkan 0 0,00
Pelatihan Transmigrasi
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2.2.

Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku
penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan
hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good

Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun ......
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 4 angka (2)
disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan
publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan
perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di
bidang penanaman modal;

d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga
kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan
industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;

e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang
penanaman modal dan tenaga kerja;

f pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
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g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan

Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 6

(tiga) Bidang, 18 (enam) Kepala Seksi, dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, serta

Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

a.
b.

Kepala Dinas

Sekretariat, membawabhi :

1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi Penanaman
Modal, membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal,

2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha; dan

3. Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawabhi :

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;

2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal; dan

3. Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan,
membawabhi :

1. Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin;

2. Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen; dan

3. Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan.

Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, membawabhi :

1. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja; dan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga
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Kerja.

g. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawabhi :
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Informasi Pasar Kerja.

h. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, membawahi :
1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
2. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial.

i.  Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

j.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor .... tahun ...... tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

KEPALA DINAS

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.

(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang
tenaga kerja;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang
tenaga kerja;

c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan
publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan
perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di
bidang penanaman modal,

d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan
tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta

hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
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e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan
dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
f  pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
SEKRETARIS

(1) Sekretariat sebagaimana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan

administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program,

perencanaan dan keuangan.

(2) Sekretariat melaksanakan tugas:

a.

f.

g.
h.

penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
sekretariat ;

penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan
pembinaan ketatalaksanaan;

pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan
perlengkapan dan peralatan, serta pelaksanaan keamanan dan
kebersihan kantor,serta proses kedudukan hukum kegiatan;
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi
pengembangan, peningkatan Kkarir pegawai, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai Dinas;

penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
keuangan serta pertanggungjawabanpelaksanaannya,;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:

(1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian,

(2) Sub Bagian Program dan Perencanaan,sebagaimana

(3) Sub Bagian Keuangan,
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI

PENANAMAN MODAL

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi Penanaman

Modal, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
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pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal.

(2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman

Modal, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi
penanaman modal;

b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang
perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi penanaman
modal;

c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang
perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi
penanaman modal.

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan di bidang
perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi
penanaman modal; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan,

Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dibantu oleh :

(1) Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal,
(2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha,

(3) Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal,
BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengendalian penanaman modal.
(2) Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang pengendalian penanaman modal,
b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang
pengendalian penanaman modal;
c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang

pengendalian penanaman modal;
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan di bidang
pengendalian penanaman modal; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian

Penanaman Modal dibantu oleh :
(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal,

(2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal,

(3) Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan,
mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non
perizinan.

(2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan,
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dibantu oleh :

(1) Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin,

(2) Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen,

(3) Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan,
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
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(1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, mempunyai tugas
melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Sistem
Informasi.

(2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang pengolahan data dan sistem informasi;

b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang
Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan

c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang Pengolahan
Data dan Sistem Informasi;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengolahan Data dan

Sistem Informasi dibantu oleh :

(1) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

(2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja,

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga
Kerja,

BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai

tugas melaksanakan urusan Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja.
(2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang
penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang penempatan

dan perluasan kesempatan kerja;
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh :
(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
(2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
(3) Seksi Informasi Pasar Kerja,
BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

(1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, mempunyai

tugas melaksanakan urusan pelatihan, produktivitas dan hubungan
industrial.
(2) Bidang  Pelatihan, Produktivitas dan  Hubungan  Industrial,
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial,
b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang
pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang pelatihan,
produktivitas dan hubungan industrial,
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan pelatihan,
produktivitas dan hubungan industrial; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Bidang Pelatihan,
Produktivitas dan Hubungan Industrial dibantu oleh :
(1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan,
(2). Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja,

(3) Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan danJaminan Sosial
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STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KEPALA DINAS

— =GARIS KOMANDO

= GARIS KOORDINASI
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021
telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :
1. Jabatan Struktural

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak
13 (tiga belas) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian
sebagai berikut :
1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B
1 (satu) Sekretaris dengan eselon IlI-A
6 (tiga) orang Kepala Bidang setara dengan eselon IlI-B

w0 DN

3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum, Kearsipan dan
Kepegawaian, Subbag Program dan Perencanaan, dan Subbag
Keuangan) setara dengan eselon IV-A
5. 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi setara dengan eselon IV-A
Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi
PNS vyang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan
kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, maupun yang
berasal dari OPD lainnya.
2. Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya
mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan.

Berikut disajikan Tabel T-C.30 sebagai berikut :
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Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja

Kabupaten Sumenep

PROSS'BM\QE/S&?.K\JAN / INDIK,'z?(gS‘%;'géRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
NEEHA St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ct::;a
KODE REKENING 'NDS'EQTSSGTE%'QT/AN dar KK 2020 2021 TZ%hz”Z” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN
8 BIDANG PENANAMAN 20,00 20,00 33,41 20,00
MODAL
1] 0 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan
s l1 URUSAN PEMERINTAHAN sarana dan prasarana 20,00 20,00 14,67 20,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran
Persentase Penyusunan
1] 0 0 Perencanaan, Perencanaan,
3|1 1 Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan 20,00 20,00 20,00 20,00
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja SKPD
Tepat Waktu
Penyusunan Dokumen jumlah dokumen
1|0 0|0 .
s |1 101 Perencanaan Perangkat perencanaan yang disusun 4 4 4 4
Daerah sesuai ketentuan
1]0 0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen RKA yang 4 4 4 4
8|1 1| 2 | Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan jumlah laporan kinerja dan
1]0 0 | 0 | Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 4 4 4 4
8|1 1| 6 | Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun sesuai
SKPD ketentuan
1]0 0 | 0 | EvaluasiKinerja Perangkat jumiah .pehlaks.anaan
3|1 1| 7 | Daerah evaluasi kinerja perangkat 4 4 4 4
daerah
Persentase Pemenuhan
1|0 0 Administrasi Keuangan Kebutuhan Sarana
8|1 2 Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 20,00 20,00 20,00 20,00
Tepat Waktu
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. " Jumlah ASN yang
1]0 0 | 0 | Penyediaan Gaji dan I
2 3|1 2 2 | 1| Tunjangan ASN terpenuhl gaji dan 32 32 72 32
tunjangannya
Koordinasi dan Penyusunan .
1|0 0 | 0 | Laporan Keuangan ulanan / jumlah laporan keuangan
2 8|1 2 2 | 7 | Triwulanan /Semesteran :):rlj:ar;{]trltv\::lizz:/semes 12 12 12 12
SKPD yang
Persentase Pemenuhan
1|0 0 Administrasi Kepegawaian Kebutuhan Sarana
2 8|1 2 5 Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 20,00 20,00 4,00 20,00
SKPD
11]0 0 Peningkatan Sarana dan jumiah sarar.'na.1 d'an .
2 2 - . prasarana disiplin pegawai 0 1 0 1
811 5| 1 | Prasarana Disiplin Pegawai L
yang disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas . .
2| 2190 2] 2] % Beserta Atribut Jumlah pengadaan pakaian 0 54 0 54
8|1 512 dinas ASN
Kelengkapannya
5 1|0 5 0 | 0 | Pendataan dan Pengolahan Jumlah jenis pengelolaan 3 3 3 3
811 5 | 3 | Administrasi Kepegawaian kepegawaian tepat waktu
110 olo Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang
2 2 Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pelatihan sesuai 0 10 0 5
8|1 519 . )
dan Fungsi tugas dan fungsi
Bimbingan Teknis .
2 1o 2 o)1 Implementasi Peraturan thnm.lah peserta} 0 0 0 0
1 51 bimbingan teknis
Perundang-Undangan
- . Persentase Pemenuhan
2 ; (1) 2 g ﬁ::::‘"';;rta;;:g:m Kebutuhan Sarana 20,00 20 17,14 20
B Administrasi Umum SKPD
0 olo Penyediaan Komponen Jumlah jenis/item
2 2 Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi listrik 20 20 20 20
8|1 6|1 -
Bangunan Kantor yang disediakan
. Jumlah Peralatan dan
2 1o 2 0| 0| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 34 34 34 34
8|1 6 | 2 | Perlengkapan Kantor -
disediakan
11]0 0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik jumlah jenis ATK yang
2 8|1 2 6 | 4 | Kantor disediakan 13 13 1 13
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
jumlah. ma!(an dan minum 220 245 245
yang disediakan
1 0 | 0 | Penyediaan Barang Cetakan jumlah barang cetak dan
2 2 penggandaan yang 5 5 5 5
1 6 | 5 | dan Penggandaan o0
disediakan
0 olo Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan
2 2 dan Peraturan Perundang- perundangan yang 565 739 565 739
8|1 6|6 .
undangan disediakan
10 olo Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat koordinasi
2 s |1 2 6lg Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi yang 106 257 102 257
SKPD dilaksanakan
) 1|0 2 0 | 1 | Penatausahaan Arsip Jumlah meter lari arsip 0 6 0 6
811 6 | 0 | Dinamis pada SKPD yang dikelola
0 o Pengadaan Barang Milik Persentase pemenuhan
2 g1 2 7 Daerah Penunjang Urusan sarana dan prasarana 20,00 20 6,70 20
Pemerintah Daerah perkantoran
. Jumlah Kendaraan
5 1]0 5 0|0 Pengad‘aan Kendaraan Dinas Dinas/Operasional Yang 0 0 0 0
8|1 7 | 2 | Operasional atau Lapangan L
Dibeli
1|0 0|0 jumlah mebel yang
2 s |1 2 715 Pengadaan Mebel disediakan 0 50 0 50
1]0 0 | 0 | Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan yang
2 8|1 2 7 | 6 | Mesin Lainnya diadakan 31 16 30 16
1lo0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pemenuhan
2 s l1 2 3 Urusan Pemerintahan Kebutuhan Sarana Jasa 20,00 20 19,85 20
Daerah Penunjang Urusan SKPD
1|0 0 | 0 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Yang
2 8|1 2 8 | 1 | Menyurat Diadministrasikan 2.988 3.187 2.943 3.187
) 1]0 ) 0 | 0 | Penyediaan Jas.a Komu.nlkfasu Jumlah.walftu Iayanan.Jas.a 12 12 12 12
8|1 8 | 2 | Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi/SDA dan listrik
1]0 0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga Kerja Non
2 8|1 2 8 | 4 | Umum Kantor ASN Yang Disediakan 16 1 16 17
1lo0 0 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Peningkatan
2 s |1 2 9 Daerah Penunjang Urusan Masa Umur Pemakaian 20 20 15 20
Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa
110 olo Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas
2 Pemeliharaan, Pajak, dan operasional/lapangan yang 33 32 32 32
8|1 9|2 L ) . o
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara dan berizin
Operasional atau Lapangan
5 1]0 0|0 pemeliharaan Mebel Jumlah waktu pelaksanaan 0 0 0 0
811 9|5 pemeliharaan mebeleur
11]0 0 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor
2 8|1 9 | 6 | Mesin Lainnya yang dipelihara 92 92 a1 2
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 [ L]0 01 01 Gedung Kantor dan Jumiah luasa bangunan 213,9 1.668,60 213,9 1.668,60
8|1 919 R gedung yang dipelihara
Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Operasional UPTD Prasarana Operasioanal 5 5 5 5
yang ada di UPTD
Persentase pemenuhan
1|0 PROGRAM PENUNJANG dokumen penunian
2|, URUSAN PEMERINTAHAN e e:‘erint’ah agn 20,00 20,00 20,00 20,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA P
yang tepat waktu
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana 20,00 20,00 20,00 20,00
perkantoran
Jumlah penyusunan
1|0 0 Perencanaan, dokumen perencanaan
2 Penganggaran, dan Evaluasi - 14 14 13 13
8|1 1 Kineria Perangkat Daerah penanggaran dan evaulasi
) s kinerka perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
1|10 0|0 .
2 Perencanaan Perangkat perencanaan yang disusun 4 4 4 4
8|1 1|11 R
Daerah sesuai ketentuan
) 1|0 0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA yang ) 2 2 )
8|1 1| 2 | Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan kinerja dan
) 1]0 0 | 0 | Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 4 4 4 4
811 1| 6 | Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun sesuai
SKPD ketentuan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R Jumlah pelaksanaan
1]0 0 | 0 | EvaluasiKinerja Perangkat N
2 3|1 2 1| 7 | Daerah evaluasi kinerja perangkat 4 4 4 4
daerah
- . Jumlah laporan
2 1|0 2 0 Administrasi Keuangan administrasi keuangan 12 12 12 12
8|1 2 Perangkat Daerah
perangkat daerah
. " Jumlah ASN yang
1|0 0 | 0 | Penyediaan Gaji dan S
2 3|1 2 2 | 1| Tunjangan AN terp.)enuhl gaji dan 72 72 72 72
tunjangannya
Koordinasi dan Penyusunan .
1 0 | 0 | Laporan Keuangan ulanan / jumlah laporan keuangan
2 2 N bulanan/triwulanan/semes 12 12 12 12
1 2 | 7 | Triwulanan /Semesteran teran vang tersusun
SKPD yang
- . . Jumlah pemenuhan
2 110 2 0 Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 14 14 14 14
8|1 5 Perangkat Daerah
daerah
1]0 0 | 0 | Peningkatan Sarana dan jumiah sarafla} d.an .
2 2 - . prasarana disiplin pegawai 1 1 1 1
811 5| 1 | Prasarana Disiplin Pegawai s
yang disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas . .
2 1o 2 0|0 Beserta Atribut qulah pengadaan pakaian 72 72 72 72
8|1 5|2 dinas ASN
Kelengkapannya
11]0 0 | 0 | Pendataan dan Pengolahan Jumlah jenis pengelolaan
2 2 L . . . 2 2 2 2
8|1 5 | 3 | Administrasi Kepegawaian kepegawaian tepat waktu
110 olo Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang
2 2 Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pelatihan sesuai 5 5 5 5
8|1 519 ) .
dan Fungsi tugas dan fungsi
Bimbingan Teknis .
2 110 2 o)1 Implementasi Peraturan anm.lah peserta? 72 72 72 72
1 5|1 bimbingan teknis
Perundang-Undangan
1|0 0 Administrasi Umum Jumlah .pemenuh.at.1 .
2 2 penyediaan administrasi 7 7 7 7
8|1 6 Perangkat Daerah
umum perangkat daerah
11]0 0 | 0 | Penyediaan Komponen Jumlah jenis/item
2 8|1 2 6 | 1 | InstalasiListrik/Penerangan komponen instalasi listrik 24 26 24 26
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?;GTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 TZ%hZUZ” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bangunan Kantor yang disediakan
. Jumlah Peralatan dan
1o 0| 0| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 37 41 37 41
811 6 | 2 | Perlengkapan Kantor o
disediakan
1]0 0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik jumlah jenis ATK yang
8|1 6 | 4 | Kantor disediakan 14 16 14 16
jumlah' ma!(an dan minum 270 296 270 296
yang disediakan
1|0 0 | 0 | Penyediaan Barang Cetakan J:eTIgag::;;?;gyc;t;k dan 5 6 5 6
811 6 | 5 | dan Penggandaan disediakan
10 olo Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan
dan Peraturan Perundang- Perketentuan Perundang- 7 8 7 8
8|1 6|6 o
undangan undangan yang disediakan
110 olo Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat koordinasi
3|1 69 Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi yang 121 133 121 133
SKPD dilaksanakan
1|0 0 | 1 | Penatausahaan Arsip . . .
3|1 6 | 0| Dinamis pada SKPD jumlah arsip yang dikelola 6 7 6 7
1|0 0 Pengadaan Bal"ang Milik Jumlah jenis barang yang
Daerah Penunjang Urusan . 3 3 3 3
8|1 7 . diadakan
Pemerintah Daerah
. Jumlah unit kendaraan
1]0 0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas R .
811 7 | 2 | Operasional atau Lapangan dinas/operasional yang 1 ! ! !
P pang disediakan
1]0 0|0 Jumlah mebel yang
3|1 715 Pengadaan Mebel diadakan 55 61 55 61
jumlah peralatan dan
1]0 0|0 Peng‘adaén Peralatan dan mesin lainnya yang 18 19 18 19
8|1 7 | 6 | Mesin Lainnya X
diadakan
1lo0 0 Penyediaan Ja?a Penunjang Jumlah jenis jasa
Urusan Pemerintahan . . 3 3 3 3
8|1 8 Daerah penunjang yang diadakan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
) 1]0 0 | 0 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah jasa pengantar 3187 3.506 3.187 3.506
811 8 | 1 | Menyurat surat
. - ) T Rp Rp Rp Rp
IHHEIHH serodamondl Eitammt
Y P 4 5 114 825
1]0 0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga outsorching
2 8|1 8 | 4 | Umum Kantor yang disediakan ’8 78 78 ’8
10 0 Pemeliharaan .Barang Milik Jumiah jenis barang yang
2 g1 9 Daerah Penunjang Urusan divelihara 4 4 4 4
Pemerintahan Daerah P
Penyediaan Jasa
10 olo Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
2 Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau 35 35 35 35
8|1 912 . . }
Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yang dikelola
Operasional atau Lapangan
1]0 0|0 . Jumlah mebel yang
2 3|1 9|5 Pemeliharaan Mebel dipelihara 30 33 30 33
. Jumlah peralatan dan
1]0 0 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Lo
2 R . mesin lainnya yang 33 36 33 36
811 9 | 6 | Mesin Lainnya -
dipelihara
10 olo Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan
2 g |1 99 Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang 1.668,60 1.835,46 1.668,60 1.835,46
Bangunan Lainnya dipelihara
Jumlah Sarana dan
Operasional UPTD Prasarana Operasioanal 5 6 5 6
yang ada di UPTD
URUSAN PENANAMAN
MODAL
10 PROGRAM Rp Rp Rp Rp
2 3|2 PENGEMBANGAN IKLIM Jumlah Realisasi Investasi 465.381.74 | 481.620.59 1.948.131. 481.620.59
PENANAMAN MODAL 1.065 3.307 251.836 3.307
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PROSSQ'\KAégli?n\TAN / |ND|Ki$8I§§gl\ééRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
el St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Usaha yang
1l o0 0 Fasilitas/Insentif Dibidang mendapatkan
2 g2 1 Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif 0 0 0 0
Menjadi Kewenangan Dibidang Penanaman
Daerah Kabupaten/Kota Modal
Penetapan  Kebijakan Jumlah PERKADA
1lo0 0 Daerah Mengenai Pemberian
2 g2 1 Pemberian Fasilitas/Insentif | Fasilitas/Insentif dan 0 0 0 0
dan Kemudahan Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang
Evaluasi Pelaksanaan Memanfaatkan
) 1|0 0 Pemberian Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan 0 0 0 0
8|2 1 dan Kemudahan Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Modal sesuai dengan
peruntukannya
2 1|0 0 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Dokumen Profil 2 2 2 2
8|2 2 Investasi Kabupaten/Kota Potensi Investasi
Penyusunan Rencana .
2 213 (2) g Umum Penanaman Modal ;Ersazllljanya PERKADA 0 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan | Jumlah Obyek Peluang
1|0 0 . K
2 3|2 2 Peluang Usaha Potensi Investasi 2 2 2 2
Kabupaten/Kota Kabupaten Sumenep
1|0 PROGRAM PROMOSI Jumlah Pengusaha Yang
2 8|3 PENANAMAN MODAL Berinvestasi 6.827 6.827 5.754 6.827
Penyelenggaraan Promosi
1lo0 0 Pen:namzi Modal yang Jumlah Calon Investor
2 - Yang Berkonsultasi 6.827 6.827 5.754 6.827
8|3 1 menjadi Kewenangan Potensi Investasi
Daerah Kabupaten/Kota
. .| Jumlah Dokumen
) 1|0 0 Penyusunan Strategi Promosi Rumusan Strategi Promosi 0 0 0 0
8|3 1 Penanaman Modal
Penanaman Modal
110 0 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Kegiatan Promosi
2 3 l3 1 Promosi Penanaman Modal Potensi Investasi Tingkat 1 1 1 1
Daerah Kabupaten/Kota Regonal / Nasional
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1|0 PROGRAM PELAYANAN Jumlah Izin yang
2 8|4 PENANAMAN MODAL diterbitkan 4.958 5.131 14.893 5.131
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
R - Persentase Penerbitan
210,10 Terpadu Satu Pintu dibidang | | .\ vang Tepat 100,00 100,00 99,57 100,00
8|4 1 Penanaman Modal yang
o Waktu
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan
lo| fo| o temmasermomnten | daio o
2 2 . P . Permohonan Perizinan 4.958 5.131 14.893 5.131
4 1| 1 | Sistem Pelayanan Perizinan .
. . Yang Memenuhi Syarat
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
110 olo Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pelaku Usaha Yang
2 2 Komitmen Perizinan dan Non | Memenuhi Komitmen Izin 20 20 20 20
8|4 1|2 L
Perizinan Penanaman Modal Usaha
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan
2 1o 2 010 Pengaduan Masyarakat Jumlah Pfef]gaduan.Yaing 10 10 8 10
8|4 13 Selesai Ditindaklanjuti
terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan
Koordinasi dan Jumlah Penetapan
2 1)o 2 0|0 Slnkronl.sa5| I.J.enetapan . pemberian Fasilitas / 0 0 0 0
8| 4 1 | 4 | pemberian Fasilitas/Insentif .
Insentif Daerah
Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN
2 ; g PELAKSANAAN :;T(:azr:::ak” Usaha Yang 6.827 6.827 5.754 6.827
PENANAMAN MODAL P
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha Yang
2 1|0 2 0 Pena.nafnan Modal yang Ber|2|r.1 dan Berope.rz.m 6.827 6.827 5.754 6.827
8|5 1 menjadi Kewenangan Sesuai Dengan Perizinan
Daerah Kabupaten/Kota Yang Dimiliki
10 olo Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Profil
2 2 Pemantauan Pelaksanaan Pelaku Usaha Yang 30 7 30 7
8|5 1|11 K
Penanaman Modal Dipantau
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:Z:la
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?;GTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 TZ%hz”Z" 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Pelaku Usaha yang
110 olo Koordinasi dan Sinkronisasi Menjadi Peserta
2 2 Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan/Sosialisasi 40 216 0 216
5 1|2
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman
Modal
10 olo Koordinasi dan Sinkronisasi JAuCr:rI:P;'l;)soi:(l;;nner;‘;Ble:;i
2 2 Pengawasan Pelaksanaan g 32 13 32 13
8|5 13 Pelaksanaan Penanaman
Penanaman Modal
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN
2 1|0 DATA DAN SISTEM Jumlah Sistem Informasi 1 1 1 1
8|6 INFORMASI PENANAMAN Yang Terbangun
MODAL
Pengelolz.:an I?a.ta dan Jumlah Sistem Informasi
Informasi Perizinan dan Non . .
1|0 0 L. . ! Yang Teritengrasi dengan
2 2 Perizinan yang Terintegrasi . Lo 1 1 1 1
8|6 1 . Sistem Informasi Tingkat
pada Tingkat Daerah Kabupaten
Kabupaten/Kota P
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfafatan.D.ata dan Jumlah Dokumen Buku
10 olo Informasi Perizinan dan Non Laporan Realisasi
2 2 Perizinan Berbasis Sistem P . . o 63 63 56 63
6 1|1 L. Penerbitan Izin dan Nilai
Pelayanan Perizinan R
. . Investasi
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
URUSAN PENANAMAN
MODAL - REVIU
Persentase Pelaku Usaha
1lo PROGRAM yang mendapatkan
201, PENGEMBANGAN IKLIM Fasilitas/Insentif 10,00 10,00 10,00 10,00
PENANAMAN MODAL Dibidang Penanaman
Modal
2 1|0 2 0 Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Usaha yang 5 6 5 6
8|2 1 Fasilitas/Insentif Dibidang mendapatkan




PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif
Menjadi Kewenangan Dibidang Penanaman
Daerah Kabupaten/Kota Modal
Penetapan  Kebijakan Jumlah PERKADA
110 olo Daerah  Mengenai Pemberian
3|2 2 101 Pemberian Fasilitas/Insentif | Fasilitas/Insentif dan 1 1 1 1
dan Kemudahan Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang
Evaluasi Pelaksanaan Memanfaatkan
110 0y 0 | 0 | Pemberian Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan 5 6 5 6
8|2 1| 2 | dan Kemudahan Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Modal sesuai dengan
peruntukannya
1|0 2 0 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Obyek Potensi dan 3 3 3 3
8|2 2 Investasi Kabupaten/Kota Peluang Usaha
Penyusunan Rencana .
; (2) 2 g (1) Umum Penanaman Modal ;Er;;cljlljanya PERKADA 2 2 2 2
Daerah Kabupaten/Kota
1|0 0|0 Penyediaan Peta Potensi dan Tersedianya Peta Potensi
2 Peluang Usaha ) 1 1 1 1
2 2|2 dan Peluang Investasi
Kabupaten/Kota
1|0 PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan
8|3 PENANAMAN MODAL Jumlah Investor 3,55 3,61 3,55 3,61
Penyelenggaraan Promosi
1|0 2 0 Penanaman Modal yang Jumlah Media Promosi 5 5 5 5
8|3 1 menjadi Kewenangan Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
. .| Jumlah Dokumen
1|0 2 0 Penyusunan Strategi Promosi Rumusan Strategi Promosi 1 1 1 1
8|3 1| 1 | Penanaman Modal
Penanaman Modal
1o olo Pelaksanaan Kegiatan Jumlah kegiatan promosi
3 2 1] 2 Promosi Penanaman Modal penanaman modal yang 4 4 4 4
Daerah Kabupaten/Kota dilakukan
1|0 PROGRAM PELAYANAN Persentase Peningkatan 3,55 3,61 3,55 3,61
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / s . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
MEE A St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8|4 PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB)
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
R - Jumlah Nomor Induk
10,0 Terpadu Satu Pintu dibidang | o\ .\ (NIB) yang 5.958 6.173 5.958 6.173
8|4 1 Penanaman Modal yang . )
o diterbitkan
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan
10| |0 0| Nomeriinan berbags | Jumiah Nomor ndui
2 . P . Berusaha (NIB) yang 5.958 6.173 5.958 6.173
8|4 1| 1 | Sistem Pelayanan Perizinan .
. . berlaku efektif
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
110 olo Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pelaku Usaha Yang
2 Komitmen Perizinan dan Non | Memenuhi Komitmen Izin 22 24 22 24
8| 4 1|2 L
Perizinan Penanaman Modal Usaha
Penyediaan Layanan
110 olo Konsultasi dan Pengelolaan Jumlah Pengaduan Yan
2 Pengaduan Masyarakat L .g . & 10 11 10 11
81| 4 13 Selesai Ditindaklanjuti
terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Rekomendasi Hasil
1|0 2 0 | 0 | Sinkronisasi Penetapan Koordinasi dan 5 6 5 6
8|4 1 | 4 | pemberian Fasilitas/Insentif Sinkronisasi  Penetapan
Daerah pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN
; 2 PELAKSANAAN :;T:?: 5::]""";';::32;“ 5.958 6.173 5.958 6.173
PENANAMAN MODAL g Berop
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha
1|0 2 0 Pena.nafnan Modal yang Bermr'\ Yang Bero‘pera5| 5.958 6.173 5.958 6.173
8|5 1 menjadi Kewenangan Sesuai Dengan lzin Yang
Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan
1o 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Profil
5 2 111 Pemantauan Pelaksanaan Pelaku Usaha Yang 8 8 8 8
Penanaman Modal Dipantau
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
el St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct::rt1a
2212 SIRENEh e 'NDS'EQTSSGTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 TZ%hZUZ" 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Pelaku Usaha yang
110 olo Koordinasi dan Sinkronisasi Menjadi Peserta
2 2 Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan/Sosialisasi 238 261 238 261
5 112
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman
Modal
10 olo Koordinasi dan Sinkronisasi Ltr;::r;:;rl;;nner;zz::i
2 2 Pengawasan Pelaksanaan 8 14 16 14 16
815 13 Pelaksanaan Penanaman
Penanaman Modal
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN Kualitas Data dan Sistem
1|0 DATA DAN SISTEM .
2 PR INFORMASI PENANAMAN :\:f:;::asn Penanaman 85,00 87,00 85,00 87,00
MODAL
Pengelolz.lan I?a.ta dan Pengelolaan Data
1lo 0 Informasi Perizinan dan Non Realisasi Penerbitan
2 2 Perizinan yang Terintegrasi .. 100,00 100,00 100,00 100,00
8|6 1 . Perizinan dan Non
pada Tingkat Daerah Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota P
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Jumlah Data dan Informasi
10 olo Informasi Perizinan dan Non Perizinan dan Non
2 6 2 111 Perizinan Berbasis Sistem Perizinan yang 5 5 5 5
Pelayanan Perizinan Dimanfaatkan oleh
Berusaha Terintegrasi secara | Pemangku Kepentingan
Elektronik
URUSAN
KETENAGAKERJAAN
Persentase
0|1 Program Peningkatan .
2|1 . Peningkatan
1|5 Kesempatan Kerja .
Kesempatan Kerja
0|1|0 Penyebaran Informasi Jumlah Pencari Kerja
2|1 yevar ) 600 750 203 750
1/5|1 Pasar Kerja dan Lowongan Kerja




PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
el St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ct::;a
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?;GTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 T2%h2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemanduan dan Jumlah
oj1|o0 Lo
2|1 1153 Bimibingan Usaha Perorangan/Kelompok 10 20 10 20
Mandiri yang dilatih/dibina
Persentase
Program Penempatan
0|1 Penempatan dan
2|1 dan Pemberdayaan
1|6 . . Pemberdayaan
Transmigrasi X .
Transmigrasi
Jumlah Calon
Pemberangkatan Calon Transmigran yang akan
1 0|1|0 Transmigran dan diberangkatkan dengan 7 ) 0 )
1/6|1 Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Tujuan
(KSAD) Transmigran yang
disepakati
Program Peningkatan Persentase
0|1 Kualitas dan Peningkatan Kualitas
21 .. .,
1|7 Produktivitas Tenaga dan Produktivitas
Kerja Tenaga Kerja
0|1|0 Penyelenggaraan dan Jumlah Pelaksanaan
2|1 1(7|1 Pelatihan Tenaga Kerja Pelatihan 32 20 32 20
Pembinaan dan
1 .
201|° 0 Monitoring Produktivitas | ~UT2 Tenaga Kerja 80 85 55 85
1(7|2 . yang Produktif
Tenaga Kerja
0|1|0 Pembinaan Lembaga Jumlah Pengelolaan
2|1 ' ~mMoag dan Kemitraan 30 38 30 38
7|3 Pelatihan Kerja .
Lembaga Pelatihan
Persentase
Program Perlindungan Perlindungan
0|1
2|1 18 Pengembangan Lembaga | Pengembangan
Ketenagakerjaan Lembaga
Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan Sistem
Pengupahan yang -
2(1]9]1]0 berkeadilan dan Jumlah Upah Minimum 100 100 100 100
1/8|1 . Kabupaten Yang Layak
Penciptaan Ketenangan
Kerja
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
el St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. Jumlah Sarana
0|1|0 Pembinaan dan Hubungan Industrial
2|1 Pengembangan Sarana & 40 40 40 40
1/8|2 Hubunean Industrial Yang Melaksanakan
g Kegiatan Sesuai Aturan
ol1lo0 Optimalisasi Kinerja Jumlah Perselisihan
2|1 1/8!3 Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial 5 5 2 5
Hubungan Industrial (PHI) | menurun
0|1 Program Pembinaan P'e rsentase Pem.b thaan
2|1 1|9 Lingkungan Sosial Lingkungan Sosial
giung (DBHCHT)
Pembinaan dan Pelatihan Jumlah
o(1|0 Kerja bagi Tenaga Kerja
211 1/91 dan Masyarakat melalui Paer:orgir;agte;E/Kelompok ! 0 ! 0
Pelatihan Pecah Batu yang
Bantuan Sarana Produksi
Bagi Jumlah Bantuan
2|1 0j110 Masayarakat/Kelompok Peralatan Mesin 1 0 1 0
1192 Masyarakat di Bidan Pemecah Batu yang
Y & diberikan/dihibahkan
Pecah Batu
Pembinaan dan Pelatihan
0|1|0 Kerja bagi Tenaga Kerja Jumlah
2|1 ) g g ] . Perorangan/Kelompok 20 20 20 20
1/9|5 dan Masyarakat melalui ang dilatih
Pelatihan Rias Pengantin yang
Bantuan Sarana Produksi
Bagi Jumlah Bantuan
1 .
2|1 0 0 Masayarakat/Kelompok Peralatap Rias 20 20 25 20
1196 Masyarakat di Bidang Rias Pengantin yang
¥ . J diberikan/dihibahkan
Pengantin
Pembinaan dan Pelatihan
Kerja bagi Tenaga Kerja Jumlah
o|1|0 .
2|1 1197 dan Masyarakat melalui Perorangan/Kelompok 0 0 0 0
Pelatihan Keterampilan yang dilatih
Las Listrik
ol1lo Bantuan Sarana Produksi Jumlah Bantuan
2|1 1198 Bagi Peralatan Las Listrik 0 0 0 0
Masayarakat/Kelompok yang
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
el St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ct::;a
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?;GTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 T2%h2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Masyarakat di Bidang Las | diberikan/dihibahkan
Listrik
Pembinaan dan Pelatihan
ol1l1 Kerja bagi Tenaga Kerja Jumlah
1 1/ 93 dan Masyarakat melalui Perorangan/Kelompok 25 50 25 50
Pelatihan Keterampilan yang dilatih
Bordir
Pembinaan dan Pelatihan Jumlah
1|1 Kerj iT Kerj
1 0 erja bagi Tenaga erja. Perorangan/Kelompok 3 0 3 0
197 dan Masyarakat melalui ane dilatih
Pelatihan Meubelair yang
Pembinaan dan Pelatihan Jumlah
1|2 Kerj iT Kerj
1 0 erja bagi Tenaga erja. Perorangan/Kelompok 0 1 0 1
1,9|4 dan Masyarakat melalui ane dilatih
Pelatihan Otomotif yang
E:;ituan Sarana Produksi Jumlah Bantuan
1 012 Masayarakat/Kelompok Peralatan Otomotif 0 0 0 0
1195 Masyarakat di Bidang yang
Otomotif diberikan/dihibahkan
Pelayanan Penempatan
ol1]2 Tenaga Kerja dan Jumlah
1 Perluasn Kesempatan Perorangan/Kelompok 0 0 0 0
1/9|7 . . . . e
Kerja bagi Pencari Kerja yang dilatih
melalui Penyuluhan Kerja
Pembinaan dan Pelatihan
Kerja Bagi Tenaga Kerja
1|2 lah P
1 0 dan Masyarakat melalui Jumzla eserta . 40 40 40 40
1/9|8 . . Pelatihan yang terdidik
Pembinaan Tenaga Kerja
Mandiri Terdidik (TKMT)
Bantuan Sarana Produksi
Bagi
Jumlah Bantuan
1 0|1|3 Masayarakat/.Ke.Iompok Peralatan yang 40 40 40 40
1/9|1 Masyarakat di Bidang diberikan/dihibahkan
Tenaga Kerja Mandiri
Terdidik (TKMT)
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
KEGIATAN / < J X A X X A X X e
tan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?;GTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 T2%h2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyec.ilaan/Penlngkatan/ Jumlah Sarana dan
0|13 Pemeliharaan
2|1 Prasarana yang 1 0 1 0
1192 Sarana/Prasarana dibangun
Kelembagaan Pelatihan g
201 0|2 Program Pelatihan Persentase Pelatihan
1|0 Keterampilan Kerja Keterampilan Kerja
Pelatihan Berbasis .
201]912%|0 Kompetensi dan Jumlah Pelatihan yang 25 50 25 50
1/(0/1 diselenggarakan
Masyarakat
URUSAN
KETENAGAKERJAAN -
REVIU
Persentase
penggunaan
olo PROGRAM Perencanaan Tenaga
2 PERENCANAAN TENAGA | Kerja dalam 82,00 82,50 82,00 82,50
7|2 KERJA perencanaan program
/ kegiatan / sub
kegiatan
’ 00 2 0 Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 2 > > 2
712 1 Tenaga Kerja (RTK) Tenaga Kerja (RTK)
0|0 00 Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana
2 2 . . 1 1 1 1
712 1| 1| Tenaga Kerja Makro Tenaga Kerja Makro
) 00 ? 0| 0| Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 1 1 1 1
712 11| 2| Tenaga Kerja Mikro Tenaga Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN Peningkatan
00 KERJA DAN ..
2 713 PRODUKTIVITAS TENAGA ProS:Iuktlwtas Tenaga 3,85 4,94 3,85 4,94
KERJA Kerja
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PROSSQ'\KAégli?rJAN / |ND|Ki$8I§F;§\ééRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
/ Cata
KEGIATAN /
KODE REKENING INDIKATOR KEGIATAN SJ;" IKK Tz(’i)hzl:)n TZ%hZ“l” Tahun TZ%'"zl‘s” TZ%"Z‘:)” TZ%hz“l” 2%“2“2” Tz"i)hzlgn At?]gl
(PERMENDAGRI NO 90 ISNUDEi}zAETC(S)IgTQL’}‘B/ Nasi (tahun n- (tahun n- (t;houznzn) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
olo 0 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang
2 2 berdasarkan Unit dilatih dan 81 85 81 85
7|3 1 Kompetensi mendapatkan sertifikat
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
00 0 lah
2 2 Keterampilan bagi :;:Ir;tii peserta yang 81 85 81 85
713 1 Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Jumlah MOU dengan
Lembaga dan Kerja Sama g
Sektor Swasta
olo 0 dengan Sektor Swasta .
. Penyediaan Instruktur
2 2 untuk Penyediaan 2 2 2 2
713 1 serta Sarana dan
Instruktur serta Sarana
Prasarana Lembaga
dan Prasarana Lembaga . .
. . Pelatihan Kerja
Pelatihan Kerja
Pengadaan Sarana .
00 0
2 2 Pelatihan Kerja JS::‘E; uanr:t/giasze;:{tiakan 5 6 5 6
703 1 Kabupaten/Kota yang
Prosentase Lembaga
00 0 i
2 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja yang 80,00 85,00 80,00 | 85,00
73 2 Pelatihan Kerja Swasta P
bersertifikasi
. Jumlah pembinaan
00 0
2 2 Pemt?lnaan Lc?mbaga lembaga pelatihan kerja 40 42 40 42
713 2 Pelatihan Kerja Swasta
swasta
.. Jumlah Lembaga
0|0 0 Perizinan dan Pelatihan Kerja yan
2 2 Pendaftaran Lembaga e Jayang 40 42 40 42
713 3 Pelatihan Keria difasilitasi dalam
) proses pendaftaran
Penyediaan Sumber Daya | Peningkatan kualitas
00 0 izi
2 2 Per|2|.nan Lembaga sarz?\rTa prasarana 80 85 80 85
713 3 Pelatihan Kerja secara perizinan Lembaga
Terintegrasi Pelatihan Kerja
Prosentase
00 0 Konsultansi Produktivitas | Peningkatan
2 713 2 a4 pada Perusahaan Kecil Produktivitas 3,00 3,50 3,00 3,50
Perusahaan Kecil
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
KEGIATAN / . Tah Tah Tah Tah Tah Tah o | e
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
KODE REKENING 'NDS'EABT}?;GTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 T2%h2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. Jumlah Konsultasi
0|0 0|0 Pelaksanaan Konsultasi elaku usaha kecil dan
2 Produktivitas kepada ﬁﬁenen e 80 82 80 82
73 411 Perusahaan Kecil . gan yang
dilaksanakan
Pengukuran Persentase
0|0 0 i
2 Produktivitas Tingkat peningkatan skor 2,50 2,50 2,50 2,50
713 5 Daerah Kabupaten/Kota Produktivitas Tingkat
P Daerah Kabupaten
olo olo Pengukuran Kompetensi Skor Kompetensi dan
2 dan Produktivitas Tenaga Produktivitas Tenaga 82,50 85,00 82,50 85,00
713 51 Kerja Kerja
ersentase pencari
olo PROGRAM P p i
2 PENEMPATAN TENAGA kerja yang 74,91 75,51 74,91 75,51
74 KERJA ditempatkan
0|0 0 Pel Antarkerja di P isipasi
2 elayanan Antarkerja di ersentase p?rtlsmasn 40,66 41,26 40,66 41,26
74 1 Daerah Kabupaten/Kota | angkatan kerja
0|0 0| O| Penyediaan Sumber Daya Peningkatan kualitas
2 Pelayanan antar Kerja sarana prasarana 20 20 20 20
7|4 11 pelayanan antar kerja
0|0 0|0 i
2 Pelayanan antar Kerja Persentase tingkat 97,53 98,03 97,53 | 98,03
714 112 kesempatan kerja
olo olo Penyuluhan dan Jumlah peserta
2 Bimbingan Jabatan bagi Penyuluhan dan 40 44 40 44
7|4 113 Pencari Kerja Bimbingan Jabatan
olo olo Penyelenggaraan Unit Jumlah tenaga kerja
2 Layanan Disabilitas disabilitas yang 10 11 10 11
7|4 114 Ketenagakerjaan terlayani
0|0 0|0 i kerj
2 Per!uasan Kesempatan Jumlah pencari kerja 750 325 750 825
714 1| 5| Kerja yang mendaftar
Penerbitan Izin Lembaga | Peningkatan
0|0 0 Penempatan Tenaga Penerbitan Izin
2 714 2 Kerja Swasta (LPTKS) Lembaga Penempatan 0,60 1,20 0,60 1,20
dalam 1 (satu) Daerah Tenaga Kerja Swasta
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
KEGIATAN / . Tah Tah Tah Tah Tah Tah ——
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
KODE REKENING 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kabupaten/Kota (LPTKS)
olo olo Penyediaan Sumber Daya | Peningkatan kualitas
2 Perizinan LPTKS secara sarana prasarana 20,00 20,00 20,00 20,00
7|4 211 Terintegrasi perizinan LPTKS
Jumlah dokumen Berita
00 00 i
2 Pengawasa.m dan Acara Pemeriksaan 10 1 10 1
714 2 | 2| Pengendalian LPTKS Pengawasan dan
Pengendalian LPTKS
Prosentase kualitas
00 0 i
2 ::agf:(‘::zn Informasi Pengelolaan Informasi 80,00 80,60 80,00 | 80,60
74 3 ) Pasar Kerja
Pemeliharaan dan
) 0|0 0| 0| Operasional Aplikasi Updating sistem A 4 4 4
714 3| 1| Informasi Pasar Kerja informasi Pasar Kerja
Online
olo olo Pelayanan dan Jumlah pencari kerja
2 Penyediaan Informasi yang terdaftar secara 788 827 788 827
7|4 3|2 Pasar Kerja Online online
00 00
2 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Perusa?haan 50 55 50 55
714 3|3 peserta job fair
Pelindungan PMI (Pra
00 0
2 df-m Purna Penempatan) Pfersent'ase PMI yang 80,00 85,00 80,00 85,00
714 4 di Daerah dilayani
Kabupaten/Kota
Peningk Peli
eningkatan e_mdungan Jumlah Pekerja Migran
0|0 0|0 dan Kompetensi Calon Indonesia (PMI) ilegal
2 Pekerja Migran Indonesia ane dapat di 63 66 63 66
7|4 411 (PMI)/Pekerja Migran Znin?mal?sir
Indonesia (PMI)
. Peningkatan kualitas
0|0 0|0 Penyediaan Layanan sarana dan prasarana
2 Terpadu pada Calon P 20,00 20,00 20,00 20,00
714 41 2 Pekeria Migran Layanan Terpadu pada
) g Calon Pekerja Migran
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PROSSQ'\KAégli?rJAN / |ND|Ki$8I§F;§\ééRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
KEGIATAN / J e
Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?;GTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 T2%h2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
olo olo Pemberdayaan Pekerja ::(ﬂ:g;?:ﬁ?ia'wgran
2 Migran Indonesia Purna 20 22 20 22
714 41| 3 Penempatan Penempatan yang
P bekerja kembali
Penerbitan Perpanjangan
Persentase
00 0 i Kerj
2 IMTAyang Lokasi Kerja | 0\ haan IMTA 80,00 82,50 80,00 | 82,50
74 5 dalam 1 (satu) Daerah sesuai peruntukannya
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
0|0 00 Perpanjangan IMTA yang Jumlah Perpanjangan
2 5 5 5 5
714 5| 1| LokasiKerjadalam 1 IMTA yang Lokasi Kerja
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
0/0 PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan
1 ’ 1 ’ 1 ’ 1 ’
2 715 INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan 00,00 00,00 00,00 00,00
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Jumlah t
0|0 0 Kerja Bersama untuk viah peserta
2 705 1 Perusahaan yang hanya sosialisasi pembuatan 25 27 25 27
Beroperasi dalam 1 PP dan PKB
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
olo olo Pengesahan Peraturan Jumlah perusahaan
2 Perusahaan bagi yang membentuk LKS 20 22 20 22
715 11 Perusahaan Bipartit
) 0|0 0|0 E:;:i;ﬁ;aga?”am'an Jumlah perjanjian kerja 5 g 5 5
715 112 Perusahaan sama yang dicatat
Penyelenggaraan Jumlah pekerja/buruh
0|0 0| 0| Pendataan dan Informasi | yang menjadi peserta
2 4.739 4.976 4.739 4.976
715 1| 3| Sarana Hubungan program BPJS Ketenaga ) ’ ’ '
Industrial dan Jaminan Kerjaan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
el St/an Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ct:::la
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?ERGTE%'QT/AN dar | KK 2020 2021 2%“2”2” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sosial Tenaga Kerja serta
Pengupahan
Pencegahan dan
Penye!e.s,alan Presentase
olo 0 Perselisihan Hubungan Penyelesaian
2 2 Industrial, Mogok Kerja .. 80,00 84,00 80,00 84,00
75 2 Perselisihan
dan Penutupan Perusahaan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan Jumlah mediasi
00 0 .
2 2 yang penyelesaian 5 5 5 5
715 2 Berakibat/Berdampak perselisihan
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Persentase penurunan
0|0 0 Penutupan Perusahaan perselisihan hubungan
2 2 yang i 0,75 1,35 0,75 1,35
715 2 . Industrial yang masuk
Berakibat/Berdampak .
. . ke Pengadilan Hl
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Verifikasi dan
olo 0 Rzl;zpcljtrulaa:i;;es?nggotaan Tersedianya data
2 2 P 5 _ keanggotaan SP/SB 21 22 21 2
715 2 Pengusaha, Federasi dan ane terverifikasi
Konfederasi Serikat yang
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / L . .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM SPM Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
KEGIATAN / < J X A X X A X X Cata
tan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
2212 SIRENEh e 'NDS'EABT}?;GTE%QT/AN dar | KK 2020 2021 TZ%hZUZ” 2023 2020 2021 2022 2023 | Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun n- (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) ety onal 2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelaksanaan Operasional
00 0 j
2 2 Le.mba.ga Kerjasama Jumlah ketenagan 21 29 21 2
715 2 Tripartit Daerah bekerja
Kabupaten/Kota
Pengembangan
olo 0 Pelaksanaan Jaminan Persentase pekerja dan
2 2 Sosial Tenaga Kerja dan buruh peserta program 30,60 31,20 30,60 31,20
7|5 2 Fasilitas Kesejahteraan BPJS Ketanaga Kerjaan
Pekerja
PROGRAM :::::i::iagij\n yang
3/0
3 PEMBANGUNAN Berhasil Meningkatkan 80,00 82,50 80,00 82,50
2|3 KAWASAN Taraf Ekonomi dan
TRANSMIGRASI .
Sosialnya
Penataan Persebaran Jumlah kunjungan
3|0 0 Penduduk yang Berasal kerjasama antar
3 2 . 3 3 3 3
23 1 dari 1 (satu) Daerah daerah penempatan
Kabupaten/Kota transmigrasi
Pemindahan dan
3|0 0 Penempatan Transmigran Jumlah calon
3 2 . transmigran yang 4 6 4 6
213 1 yang berasal dari 1 (satu) diberanekatkan
Daerah Kabupaten/Kota &
Jumlah KK yang
3/0 0
3 2 Penyuluhan Transmigrasi mendapatkan 2 3 2 3
213 1 Penyuluhan
Transmigrasi
Jumlah KK yang
3/0 0 . o .
3 2 Pelatihan Transmigrasi mendapatkan Pelatihan 2 3 2 3
2|3 1 Transmigrasi
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2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan dan Orgnisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, maka tugas

pokok DPMPTSP&NAKER adalah Membantu Bupati melaksanakan penyusunan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP & NAKER mempunyai fungsi :

1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.

2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan
publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan
perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di
bidang penanaman modal;

pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga
kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan
industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;

pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang
penanaman modal dan tenaga kerja;

pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan, serta Ketenagakerjaan timbul permasalahan yang

menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan

tersebut antara lain:

a.

- ® 2 o0

Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan
dengan kepulauan).

Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah
daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.

Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.

Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.

Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
secara online oleh pelaku usaha.

Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk
turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.

Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peluang investasi.

Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari
peluang investasi belum clear and clean.

Belum tersusunnya road map potensi investasi.

Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas
yang akan dikembangkan.

Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.

Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan
pelayanan perizinan.

Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal
karena terkendala biaya akomudasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh
masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk
mendapatkan layanan perizinan.

Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.

Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara

online.
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s. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting

diantaranya:

a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi
dan potensi perizinan.

b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan
penciptaan kemudahan berinvestasi.
Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.

d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online

e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksaaan operasional mobil
pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.

f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office
perizinan.

g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan
realisasi penanaman modal.

h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan
masyarakat.

I.  Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.

j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.

k. Sosialisasi dan pendampanginan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan
Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

|.  Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan
usahanya.

m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan
secara manual di kecamatan kepulauan.

n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan
usahanya melalui Online Single Submission (OSS).

0. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki
izin.
Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.

g. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas

penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
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2.4

r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran
prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya
potensi/peluang/proyek investasi.

s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran
prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM
yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.

t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.

u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan
menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan
pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasatr.

v. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan
perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan
pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek
pembelajaran.

w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.

X. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan
Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.

y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima
insentif penanaman modal.

z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 dibuat berdasarkan hasil evaluasi

RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJIJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada

rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan

Tenaga Kerja Tahun 2022 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2020 yang

pencapaiannya melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun

2020, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan

kegiatan tahun 2022 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut.
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Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dan rumusan kebutuhan

program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C.31 berikut :
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Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Sumenep

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No . . . — . — . . . . Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sl Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN WAIJIB PEMERINTAHAN WAIJIB
YANG TIDAK 29.009.726.340 | YANG TIDAK 29.009.726.340
BERKAITAN DENGAN BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR
BELANJA RUTIN 11.780.292.724 11.780.292.724
PROGRAM PENUNJANG persentase PROGRAM PENUNJANG P:;iz:ta::n
URUSAN emenuhan sarana URUSAN ZOkum:n
A PEMERINTAHAN Zan rasarana 20,00 11.780.292.724 | PEMERINTAHAN nuniang urusan 20,00 11.780.292.724
DAERAH erk';ntoran DAERAH r,:merjint:han an
KABUPATEN/KOTA P KABUPATEN/KOTA p yang
tepat waktu
Persentase Persentase
pemenuhan sarana 20,00 pemenuhan sarana 20,00
dan prasarana dan prasarana
perkantoran perkantoran
Jumlah penyusunan Jumlah penyusunan
Perencanaan, dokumen Perencanaan, dokumen
P P
Al engangga.\ran., dan perencanaan, 14 114.559.968 engangga.ran., dan perencanaan, 14 114.559.968
Evaluasi Kinerja penanggaran dan Evaluasi Kinerja penanggaran dan
Perangkat Daerah evaulasi kinerka Perangkat Daerah evaulasi kinerka
perangkat daerah perangkat daerah
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen Kab erencanaan van Penyusunan Dokumen Kab erencanaan van
Al.1 Perencanaan Perangkat ' p' y g 4 20.000.000 | Perencanaan Perangkat ' p. y s 4 20.000.000
Sumenep | disusun sesuai Sumenep | disusun sesuai
Daerah Daerah
ketentuan ketentuan
Koordinasi dan Kab Jumlah dokumen Koordinasi dan Kab Jumlah dokumen
A.l1.2 Penyusunan Dokumen Sun';ene RKA yang disusun 2 10.000.000 | Penyusunan Dokumen Sun';ene RKA yang disusun 2 10.000.000
RKA-SKPD P | sesuai ketentuan RKA-SKPD P | sesuai ketentuan
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Kab kinerja dan ikhtisar Penyusunan Laporan Kab kinerja dan ikhtisar
A.13 Capaian Kinerja dan ’ realisasi kinerja 4 4.559.968 | Capaian Kinerja dan ’ realisasi kinerja 4 4.559.968
. L Sumenep . . . L Sumenep . .
Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun sesuai Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun sesuai
SKPD ketentuan SKPD ketentuan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi(:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R Jumlah pelaksanaan - Jumlah pelaksanaan
Eval K Kab. Eval K Kab.
Alg | -vauastiinena a evaluasi kinerja 4 80.000.000 | _2uasfinerja a evaluasi kinerja 4 80.000.000
Perangkat Daerah Sumenep Perangkat Daerah Sumenep
perangkat daerah perangkat daerah
Jumlah laporan Jumlah laporan
A2 Administrasi Keuangan administrasi 12 9.263.115.260 Administrasi Keuangan administrasi 12 9.263.115.260
Perangkat Daerah keuangan Perangkat Daerah keuangan
perangkat daerah perangkat daerah
. " Jumlah ASN yang . . Jumlah ASN yang
A21 | Penvediaan Gajidan Kab. diberi gaji dan 72 9.253.115.260 | envediaan Gajidan Kab. diberi gaji dan 72 9.253.115.260
Tunjangan ASN Sumenep . Tunjangan ASN Sumenep K
tunjangan tunjangan
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kab Jumlah laporan Penyusunan Laporan Kab Jumlah laporan
A2.2 Keuangan ulanan / : keuangan yang 12 10.000.000 | Keuangan ulanan / : keuangan yang 12 10.000.000
. Sumenep ) . Sumenep .
Triwulanan / disusun Triwulanan / disusun
Semesteran SKPD Semesteran SKPD
Administrasi ::inr:‘li::‘li\:t):ar:ienuhan Administrasi jal::‘nlie:‘ li\si)rean:ienuhan
A3 Kepegawaian Perangkat R 14 194.435.680 | Kepegawaian Perangkat N 14 194.435.680
kepegawaian kepegawaian
Daerah Daerah
daerah daerah
jumlah d jumlah d
Peningkatan Sarana dan Kab Jl:f:g:raizrg?j “z:]n Peningkatan Sarana dan Kab Jur?s:ra;zr?j?s? Iiann
A3.1 Prasarana Disiplin ’ P ) P 1 7.000.000 | Prasarana Disiplin ’ p ) P 1 7.000.000
Pegawai Sumenep | pegawaiyang Pegawai Sumenep | pegawaiyang
& disediakan & disediakan
Pengadaan Pakaian . Pengadaan Pakaian .
A3.2 Dinas Beserta Atribut Kab. Jumlz?h pe.ngadaan 72 141.403.680 | Dinas Beserta Atribut Kab. Jumlz?h pe.ngadaan 72 141.403.680
Sumenep | pakaian dinas ASN Sumenep | pakaian dinas ASN
Kelengkapannya Kelengkapannya
Pendataan dan Kab JL;T'ZT;EZ'; Pendataan dan Kab JL;TIZT;E?:
A3.3 Pengolahan Administrasi ' peng . 2 15.000.000 | Pengolahan Administrasi ' peng . 2 15.000.000
. Sumenep | kepegawaian tepat . Sumenep | kepegawaian tepat
Kepegawaian Kepegawaian
waktu waktu
Pendidikan dan Jumlah ASN yang Pendidikan dan Jumlah ASN yang
A3.4 Pelatihan Pegawai Kab. meng!kutl pelatihan 5 1.032.000 Pelatihan Pegawai Kab. meng!kutl pelatihan 5 21.032.000
Berdasarkan Tugas dan Sumenep | sesuaitugas dan Berdasarkan Tugas dan Sumenep | sesuaitugas dan
Fungsi fungsi Fungsi fungsi
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis
Kab. lah Kab. lah
A35 | Implementasi Peraturan | <2 Junmiah peserta 72 10.000.000 | Implementasi Peraturan | <20 Junmiah peserta 72 10.000.000
Sumenep | bimbingan teknis Sumenep | bimbingan teknis
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi(:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah pemenuhan Jumlah pemenuhan
A4 Administrasi Umum peny.efilaan. 7 645.355.189 Administrasi Umum peny.efilaan. 7 645.355.189
Perangkat Daerah administrasi umum Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah perangkat daerah
Penyediaan Komponen Jumlah jenis/item Penyediaan Komponen Jumlah jenis/item
Al Ir?stzflam Kab. k.om.ponen instalasi 2 17.900.043 Ir?stalam Kab. kpmponen instalasi 2 17.900.043
Listrik/Penerangan Sumenep | listrik yang Listrik/Penerangan Sumenep | listrik yang
Bangunan Kantor disediakan Bangunan Kantor disediakan
Penyediaan Peralatan Kab LL;TS:rIF;er:aILZta:n Penyediaan Peralatan Kab Li?ls:rr;enra:(zta:n
A4.2 | dan Perlengkapan : gkap 37 87.552.609 | dan Perlengkapan : gkap 37 87.552.609
Sumenep Kantor yang Sumenep Kantor yang
Kantor L Kantor L
disediakan disediakan
A4S Pen'ye.d|aan Bahan Kab. Jumlah.Jen!s ATK 14 182.639.781 Penye.dlaan Bahan Kab. Jumlah.Jem.s ATK 14 182.639.781
Logistik Kantor Sumenep | yang disediakan Logistik Kantor Sumenep | yang disediakan
jumlah makan dan jumlah makan dan
minum yang 270 minum yang 270
disediakan disediakan
Penyediaan Barang Kab jumlah barang cetak Penyediaan Barang Kab jumlah barang cetak
Ad.4 Cetakan dan ' dan penggandaan 5 19.196.246 | Cetakan dan ’ dan penggandaan 5 19.196.246
Sumenep L Sumenep L
Penggandaan yang disediakan Penggandaan yang disediakan
Jumlah bahan Jumlah bahan
b d b d
Penyediaan Bahan Kab P::Ii:tnen:t?an Penyediaan Bahan Kab PZ:EZ:eni:an
A.4.5 Bacaan dan Peraturan ' 7 100.261.400 | Bacaan dan Peraturan ’ 7 100.261.400
Sumenep | Perundang- Sumenep | Perundang-
Perundang-undangan Perundang-undangan
undangan yang undangan yang
disediakan disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat
A4.6 | Koordinasidan ga:w'ene tg;’gd'l't‘:;' daan" 121 151.051.300 | Koordinasi dan ga:';ene tgg;d'l:::l' daan" 121 151.051.300
Konsultasi SKPD umenep | konsultastyang Konsultasi SKPD umenep | konsultasiyang
dilaksanakan dilaksanakan
Penatausahaan Arsip Kab. jumlah arsip yang Penatausahaan Arsip Kab. jumlah arsip yang
A4.7 Dinamis pada SKPD Sumenep | dikelola 6 86.753.810 Dinamis pada SKPD Sumenep | dikelola 6 86.753.810
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik
A5 Daerah Penun!ang Jumlah'jenls barang 3 475.082.231 Daerah Penun!ang Jumlah' jenis barang 3 475.082.231
Urusan Pemerintah yang diadakan Urusan Pemerintah yang diadakan
Daerah Daerah
Pengadaan Kendaraan Kab :(Z:q;zt;;r:t Pengadaan Kendaraan Kab il;:q(;?:auar:t
A.5.1 Dinas Operasional atau ' . . 1 250.000.000 | Dinas Operasional atau ' . . 1 250.000.000
Sumenep | dinas/operasional Sumenep | dinas/operasional

Lapangan

yang disediakan

Lapangan

yang disediakan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi(:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A5.2 | Pengadaan Mebel Kab. Jumlah mebel yang 55 138.076.488 | Pengadaan Mebel Kab. Jumlah mebel yang 55 138.076.488
Sumenep | diadakan Sumenep | diadakan
jumlah peralatan jumlah peralatan
As53 | Pengadaan Peralatan Kab. dan mesin lainnya 16 87.005.743 | "engadaan eralatan Kab. dan mesin lainnya 16 87.005.743
dan Mesin Lainnya Sumenep . dan Mesin Lainnya Sumenep K
yang diadakan yang diadakan
Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa
A.6 Penunjang Urusan penunjang yang 3 570.448.254 | Penunjang Urusan penunjang yang 3 570.448.254
Pemerintahan Daerah diadakan Pemerintahan Daerah diadakan
A6.1 Penyediaan Jasa Surat Kab. Jumlah jasa 3187 3.929.485 Penyediaan Jasa Surat Kab. Jumlah jasa 3187 3.929.485
Menyurat Sumenep pengantar surat Menyurat Sumenep | pengantar surat
Penyediaan Jasa Kab Jumlah Tagihan Penyediaan Jasa Kab Jumlah Tagihan R
A6.2 Komunikasi, Sumber ’ Listrik, Air, Telepon Rp 153.257.114 289.568.713 | Komunikasi, Sumber ’ Listrik, Air, Telepon P 289.568.713
. s Sumenep . . Sumenep 153.257.114
Daya Air dan Listrik dan Internet Daya Air dan Listrik dan Internet
. Jumlah tenaga . Jumlah tenaga
p63 | Penvediaanlasa Kab. outsorching yang 78 276,950,056 | Fenvediaan Jasa Kab. outsorching yang 78 276.950.056
Pelayanan Umum Kantor | Sumenep L Pelayanan Umum Kantor | Sumenep L
disediakan disediakan
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang
A7 Milik Daerah P'enunjang Jumlah.jen‘ls barang a 401.216.331 Milik Daerah P.enunjang Jumlah. ]en‘|s barang a 401.216.331
Urusan Pemerintahan yang dipelihara Urusan Pemerintahan yang dipelihara
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penyefilaan Jasa‘ Penyediaan Jasa Penyefjlaan Jasa.
. . Pemeliharaan, Biaya X . Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Biaya X Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan, Pajak, Kab Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak Kab Pemeliharaan,
A7.1 ! Jax, ' Pajak, dan Perizinan 35 119.125.600 RN Jak, ' Pajak, dan Perizinan 35 119.125.600
dan Perizinan Kendaraan | Sumenep R dan Perizinan Kendaraan | Sumenep R
) ) Kendaraan Dinas R . Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau . Dinas Operasional atau .
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan
Lapangan Lapangan
A7.2 | Pemeliharaan Mebel Kab. Pemeliharaan 30 27.485.375 | Pemeliharaan Mebel Kab. Pemeliharaan 30 27.485.375
Sumenep | Mebel Sumenep | Mebel
. Jumlah peralatan . Jumlah peralatan
A7.3 Pemellhz?raan. Peralatan Kab. dan mesin lainnya 33 32.140.400 Pemellhz?raarT Peralatan Kab. dan mesin lainnya 33 32.140.400
dan Mesin Lainnya Sumenep L dan Mesin Lainnya Sumenep L
yang dipelihara yang dipelihara
lah lah
Pemeliharaan/Rehabilita Kab :(L;thr dg;:ung Pemeliharaan/Rehabilita Kab ::;:1; dg;:ung
A7.4 si Gedung Kantor dan ' . 1.668,60 222.464.956 | si Gedung Kantor dan ' . 1.668,60 222.464.956
. Sumenep | bangunan lainnya . Sumenep | bangunan lainnya
Bangunan Lainnya L Bangunan Lainnya L
yang dipelihara yang dipelihara
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
A8 | Operasional UPTD Kab. Prasarana 5 116.079.810 | Operasional UPTD Kab. Prasarana 5 116.079.810
Sumenep | Operasioanal yang Sumenep | Operasioanal yang
ada di UPTD ada di UPTD
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN 1.825.603.334 BIDANG PENANAMAN 1.825.603.334
MODAL MODAL
URUSAN PENANAMAN URUSAN PENANAMAN
MODAL - REVIU 1.825.603.334 MODAL - REVIU 1.825.603.334
Persentase Pelaku Persentase Pelaku
e ey
1 PENGEMBANGAN IKLIM Fasilita’:/Insentif 10,00 259.571.286 | PENGEMBANGAN IKLIM Fasilita’s)/lnsentif 10,00 259.571.286
PENANAMAN MODAL e PENANAMAN MODAL L
Dibidang Dibidang
Penanaman Modal Penanaman Modal
Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku
Fasilitas/Insentif Usaha yang Fasilitas/Insentif Usaha yang
Dibidang Penanaman mendapatkan Dibidang Penanaman mendapatkan
1 Modal yang Menjadi Fasilitas/Insentif 5 100.000.000 Modal yang Menjadi Fasilitas/Insentif 5 100.000.000
Kewenangan Daerah Dibidang Kewenangan Daerah Dibidang
Kabupaten/Kota Penanaman Modal Kabupaten/Kota Penanaman Modal
Penetapan Kebua.kan Jumlah PERKADA Penetapan Kebua.kan Jumlah PERKADA
Daerah Mengenai . Daerah Mengenai .
Pemberian Kab Pemberian Pemberian Kab Pemberian
1.1.1 . . : Fasilitas/Insentif 1 50.000.000 . . : Fasilitas/Insentif 1 50.000.000
Fasilitas/Insentif dan Sumenep Fasilitas/Insentif dan Sumenep
dan Kemudahan dan Kemudahan
Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Penanaman Modal
Modal Modal
Jumlah Pelaku Jumlah Pelaku
Evaluasi Usaha yang Evaluasi Usaha yang
Pelaksanaan Memanfaatkan Pelaksanaan Memanfaatkan
Pemberian Kab. Fasilitas/Insentif Pemberian Kab. Fasilitas/Insentif
1.2 Fasilitas/Insentif dan Sumenep | dan Kemudahan > >0.000.000 Fasilitas/Insentif dan Sumenep | dan Kemudahan > >0.000.000
Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal
Penanaman Modal sesuai dengan Penanaman Modal sesuai dengan
peruntukannya peruntukannya
Pembuatan Peta Jumlah Obyek Pembuatan Peta Jumlah Obyek
1.2 Potensi Investasi Potensi dan 3 159.571.286 | Potensi Investasi Potensi dan 3 159.571.286
Kabupaten/Kota Peluang Usaha Kabupaten/Kota Peluang Usaha
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Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)rag;n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Kab. Tersedianya Umum Penanaman Kab. Tersedianya
2.1 Modal Daerah Sumenep | PERKADA RUPMD 2 >0.000.000 Modal Daerah Sumenep | PERKADA RUPMD 2 >0.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi Kab Tersedianya Peta Penyediaan Peta Potensi Kab Tersedianya Peta
1.2.2 dan Peluang Usaha ’ Potensi dan Peluang 1 109.571.286 | dan Peluang Usaha ’ Potensi dan Peluang 1 109.571.286
Sumenep . Sumenep .
Kabupaten/Kota Investasi Kabupaten/Kota Investasi
PROGRAM PROMOSI Persentase PROGRAM PROMOSI Persentase
] PENANAMAN MODAL Peningkatan Jumlah 3,55 180.678.300 PENANAMAN MODAL Peningkatan Jumlah 3,55 180.678.300
Investor Investor
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Jumlah Media Promosi Penanaman Jumlah Media
1.1 Modal yang menjadi Promosi 5 180.678.300 | Modal yang menjadi Promosi 5 180.678.300
Kewenangan Daerah Penanaman Modal Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
. Jumlah Dokumen . Jumlah Dokumen
Penyusunan Strategi Kab Rumusan Strategi Penyusunan Strategi Kab Rumusan Strategi
1.1 | Promosi Penanaman : umusa & 1 55.684.200 | Promosi Penanaman : umusa & 1 55.684.200
Modal Sumenep | Promosi Modal Sumenep | Promosi
Penanaman Modal Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan . Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kegiatan . Jumlah kegiatan
Promosi Penanaman Regional romosi Promosi Penanaman Regional romosi
1.2 / P 4 124.994.100 / P 4 124.994.100
Modal Daerah Nasional penanaman modal Modal Daerah Nasional penanaman modal
Kabupaten/Kota yang dilakukan Kabupaten/Kota yang dilakukan
Persentase Persentase
Peningkatan Peningkatan
PROGRAM PELAYANAN . PROGRAM PELAYANAN .
] PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor 3,55 1.076.826.078 PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor 3,55 1.076.826.078
Induk Berusaha Induk Berusaha
(NIB) (NIB)
Pelayanan P.er.|2|nan Pelayanan Perizinan dan
dan Non Perizinan Non Perizinan secara
secara Terpadu Satu Jumlah Nomor N Jumlah Nomor
Pintu dibidan, Induk Berusaha Terpadu Satu Pintu Induk Berusaha
1.1 e 5.958 1.076.826.078 | dibidang Penanaman 5.958 1.076.826.078
Penanaman Modal yang (NIB) yang o (NIB) yang
o . . Modal yang menjadi ) s
menjadi Kewenangan diterbitkan diterbitkan
Kewenangan Daerah
Daerah Kabupaten/ Kabupaten/ Kota
Kota P
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C-I;j)ragi(:; Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Pelayanan Penyediaan Pelayanan
TerpadL'J I'Derlzman da'n Jumlah Nomor Terpadl'J I?enzman da'n Jumlah Nomor
Nonperizinan berbasis Kab induk Berusaha Nonperizinan berbasis Kab induk Berusaha
.11 Sistem Pelayanan ' 5.958 1.000.000.000 | Sistem Pelayanan ' 5.958 1.000.000.000
Perizinan Berusaha Sumenep (NIB).yang berlaku Perizinan Berusaha Sumenep (NIB)Ayang berlaku
. . efektif . K efektif
Terintegrasi secara Terintegrasi secara
Elektronik Elektronik
Pemantauan Jumlah Pelaku Pemantauan Jumlah Pelaku
Pemenuhan Komitmen Kab Usaha Yang Pemenuhan Komitmen Kab Usaha Yang
.1.2 Perizinan dan Non ’ Memenuhi 22 45.480.728 | Perizinan dan Non ’ Memenuhi 22 45.480.728
. Sumenep . . . Sumenep . .
Perizinan Penanaman Komitmen lzin Perizinan Penanaman Komitmen lzin
Modal Usaha Modal Usaha
Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Kab Jumlah Pengaduan Pengelolaan Pengaduan Kab Jumlah Pengaduan
1.1.3 Masyarakat terhadap Sum'enep Yang Selesai 10 6.345.350 | Masyarakat terhadap Sum'enep Yang Selesai 10 6.345.350
Pelayanan Terpadu Ditindaklanjuti Pelayanan Terpadu Ditindaklanjuti
Perizinan dan Non Perizinan dan Non
Perizinan Perizinan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Rekomendasi Hasil Rekomendasi Hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan
14 Sinkronisasi . Kab. Sinkronisasi 5 25.000.000 Sinkronisasi . Kab. Sinkronisasi 5 25.000.000
Penetapan pemberian Sumenep Penetapan Penetapan pemberian Sumenep Penetapan
Fasilitas/Insentif Daerah pemberian Fasilitas/Insentif Daerah pemberian
Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif
Daerah Daerah
PROGRAM PROGRAM
Jumlah Pelaku Jumlah Pelaku
PENGENDALIAN . PENGENDALIAN .
v PELAKSANAAN :::::::::lizm Yang 5.958 284.390.700 PELAKSANAAN ::?::e?:::zm Yang 5.958 284.390.700
PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL
Pengendalian Jumlah Pelaku Pengendalian Jumlah Pelaku
Pelaksanaan Usaha Berizin Yang Pelaksanaan Usaha Berizin Yang
V.1 Penanaman Modal yang Beroperasi Sesuai 5.958 284.390.700 | Penanaman Modal yang Beroperasi Sesuai 5.958 284.390.700
menjadi Kewenangan Dengan lzin Yang menjadi Kewenangan Dengan lzin Yang
Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kab Jumlah Dokumen Sinkronisasi Kab Jumlah Dokumen
IvV.1.1 Pemantauan ’ Profil Pelaku Usaha 8 55.684.200 | Pemantauan ’ Profil Pelaku Usaha 8 55.684.200
Sumenep Sumenep

Pelaksanaan Penanaman
Modal

Yang Dipantau

Pelaksanaan Penanaman
Modal

Yang Dipantau
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C'I::)ragi:; Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Pelaku Jumlah Pelaku
Koordinasi dan Usaha yang Menjadi Koordinasi dan Usaha yang Menjadi
V.12 Sinkronisasi Pembinaan Kab. Pesert'a o 238 124.994.100 Sinkronisasi Pembinaan Kab. PeserFa - 238 124.994.100
Pelaksanaan Penanaman | Sumenep | Pembinaan/Sosialisa Pelaksanaan Penanaman | Sumenep | Pembinaan/Sosialisa
Modal si Pelaksanaan Modal si Pelaksanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Koordinasi dan Jun”.llah Dokumer.1 Koordinasi dan Jum.lah Dokumer'm
Sinkronisasi Pengawasan | Kab. Berita Acara Hasil Sinkronisasi Pengawasan | Kab. Berita Acara Hasil
IV.1.3 Pengawasan 14 103.712.400 Pengawasan 14 103.712.400
Pelaksanaan Penanaman | Sumenep Pelaksanaan Penanaman | Sumenep
Modal Pelaksanaan Modal Pelaksanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN DATA Kualitas Data dan PENGELOLAAN DATA Kualitas Data dan
\") DAN SISTEM Sistem Informasi 85,00 24.136.970 | DAN SISTEM Sistem Informasi 85,00 24.136.970
INFORMASI Penanaman Modal INFORMASI Penanaman Modal
PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data
Informasi Perizinan dan Realisasi Informasi Perizinan dan Realisasi
v | NonPerizinan yang Penerbitan 100,00 24.136.970 | Non Perizinan yang Penerbitan 100,00 24.136.970
Terintegrasi pada Perizinan dan Non Terintegrasi pada Perizinan dan Non
Tingkat Daerah Perizinan Tepat Tingkat Daerah Perizinan Tepat
Kabupaten/Kota Waktu Kabupaten/Kota Waktu
Pengolahan, Penyajian Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data Jumlah Data dan dan Pemanfaatan Data Jumlah Data dan
dan Informasi Perizinan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan Informasi Perizinan
V.11 dan No.n P.erizinan Kab. dan No.n Perizinan 5 24.136.970 dan No'n P.erizinan Kab. dan Nqn Perizinan 5 24.136.970
Berbasis Sistem Sumenep | yang Dimanfaatkan Berbasis Sistem Sumenep | yang Dimanfaatkan

Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

oleh Pemangku
Kepentingan

Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

oleh Pemangku
Kepentingan

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENAGAKERJAAN

15.403.830.283

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENAGAKERJAAN

15.403.830.283
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Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi(:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN URUSAN
KETENAGAKERJAAN - 15.403.830.283 | KETENAGAKERJAAN - 15.403.830.283
REVIU REVIU
Persentase Persentase
penggunaan penggunaan
PROGRAM Perencanaan PROGRAM Perencanaan
1 PERENCANAAN TENAGA Tenaga Kerja dalam 82,00 100.000.000 | PERENCANAAN TENAGA Tenaga Kerja dalam 82,00 100.000.000
KERJA perencanaan KERJA perencanaan
program / kegiatan program / kegiatan
/ sub kegiatan / sub kegiatan
Penyusunan Rencana Tersedianya Penyusunan Rencana Tersedianya
1.1 TenZ a Kerja (RTK) Rencana Tenaga 2 100.000.000 TenZ a Kerja (RTK) Rencana Tenaga 2 100.000.000
ga Ker) Kerja (RTK) ga Ker) Kerja (RTK)
Tersedianya Tersedianya
P R Kab. P R Kab.
1.1.1 TE:ZUZUKT& '\jr;ckiga Sljmene Rencana Tenaga 1 50.000.000 Tzrr:zu:uKnearr']a &Ziiga Szmene Rencana Tenaga 1 50.000.000
& ) P Kerja Makro & ) P Kerja Makro
Tersedianya Tersedianya
P R Kab. P R Kab.
1.1.2 T::Zu:uKla:a h?l?lffona Sa:wene Rencana Tenaga 1 50.000.000 T::Zu:uKnearr"a '\:ri\kcra;na Sa:1ene Rencana Tenaga 1 50.000.000
g 1 Y P Kerja Mikro g ! Y P Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN Peningkatan PROGRAM PELATIHAN Peningkatan
KERJA DAN .. KERJA DAN -,
I PRODUKTIVITAS .I;;?‘:u:tll(\g?: 3,85 1.035.674.607 PRODUKTIVITAS :rz:ul;t:(vu:?; 3,85 1.035.674.607
TENAGA KERJA ga terl TENAGA KERJIA enaga fer
Pelaksanaan Pelatihan Jt;r:ladh"g:ishe;t:n Pelaksanaan Pelatihan J::\Iadl':lgfishe;t:n
Il | berdasarkan Unit yans 81 815.620.288 | berdasarkan Unit vans 81 815.620.288
Kompetensi mendapatkan Kompetensi mendapatkan
p sertifikat P sertifikat
Proses Pelaksanaan Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pendidikan dan
11 PeIaTtlhan K?tera.mpllan Kab. JL.JmI'ah peserta yang 31 695.620.288 Pelétlhan Kc-?tera.mpllan Kab. JL.JmI'ah peserta yang 81 695.620.288
bagi Pencari Kerja Sumenep | dilatih bagi Pencari Kerja Sumenep | dilatih
berdasarkan Klaster berdasarkan Klaster
Kompetensi Kompetensi
Koordinasi Llntas. Jumlah MOU Koordinasi L|ntas. Jumlah MOU
Lembaga dan Kerja Lembaga dan Kerja
dengan Sektor dengan Sektor
Sama dengan Sektor . Sama dengan Sektor .
Swasta untuk Kab Swasta Penyediaan Swasta untuk Kab Swasta Penyediaan
11.1.2 . ' Instruktur serta 2 20.000.000 . ' Instruktur serta 2 20.000.000
Penyediaan Instruktur Sumenep Penyediaan Instruktur Sumenep
Sarana dan Sarana dan
serta Sarana dan serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Prasarana Lembaga
Prasarana Lembaga ) ) Prasarana Lembaga A .
. . Pelatihan Kerja . . Pelatihan Kerja
Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)rag;n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Sarana Kab Jumlah unit/paket Pengadaan Sarana Kab Jumlah unit/paket
11.1.3 Pelatihan Kerja Sum.ene sarana yang 5 100.000.000 | Pelatihan Kerja Sum.ene sarana yang 5 100.000.000
Kabupaten/Kota P disediakan Kabupaten/Kota P disediakan
Prosentase Prosentase
1.2 Peml{lnaan Le:mbaga Len'ibaga Pelatihan 80,00 60.026.866 Peml?maan Le:mbaga Len.lbaga Pelatihan 80,00 60.026.866
Pelatihan Kerja Swasta Kerja yang Pelatihan Kerja Swasta Kerja yang
bersertifikasi bersertifikasi
. Jumlah pembinaan . Jumlah pembinaan
Pemb Lemb Kab. Pemb Lemb Kab.
2.1 | Lembinaantembaga @ lembaga pelatihan 40 60.026.866 | < naan tembaga a lembaga pelatihan 40 60.026.866
Pelatihan Kerja Swasta Sumenep . Pelatihan Kerja Swasta Sumenep .
kerja swasta kerja swasta
Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga
Perizinan dan Pelatihan Kerja Perizinan dan Pelatihan Kerja
1.3 Pendaftaran Lembaga yang difasilitasi 40 50.000.000 | Pendaftaran Lembaga yang difasilitasi 40 50.000.000
Pelatihan Kerja dalam proses Pelatihan Kerja dalam proses
pendaftaran pendaftaran
Penyediaan Sumber Peningkatan kualitas Penyediaan Sumber Peningkatan kualitas
131 Daya.Penzma.n Lembaga Kab. sar:?m.a prasarana 80,00 50.000.000 Daya.Perlzma.n Lembaga Kab. sarz?n'!a prasarana 80,00 50.000.000
Pelatihan Kerja secara Sumenep | perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Sumenep | perizinan Lembaga
Terintegrasi Pelatihan Kerja Terintegrasi Pelatihan Kerja
. Prosentase . Prosentase
Konsultansi Peningkatan Konsultansi Peningkatan
I4 | Produktivitas pada grak: 3,00 60.027.453 | Produktivitas pada ghak: 3,00 60.027.453
R Produktivitas . Produktivitas
Perusahaan Kecil . Perusahaan Kecil .
Perusahaan Kecil Perusahaan Kecil
Pelaksanaan Konsultasi Kab JL;T;';:E;’;ZU:ECS;I Pelaksanaan Konsultasi Kab JL;T;II?: 5;?::::;"
11.4.1 Produktivitas kepada ' P 80 60.027.453 | Produktivitas kepada ' P 80 60.027.453
K Sumenep | dan menengah yang K Sumenep | dan menengah yang
Perusahaan Kecil ) Perusahaan Kecil )
dilaksanakan dilaksanakan
Persentase Persentase
Pengukuran peningkatan skor Pengukuran peningkatan skor
1.5 Produktivitas Tingkat Produktivitas 2,50 50.000.000 | Produktivitas Tingkat Produktivitas 2,50 50.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah
Kabupaten Kabupaten
Pengukuran Kompetensi Kab Skor Kompetensi Pengukuran Kompetensi Kab Skor Kompetensi
11.5.1 dan Produktivitas Sun';ene dan Produktivitas 82,50 50.000.000 | dan Produktivitas Sun';ene dan Produktivitas 82,50 50.000.000
Tenaga Kerja P Tenaga Kerja Tenaga Kerja P Tenaga Kerja
PROGRAM Persentase pencari PROGRAM Persentase pencari
1] PENEMPATAN TENAGA kerja yang 74,91 13.780.096.925 | PENEMPATAN TENAGA kerja yang 74,91 13.780.096.925
KERJA ditempatkan KERJA ditempatkan
- Persentase - Persentase
m.y | Pelayanan Antarkerja di partisipasi angkatan 40,66 13.347.910.000 | "eayanan Antarkerja di partisipasi angkatan 40,66 13.347.910.000
Daerah Kabupaten/Kota . Daerah Kabupaten/Kota .
kerja kerja
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Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi(:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Sumber Kab ::rr::agkarzasr;rkau:z:nas Penyediaan Sumber Kab sPaerr;I:Ska:ftaas::(aunaz:ltas
.1.1 Daya Pelayanan antar ' P 20,00 10.795.050.000 | Daya Pelayanan antar ' P 20,00 10.795.050.000
) Sumenep | pelayanan antar ) Sumenep | pelayanan antar
Kerja . Kerja .
kerja kerja
1.1.2 Pelayanan antar Kerja Kab. Persentase tlngk.at 97,53 10.000.000 | Pelayanan antar Kerja Kab. Persentase tlngk.at 97,53 10.000.000
Sumenep | kesempatan kerja Sumenep | kesempatan kerja
Penyuluhan dan Kab Jumlah peserta Penyuluhan dan Kab Jumlah peserta
1.1.3 Bimbingan Jabatan bagi ’ Penyuluhan dan 40 20.000.000 | Bimbingan Jabatan bagi : Penyuluhan dan 40 20.000.000
N R Sumenep . N Rk Sumenep L
Pencari Kerja Bimbingan Jabatan Pencari Kerja Bimbingan Jabatan
Penyelenggaraan Unit Kab Jumlah tenaga kerja Penyelenggaraan Unit Kab Jumlah tenaga kerja
.1.4 Layanan Disabilitas ’ disabilitas yang 10 20.000.000 | Layanan Disabilitas : disabilitas yang 10 20.000.000
k Sumenep A . Sumenep R
Ketenagakerjaan terlayani Ketenagakerjaan terlayani
s Per!uasan Kesempatan Kab. Jumlah pencari kerja 750 2 502.860.000 Per!uasan Kesempatan Kab. Jumlah pencari kerja 750 2.502.860.000
Kerja Sumenep | yang mendaftar Kerja Sumenep | yang mendaftar
Penerbitan Izin Penlnglfatan . Penerbitan Izin Penlngl'(atan .
Penerbitan Izin Penerbitan Izin
Lembaga Penempatan Lembaga Lembaga Penempatan Lembaga
1.2 Tenaga Kerja Swasta Penemg atan 0,60 60.000.000 | Tenaga Kerja Swasta Penemg atan 0,60 60.000.000
(LPTKS) dalam 1 (satu) P . (LPTKS) dalam 1 (satu) P .
Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kerja Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) Swasta (LPTKS)
Penyediaan Sumber Kab Peningkatan kualitas Penyediaan Sumber Kab Peningkatan kualitas
.2.1 Daya Perizinan LPTKS ’ sarana prasarana 20,00 50.000.000 | Daya Perizinan LPTKS ’ sarana prasarana 20,00 50.000.000
. . Sumenep .. . R Sumenep ..
secara Terintegrasi perizinan LPTKS secara Terintegrasi perizinan LPTKS
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Berita Acara Berita Acara
2.2 | Pengawasan dan Kab. Pemeriksaan 10 10.000.000 | "engawasan dan Kab. Pemeriksaan 10 10.000.000
Pengendalian LPTKS Sumenep Pengendalian LPTKS Sumenep
Pengawasan dan Pengawasan dan
Pengendalian LPTKS Pengendalian LPTKS
Prosentase kualitas Prosentase kualitas
.3 Pengelola.an Informasi Pengelolz.:an 80,00 251.249.922 Pengelola'an Informasi Pengelole.nan 80,00 251.249.922
Pasar Kerja Informasi Pasar Pasar Kerja Informasi Pasar
Kerja Kerja
Pemeliharaan dan Updating sistem Pemeliharaan dan Updating sistem
i3 | Operasional Aplikasi Kab. informasi Pasar 4 40.000.000 | OPerasional Aplikasi Kab. informasi Pasar 4 40.000.000
Informasi Pasar Kerja Sumenep . Informasi Pasar Kerja Sumenep R
R Kerja . Kerja
Online Online
Pelayanan dan Kab Jumlah pencari kerja Pelayanan dan Kab Jumlah pencari kerja
11.3.2 Penyediaan Informasi ' yang terdaftar 788 86.249.922 | Penyediaan Informasi ' yang terdaftar 788 86.249.922
. . Sumenep . . K Sumenep .
Pasar Kerja Online secara online Pasar Kerja Online secara online
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Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)rag;n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab. Jumlah h Kab. Jumlah h
3.3 | Job Fair/Bursa Kerja @ umian perusanaan 50 125.000.000 | Job Fair/Bursa Kerja a umian perusanaan 50 125.000.000
Sumenep | peserta job fair Sumenep | peserta job fair
Pelindungan PMI (Pra Pelindungan PMI (Pra
.4 d'am Purna Penempatan) Persen:‘.ase PMI 80,00 110.937.003 d?n Purna Penempatan) Persen.tase PMI 80,00 110.937.003
di Daerah yang dilayani di Daerah yang dilayani
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Peningkatan
Pelindungan dan Jumlah Pekerja Pelindungan dan Jumlah Pekerja
Kompetensi Calon Kab. Migran Indonesia Kompetensi Calon Kab. Migran Indonesia
4.1 Pekerja Migran Sumenep | (PMI)ilegal yang 63 40.937.003 Pekerja Migran Sumenep | (PMI)ilegal yang 63 40.937.003
Indonesia (PMI)/Pekerja dapat di minimalisir Indonesia (PMI)/Pekerja dapat di minimalisir
Migran Indonesia (PMI) Migran Indonesia (PMI)
Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas
Penyediaan Layanan Kab sarana dan Penyediaan Layanan Kab sarana dan
1.4.2 Terpadu pada Calon Sum‘ene prasarana Layanan 20,00 50.000.000 | Terpadu pada Calon Sum‘ene prasarana Layanan 20,00 50.000.000
Pekerja Migran P Terpadu pada Calon Pekerja Migran P Terpadu pada Calon
Pekerja Migran Pekerja Migran
Jumlah Pekerja Jumlah Pekerja
Pemberdayaan Pekerja Kab Migran Indonesia Pemberdayaan Pekerja Kab Migran Indonesia
111.4.3 Migran Indonesia Purna Sun';ene Purna Penempatan 20 20.000.000 | Migran Indonesia Purna Sun';ene Purna Penempatan 20 20.000.000
Penempatan P yang bekerja Penempatan P yang bekerja
kembali kembali
Penerbitan Penerbitan
. Persentase . Persentase
Perpanjangan IMTA engaunaan IMTA Perpanjangan IMTA engaunaan IMTA
L5 | yang Lokasi Kerja dalam pensg 80,00 10.000.000 | yang Lokasi Kerja dalam penee 80,00 10.000.000
sesuai sesuai
1 (satu) Daerah eruntukannva 1 (satu) Daerah eruntukannva
Kabupaten/Kota P Y Kabupaten/Kota P v
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Sinkronisasi Jumlah
I.5..1 Perpa.njangan IMTA yang | Kab. Perpanjangan IMTA 5 10.000.000 Perpa.nJan.gan IMTA yang | Kab. Perpanjangan IMTA 5 10.000.000
Lokasi Kerja dalam 1 Sumenep ane Lokasi Keria Lokasi Kerja dalam 1 Sumenep ane Lokasi Keria
(satu) Daerah yang ] (satu) Daerah yang )
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Presentase Presentase
PROGRAM HUBUNGAN Pengesahan PROGRAM HUBUNGAN Pengesahan
v INDUSTRIAL Peraturan 100,00 357.172.629 INDUSTRIAL Peraturan 100,00 357.172.629
Perusahaan Perusahaan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi(:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengesahan Peraturan Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Jumlah peserta Pendaftaran Perjanjian Jumlah peserta
Kerja Bersama untuk sosialisasi Kerja Bersama untuk sosialisasi
v-1 Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan 25 130.833.522 Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan 25 130.833.522
Beroperasi dalam 1 PKB Beroperasi dalam 1 PKB
(satu) Daerah (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Kab Jumlah perusahaan Pengesahan Peraturan Kab Jumlah perusahaan
IvV.1.1 Perusahaan bagi Sum'ene yang membentuk 20 55.586.409 | Perusahaan bagi Sum'ene yang membentuk 20 55.586.409
Perusahaan P | ks Bipartit Perusahaan P | ks Bipartit
Pendaftaran Perjanjian Kab Jumlah perjanjian Pendaftaran Perjanjian Kab Jumlah perjanjian
IvV.1.2 Kerjasama bagi ' kerja sama yang 5 20.000.000 | Kerjasama bagi ' kerja sama yang 5 20.000.000
Sumenep ) Sumenep )
Perusahaan dicatat Perusahaan dicatat
Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Jumlah
Pendataan dan . Pendataan dan .
Informasi Sarana Kab pekerja/buruh yang Informasi Sarana Kab pekerja/buruh yang
IvV.1.3 ) : menjadi peserta 4.739 55.247.113 . : menjadi peserta 4.739 55.247.113
Hubungan Industrial dan | Sumenep Hubungan Industrial dan | Sumenep
. . program BPJS . . program BPJS
Jaminan Sosial Tenaga ) Jaminan Sosial Tenaga R
. Ketenaga Kerjaan . Ketenaga Kerjaan
Kerja serta Pengupahan Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Pencegahan dan
Penyelesaian Penyelesaian
L. Presentase L Presentase
Perselisihan Hubungan Penvelesaian Perselisihan Hubungan Penvelesaian
IV.2 | Industrial, Mogok Kerja ve'e: 80,00 226.339.106 | Industrial, Mogok Kerja ve'e: 80,00 226.339.106
Perselisihan Perselisihan
dan Penutupan Perusahaan dan Penutupan Perusahaan
Perusahaan di Daerah Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan Kab Jumlah mediasi Penutupan Perusahaan Kab Jumlah mediasi
IvV.2.1 yang Sum.ene penyelesaian 5 55.616.079 | yang Sum.ene penyelesaian 5 55.616.079
Berakibat/Berdampak P perselisihan Berakibat/Berdampak P perselisihan
pada Kepentingan di 1 pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No T t .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Caj)ragi(:n Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelesaian Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Perselisihan Hubungan
R . Persentase . . Persentase
Industrial, Mogok Kerija, Industrial, Mogok Kerija,
penurunan penurunan
dan Penutupan Kab erselisihan dan Penutupan Kab erselisihan
IvV.2.2 Perusahaan yang ’ P . 0,75 20.000.000 | Perusahaan yang ’ p . 0,75 20.000.000
. Sumenep | hubungan Industrial . Sumenep | hubungan Industrial
Berakibat/Berdampak Berakibat/Berdampak
R . yang masuk ke R R yang masuk ke
pada Kepentingan di 1 Pensadilan HI pada Kepentingan di 1 pensadilan Hi
(satu) Daerah & (satu) Daerah 6
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Verifikasi dan Verifikasi dan
Rekapitulasi Rekapitulasi
Keanggotaan pada Kab Tersedianya data Keanggotaan pada Kab Tersedianya data
IvV.2.3 Organisasi Pengusaha, ' keanggotaan SP/SB 21 20.000.000 | Organisasi Pengusaha, ' keanggotaan SP/SB 21 20.000.000
. Sumenep [ . Sumenep P
Federasi dan yang terverifikasi Federasi dan yang terverifikasi
Konfederasi Serikat Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi serta Non Afiliasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
V2.4 Opgrasmnal L.emb.aga Kab. Jumlah ketenagan 21 110.723.027 Opgrasmnal L.emb.aga Kab. Jumla.h ketenagan 21 110.723.027
Kerjasama Tripartit Sumenep | bekerja Kerjasama Tripartit Sumenep | bekerja
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan ) Persentase pekerja Pengembangan . Persentase pekerja
Pelaksanaan Jaminan Kab dan buruh peserta Pelaksanaan Jaminan Kab dan buruh peserta
IV.2.5 Sosial Tenaga Kerja dan ’ P 30,60 20.000.000 | Sosial Tenaga Kerja dan ’ P 30,60 20.000.000
s . Sumenep | program BPJS s . Sumenep | program BPJS
Fasilitas Kesejahteraan . Fasilitas Kesejahteraan .
. Ketanaga Kerjaan . Ketanaga Kerjaan
Pekerja Pekerja
Persentase Persentase
PROGRAM Transmigran yang PROGRAM Transmigran yang
PEMBANGUNAN Berhasil PEMBANGUNAN Berhasil
v KAWASAN Meningkatkan Taraf 80,00 130.886.122 KAWASAN Meningkatkan Taraf 80,00 130.886.122
TRANSMIGRASI Ekonomi dan TRANSMIGRASI Ekonomi dan
Sosialnya Sosialnya
Jumlah kunjungan Jumlah kunjungan
Penataan Persebaran . Penataan Persebaran .
Penduduk yang Berasal kerjasama antar Penduduk yang Berasal kerjasama antar
V.1 ! vang daerah 3 130.886.122 ! yang daerah 3 130.886.122
dari 1 (satu) Daerah enempatan dari 1 (satu) Daerah enempatan
Kabupaten/Kota p p X Kabupaten/Kota p p X
transmigrasi transmigrasi
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Pemindahan dan
Penempatan

Jumlah calon

Pemindahan dan
Penempatan

Jumlah calon

Transmigrasi

Transmigrasi

V.11 Transmigran yang gj?n.enep transmigran yang 60.886.122 | Transmigran yang Ejfr;enep transmigran yang 60.886.122
berasal dari 1 (satu) diberangkatkan berasal dari 1 (satu) diberangkatkan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah KK yang Jumlah KK yang
V12 Penyulu.han . Kab. mendapatkan 20.000.000 Penyulu.han . Kab. mendapatkan 20.000.000
Transmigrasi Sumenep | Penyuluhan Transmigrasi Sumenep | Penyuluhan
Transmigrasi Transmigrasi
Jumlah KK yang Jumlah KK yang
V.13 Pelatihan Transmigrasi Kab. menqapatkan 50.000.000 | Pelatihan Transmigrasi Kab. men(?apatkan 50.000.000
Sumenep | Pelatihan Sumenep | Pelatihan

JUMLAH PAGU INDIKATIF

29.009.726.340

JUMLAH KEBUTUHAN DANA

29.009.726.340
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2.5. Penelahaan Usulan Progran Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal

dan ketenagakerjaan. Urusan Penanaman dan Ketenagakerjaan dalam katagori

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan

kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPTSP & NAKER bersifat top

down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C.32 berikut ini.

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Sumenep

.Tabel T-C.32

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
BELANJA RUTIN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN gslr(i?;‘;iseepneu“;?;n“hﬁ:‘usan
A | PEMERINTAHAN DAERAH e anat 20,00
KABUPATEN/KOTA b yang tep
waktu
Persentase pemenuhan sarana
20,00
dan prasarana perkantoran
Jumlah penyusunan dokumen
Al Perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan, penanggaran dan 14
) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaulasi kinerka perangkat
daerah
A11 Penyusunan Dokumen Perencanaan | Kab. Jumlah dokumen perencanaan 4
T Perangkat Daerah Sumenep yang disusun sesuai ketentuan
A12 Koordinasi dan Penyusunan Kab. Jumlah dokumen RKA yang oy
T Dokumen RKA-SKPD Sumenep disusun sesuai ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab Jumlah laporan kinerja dan
A.1.3 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Surﬁene ikhtisar realisasi kinerja yang 4
Realisasi Kinerja SKPD P disusun sesuai ketentuan
S Kab. Jumlah pelaksanaan evaluasi
A.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumenep kinetja perangkat daerah 4
A2 Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah laporan administrasi 12
) Daerah keuangan perangkat daerah
A21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kab. Jumlah ASN yang diberi gaji dan 7
e ASN Sumenep tunjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab Jumlah laporan keuangan van
A.2.2 | Keuangan ulanan / Triwulanan / Sum'ene disusun P ganyang 12
Semesteran SKPD P
- . . Jumlah pemenuhan
A.3 Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 14

Perangkat Daerah

daerah
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
A31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kab. jumlah sarana dan prasarana 1
= Disiplin Pegawai Sumenep disiplin pegawai yang disediakan
A3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kab. jumlah pengadaan pakaian dinas 7
= Atribut Kelengkapannya Sumenep ASN
A.3.3 Pendataan dan Pengolahan Kab. Jumlah jenis pengelolaan )
= Administrasi Kepegawaian Sumenep kepegawaian tepat waktu
A3.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Jumlah ASN yang mengikuti 5
= Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumenep pelatihan sesuai tugas dan fungsi
A35 Bimbingan Teknis Implementasi Kab. Junmlah peserta bimbingan 7
o Peraturan Perundang-Undangan Sumenep teknis
Administrasi Umum Perangkat Jumlah‘pemenuha‘n .
A4 penyediaan administrasi umum 7
Daerah
perangkat daerah
A4l Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Jumlah jenis/item komponen 2
t Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sumenep instalasi listrik yang disediakan
. Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Kab.
A4.2 Perlengkapan Kantor Sumenep P_erlengkapan Kantor yang 37
disediakan
. - Kab. . _— -
A.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumenep jumlah jenis ATK yang disediakan 14
jumlah makan dan minum yang
. . 270
disediakan
A44 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. jumlah barang cetak dan 5
o Penggandaan Sumenep penggandaan yang disediakan
. Jumlah bahan bacaan dan
A4S Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Perketentuan Perundang- 7
Peraturan Perundang-undangan Sumenep -
undangan yang disediakan
A46 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kab. Jumlah rapat koordinasi dan 121
" dan Konsultasi SKPD Sumenep konsultasi yang dilaksanakan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Kab. . - )
A.4.7 SKPD Sumenep jumlah arsip yang dikelola 6
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah ienis barang van
A.5 Penunjang Urusan Pemerintah - ! 9 yang 3
diadakan
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Jymlah unit k_endaraan
A.5.1 Operasional atau Lapangan Sumene dinas/operasional yang !
P pang P~ | disediakan
Kab. .
A.5.2 | Pengadaan Mebel Sumenep Jumlah mebel yang diadakan 55
A5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Kab. jumlah peralatan dan mesin 18
= Lainnya Sumenep lainnya yang diadakan
A6 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang 3
' Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan
. Kab. :
A.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumenep Jumlah jasa pengantar surat 3.187
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Jumlah Tagihan Listrik, Air,
A.6.2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumenep Telepon dan Internet Rp 153257114,00
A6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Jumlah tenaga outsorching yang 78
T Kantor Sumenep disediakan

RENJA DPMPTSPENIKER 2022 %




No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah ienis barang van
A.7 | Penunjang Urusan Pemerintahan umtan J gyang a
dipelihara
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
A71 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kab. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 35
e Perizinan Kendaraan Dinas Sumenep Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
A.7.2 | Pemeliharaan Mebel Kab. Pemeliharaan Mebel 30
Sumenep
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kab. Jumlah peralatan dan mesin
A.7.3 . . L 33
Lainnya Sumenep lainnya yang dipelihara
A74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab. Jumlah gedung kantor dan 1.668.60
T Kantor dan Bangunan Lainnya Sumenep bangunan lainnya yang dipelihara U
. Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana
A8 Operasional UPTD Sumenep Operasioanal yang ada di UPTD 3
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
URUSAN PENANAMAN MODAL -
REVIU
| FroGRAM PENGEMBANGAN e o aonason? 1000
IKLIM PENANAMAN MODAL e ’
Dibidang Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah Pelaku Usaha yang
1.1 Penanaman Modal yang mendapatkan Fasilitas/Insentif 5
Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah .
Mengenai Pemberian Kab. J“m.'.ah PERKA.DA Pemberian
1.1.1 - . Fasilitas/Insentif dan 1
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Sumenep
Kemudahan Penanaman Modal
Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang
Evaluasi Pelaksanaan Kab Memanfaatkan Fasilitas/Insentif
1.1.2 Pemberian Fasilitas/Insentif dan Sum-ene dan Kemudahan Penanaman 5
Kemudahan Penanaman Modal P Modal sesuai dengan
peruntukannya
12 Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah Obyek Potensi dan 3
’ Kabupaten/Kota Peluang Usaha
Penyusunan Rencana Umum Kab
.2.1 | Penanaman Modal Daerah Surr;ene Tersedianya PERKADA RUPMD 2
Kabupaten/Kota P
2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Kab. Tersedianya Peta Potensi dan 1
e Peluang Usaha Kabupaten/Kota Sumenep Peluang Investasi
m PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan 355
PENANAMAN MODAL Jumlah Investor '
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Promosi
1 Penanaman Modal yang menjadi Jumlah Media Promosi 5
’ Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Penyusunan Strategi Promosi Kab. .]umlah_Dokume_n Rumusan
1.1.1 Strategi Promosi 1
Penanaman Modal Sumenep
Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Regional / Jumlah kegiatan promosi
1.L1.2 | Penanaman Modal Daerah Nagional penanaman modal yang 4
Kabupaten/Kota dilakukan
PROGRAM PELAYANAN Persentase Peningkatan
11 PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor Induk 3,55
Berusaha (NIB)
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
.1 Pintu dibidang Penanaman Modal \(]Itljlrg;ahawon;i?érlgictjE:nBerusaha 5.958
yang menjadi Kewenangan Daerah yang
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
) L Kab. Jumlah Nomor Induk Berusaha
111.1.1 | Sistem Pelayanan Perizinan . 5.958
Berusaha Terintegrasi secara Sumenep (NIB) yang berlaku efektif
Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen
P . Kab. Jumlah Pelaku Usaha Yang
I11.1.2 | Perizinan dan Non Perizinan Sumenep Memenuhi Komitmen Izin Usaha 22
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
.13 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Kab. Jumlah Pengaduan Yang Selesai 10
T terhadap Pelayanan Terpadu Sumenep Ditindaklanjuti
Perizinan dan Non Perizinan
Koordinasi dan  Sinkronisasi Jumlah Dokumen Rekomendasi
1.4 | Penetapan pemberian Kab. Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 5
e etapan per Sumenep Penetapan pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah Y .
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Pelaku Usaha Berizin
v PELAKSANAAN PENANAMAN Yang Beroperasi 5.958
MODAL g P
Pengendalian Pelaksanaan -~ Jumlah Pelaku Usaha Berizin
Penanaman Modal yang menjadi f )
V.1 Yang Beroperasi Sesuai 5.958
Kewenangan Daerah Dengan lIzin Yang Diterbitkan
Kabupaten/Kota 9 9
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Jumlah Dokumen Profil Pelaku
IV.1.1 | Pemantauan Pelaksanaan ) 8
Sumenep Usaha Yang Dipantau
Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab ‘;Aug!zziieézzl:t:saha yang
IV.1.2 | Pembinaan Pelaksanaan : & . 238
Sumenep Pembinaan/Sosialisasi
Penanaman Modal
Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab Jumlah Dokumen Berita Acara
IV.1.3 | Pengawasan Pelaksanaan Surﬁenep Hasil Pengawasan 14

Penanaman Modal

Pelaksanaan Penanaman Modal
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGELOLAAN DATA . .
V | DAN SISTEM INFORMASI ﬁ‘;g:ﬁ]a;?st;gﬁg Sstem 85,00
PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi ol I .
Perizinan dan Non Perizinan yang Penge oaan Da.ltfd Realisasi
V.1 . : ) Penerbitan Perizinan dan Non 100,00
Terintegrasi pada Tingkat Daerah .
Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi
Vi1 Perizinan dan Non Perizinan Kab. Perizinan dan Non Perizinan yang 5
T Berbasis Sistem Pelayanan Sumenep Dimanfaatkan oleh Pemangku
Perizinan Berusaha Terintegrasi Kepentingan
secara Elektronik
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN
URUSAN KETENAGAKERJAAN -
REVIU
Persentase penggunaan
| PROGRAM PERENCANAAN Perencanaan Tenaga Kerja 8200
TENAGA KERJA dalam perencanaan program / '
kegiatan / sub kegiatan
11 Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga 5
: Kerja (RTK) Kerja (RTK)
1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja | Kab. Tersedianya Rencana Tenaga 1
= Makro Sumenep Kerja Makro
1.2 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja | Kab. Tersedianya Rencana Tenaga 1
T Mikro Sumenep Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN KERJA Peningkatan Produktivitas
1] DAN PRODUKTIVITAS TENAGA Tena % Keria 3,85
KERJA garern
1 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang dilatih 81
’ berdasarkan Unit Kompetensi dan mendapatkan sertifikat
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari | Kab. S
1.1.1 Kerja berdasarkan Klaster Sumenep Jumlah peserta yang dilatih 81
Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan
Kerja Sama dengan Sektor Swasta Jumlah MOU de_ngan Sektor
) Kab. Swasta Penyediaan Instruktur
1.L1.2 | untuk Penyediaan Instruktur serta 2
Sumenep serta Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Lembaga Lembaga Pelatihan Keria
Pelatihan Kerja g !
11.1.3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab. Jumlah unit/paket sarana yang 5
T Kabupaten/Kota Sumenep disediakan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Prosentase Lembaga Pelatihan
1.2 ) ; Al 80,00
Kerja Swasta Kerja yang bersertifikasi
2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kab. Jumlah pembinaan lembaga 20
e Kerja Swasta Sumenep pelatihan kerja swasta

RENJA DPMPTSPENAKER 2022 %K




No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
L Jumlah Lembaga Pelatihan
1.3 Perizinan dan Ffendaftaran Kerja yang difasilitasi dalam 40
Lembaga Pelatihan Kerja
proses pendaftaran
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Kab Peningkatan kualitas sarana
11.3.1 | Lembaga Pelatihan Kerja secara : prasarana perizinan Lembaga 80,00
; . Sumenep ) .
Terintegrasi Pelatihan Kerja

1.4 Konsultansi Produktivitas pada Prosentase Peningkatan 3.00

’ Perusahaan Kecil Produktivitas Perusahaan Kecil '
Pelaksanaan Konsultasi Kab Jumlah Konsultasi pelaku usaha

11.4.1 | Produktivitas kepada Perusahaan : kecil dan menengah yang 80
- Sumenep :
Kecil dilaksanakan
L ) Persentase peningkatan skor
1.5 Pengukuran Produktivitas Tingkat Produktivitas Tingkat Daerah 2,50
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten
5.1 Pengukuran Kompetensi dan Kab. Skor Kompetensi dan 8250
= Produktivitas Tenaga Kerja Sumenep Produktivitas Tenaga Kerja '

T PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari kerja yang 7491
TENAGA KERJA ditempatkan ’
Pelayanan Antarkerja di Daerah Persentase partisipasi

.1 : 40,66
Kabupaten/Kota angkatan kerja
Penyediaan Sumber Daya Kab. Peningkatan kualitas sarana
1.1.1 : . 20,00
Pelayanan antar Kerja Sumenep prasarana pelayanan antar kerja
I11.L1.2 | Pelayanan antar Kerja Kab. Persentase tingkat kesempatan 97,53
Sumenep kerja
.13 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kab. Jumlah peserta Penyuluhan dan 40
T bagi Pencari Kerja Sumenep Bimbingan Jabatan
.14 Penyelenggaraan Unit Layanan Kab. Jumlah tenaga kerja disabilitas 10
T Disabilitas Ketenagakerjaan Sumenep yang terlayani
. Kab. Jumlah pencari kerja yang
I11.1.5 | Perluasan Kesempatan Kerja Sumenep mendaftar 750
Penerbitan Izin Lembaga_ Peningkatan Penerbitan Izin
1.2 Penempatan Tenaga Kerja Swasta Lembaga Penempatan Tenaga 0,60
: (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah h '
Kerja Swasta (LPTKS)
Kabupaten/Kota
.21 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Kab. Peningkatan kualitas sarana 20.00
e LPTKS secara Terintegrasi Sumenep prasarana perizinan LPTKS ’
Pengawasan dan Pengendalian Kab Jumlah dokumen Berita Acara
11.2.2 LPT?(S 9 Surﬁene Pemeriksaan Pengawasan dan 10
P Pengendalian LPTKS
Prosentase kualitas
1.3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar 80,00
Kerja
.3.1 Pemeliharaan dan Operasional Kab. Updating sistem informasi Pasar 4
= Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Sumenep Kerja
.3.2 Pelayanan dan Penyediaan Kab. Jumlah pencari kerja yang 788
= Informasi Pasar Kerja Online Sumenep terdaftar secara online
. . Kab. Jumlah perusahaan peserta job
111.3.3 | Job Fair/Bursa Kerja Sumenep fair 50
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
1.4 Penempatan) di Daerah Persentase PMI yang dilayani 80,00
Kabupaten/Kota

RENJA DPMPTSPENAKER 2022

119




No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Pelindungan dan - .
4.1 Kompetensi Calon Pekerja Migran Kab. \(];m:?irl‘epzll(egi M(;graar; Ig:donesm 63
T Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Sumenep ViI) liegal yang dap
. minimalisir
Indonesia (PMI)
. Peningkatan kualitas sarana dan
111.4.2 Penyediaan Layanan Terpadu pada Kab. prasarana Layanan Terpadu pada 20,00
Calon Pekerja Migran Sumenep A
Calon Pekerja Migran
- Jumlah Pekerja Migran Indonesia
111.4.3 Pemberdayaan Pekerja Migran Kab. Purna Penempatan yang bekerja 20
Indonesia Purna Penempatan Sumenep .
kembali
Penerbitan Perpanjangan IMTA
.5 yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Eeesri:‘?ta:rigfunkga%l:]nzan IMTA 80,00
Daerah Kabupaten/Kota P y
Koordinasi dan Sinkronisasi
5.1 Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kab. Jumlah Perpanjangan IMTA yang 5
e Kerja dalam 1 (satu) Daerah Sumenep Lokasi Kerja
Kabupaten/Kota
v PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan 100.00
INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan ’
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
V.1 Perjanjian Kerja Bersama untuk Jumlah peserta sosialisasi 25
' Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan PKB
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
V.11 Pengesahan Peraturan Perusahaan Kab. Jumlah perusahaan yang 20
T bagi Perusahaan Sumenep membentuk LKS Bipartit
V.1.2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Kab. Jumlah perjanjian kerja sama 5
T bagi Perusahaan Sumenep yang dicatat
Penyelenggaraan Pendataan dan .
. Jumlah pekerja/buruh yang
IV.1.3 Inform§5| Sarana Hubungap Kab. menjadi peserta program BPJS 4.739
Industrial dan Jaminan Sosial Sumenep -
. Ketenaga Kerjaan
Tenaga Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Presentase Penvelesaian
V.2 Mogok Kerja dan Penutupan Perselisihan Pe?usahaan 80,00
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
V.21 Penutupan Perusahaan yang Kab. Jumlah mediasi penyelesaian 5
e Berakibat/Berdampak pada Sumenep perselisihan
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Persentase penurunan
dan Penutupan Perusahaan yang Kab. Py .
IvV.2.2 Berakibat/Berdampak pada Sumenep perselisihan hubungan Industrial 0,75

Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

yang masuk ke Pengadilan HI
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada .
IV.2.3 | Organisasi Pengusaha, Federasi dan gﬁrk:;ene ;le:r/ssega;Xatci?\tlz:\eﬁfe”?:ggotaan 21
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat P yang
Buruh serta Non Afiliasi
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kab
IV.2.4 | Kerjasama Tripartit Daerah S : Jumlah ketenagan bekerja 21
umenep
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Kab Persentase pekerja dan buruh
IV.2.5 | Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan s : peserta program BPJS Ketanaga 30,60
o ; h umenep )
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kerjaan
Persentase Transmigran yang
PROGRAM PEMBANGUNAN : .
\Y KAWASAN TRANSMIGRASI Berhasﬂ_Memngk{:ltkan Taraf 80,00
Ekonomi dan Sosialnya
Penataan Persebaran Penduduk Jumlah kunjungan kerjasama
V.1 yang Berasal dari 1 (satu) Daerah antar daerah penempatan 3
Kabupaten/Kota transmigrasi
Pemindahan dan Penempatan Kab Jumlah calon transmigran yang
V.1.1 | Transmigran yang berasal dari 1 : . 4
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumenep diberangkatkan
. . Kab. Jumlah KK yang mendapatkan
V.1.2 | Penyuluhan Transmigrasi Sumenep Penyuluhan Transmigrasi 2
. . . Kab. Jumlah KK yang mendapatkan
V.1.3 | Pelatihan Transmigrasi Sumenep Pelatihan Transmigrasi 2
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3.1.

3.2.

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan
Kebijakan Nasional dan Provinsi

RKP pada 2022 diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja,
Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan
menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan pertumbuhan produk domestik bruto
antara 5,4-6,0 persen secara year on year.

Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan,
sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan
dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami
akselerasi.

Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan
tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024, RKP 2022 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional
dengan 10 Major Project yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu
Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter,
Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major
Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan
Nasional, dan Ibu Kota Negara.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan
strategis.  Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui

RENJA DPMPTSPENIKER 2022 guw¥]



tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan

diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan

pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap

sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah merumuskan

sasaran berikut indikator keberhasilannya.

dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Tujuan

RENSTRA

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan

Persentase

Meningkatnya kulitas pelayanan

Indeks Kepuasan pelayanan penanaman

daya tarik peningkatan
. . . penanaman modal modal
Investaasi realisasi investasi
. . Persentase Pelaku Usaha yan
Terwujudnya Iklim - Y g
1 Penanaman Modal 1.1 mendapatkan Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal
Terlak P i .
erlaksananya Fromos Persentase Peningkatan Jumlah
2 Penanaman Modal yang 2.1
Investor
Tepat Sasaran
Persentase Peningkatan Jumlah
2.2 I . .
Nilai Realisasi Investasi
Terlaksana.nya Jumlah Pelaku Usaha Berizin
3 Pengendalian Penanaman 3.1 Yang Beroperasi
Modal & P
Terlaksananya Pelayanan Persentase Peningkatan
4 Perizinan dan Nonperizinan 4.1 Penerbitan Nomor Induk

yang Sesuai SOP dan SPP

Berusaha (NIB)
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RENSTRA

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terlaksananya Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal yang
Baik

Kualitas Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal

Meningkatkan
Kualitas dan
Produktifitas
Ketenaga Kerjaan

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)

Meningkatnya Perluasan Lapangan
Kerja dan Ketenaga Kerjaan

Meningkatnya Kesempatan Berusaha

1 Terciptanya Tenaga Kerja 11 Persentase Partisipasi Angkatan
yang Berkopetensi Kerja
1.2 Persentase Pencari Kerja Yang
Ditempatkan
2 Terciptanya Hubungan 2.1 Persentase Penurunan
Industrial yang kondusif Perselisihan Hubungan
Industrial Yang Masuk Ke
Pengadilan H.I
3 Terwujudnya Perusahaan 3.1 Persentase Perusahaan yang
yang Menerapkan Tata Menerapkan Tata Kelola Kerja
Kelola Kerja yang Layak (PP yang Layak (PP / PKB, LKS,
/ PKB, LKS, Bipatrit, Struktur Bipatrit, Struktur Skala Upah,
Skala Upah, dan Terdaftar dan Terdaftar Peserta BPJS
Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Ketenagakerjaan)
Meningkatnya Tata kelola Indeks RB

Pemerintahan Yang Baik
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Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2022 merupakan hasil
rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan
- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up
Rencana program dan kegiatan tahun 2022 memuat uraian disertai dengan
indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD
Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu,
rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan
dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep
dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi
pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2022.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal
RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun
2022 direncanakan terdiri atas 11 (sebelas) program, 28 (dua puluh delapan)
kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan yang bersumber dari APBD
Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik..

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dan

prakiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C. 33 :
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Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Sumenep

Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . . Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
R ED Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL 29.009.726.340 31.910.698.974
DAN KETENAGAKERJAAN
BELANJA RUTIN 11.780.292.724 12.958.321.996
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan sarana
1 URUSAN PEMERINTAHAN dan rasararr,\a erkantoran 20,00 11.780.292.724 20,00 12.958.321.996
DAERAH KABUPATEN/KOTA P P
Persentase pemenuhan sarana 20,00 20,00
dan prasarana perkantoran
Jumlah penyusunan dokumen
Perencanaan, Penganggaran, erencanaan, penanggaran dan
12 dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Po o/ canaan, PENangs 14 114.559.968 14 126.015.965
evaulasi kinerka perangkat
Daerah
daerah
112 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen pv.arencanaan Kab. 4 20.000.000 | APBD 4 22.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan Sumenep
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA yang Kab.
2 Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan Sumenep 2 10.000.000 | APBD 2 11.000.000
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana

. . S Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan kinerja dan Kab
1|2 Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang Sum.ene 4 4.559.968 | APBD 4 5.015.965
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun sesuai ketentuan P
1|2 Evaluasi Kinerja Perangkat Jl.JmIz?h pelaksanaan evaluasi Kab. 4 80.000.000 | APBD 4 88.000.000
Daerah kinerja perangkat daerah Sumenep
12 Administrasi Keuangan Jumlah laporan administrasi 12 9.263.115.260 12 10.189.426.786
Perangkat Daerah keuangan perangkat daerah
112 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang diberi gaji dan Kab. 72 9.253.115.260 | APBD 72 10.178.426.786
ASN tunjangan Sumenep
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan yan Kab
12 Laporan Keuangan ulanan / ! P gan yang : 12 10.000.000 | APBD 12 11.000.000
. disusun Sumenep
Triwulanan / Semesteran SKPD
1] 2 Administrasi Kepegawaian Jumlah pe.menuhan administrasi 14 194.435.680 14 213.879.248
Perangkat Daerah kepegawaian daerah
1|2 Penlngkatan.slaréna dan ' Ju.n.ﬂa‘h sarana qan pras.aran.a Kab. 1 7.000.000 | APBD 1 7.700.000
Prasarana Disiplin Pegawai disiplin pegawai yang disediakan Sumenep
112 Per?gadaan Pakaian Dinas Beserta | jumlah pengadaan pakaian dinas Kab. 72 141.403.680 | APBD 72 155.544.048
Atribut Kelengkapannya ASN Sumenep
1|2 Pend.at.aan o'Ian Pengola.han Jumlahjen.ls pengelolaan Kab. 5 15.000.000 | APBD 5 16.500.000
Administrasi Kepegawaian kepegawaian tepat waktu Sumenep
Pendidikan dan Pelatihan I
1|2 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlz?h ASN yan.g mengikuti . Kab. 5 21.032.000 | APBD 5 23.135.200
. pelatihan sesuai tugas dan fungsi Sumenep
Fungsi
RENJ1 DPMPTSPENIKER 2022 vy




Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022 Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . X Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
R ED Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1|2 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Junn.ﬁlah peserta bimbingan Kab. 7 10.000.000 | APBD 7 11.000.000
1 | Peraturan Perundang-Undangan teknis Sumenep
-~ . Jumlah pemenuhan penyediaan
1|2 Administrasi Umum Perangkat administrasi umum perangkat 7 645.355.189 7 709.890.708
Daerah
daerah
Penyediaan Komponen Instalasi L
12 1| Listrik/Penerangan Bangunan Jumiah jenis/item komponen Kab. 24 17.900.043 | APBD 26 19.690.047
instalasi listrik yang disediakan Sumenep
Kantor
. Jumlah Peralatan dan
1] 2 , | Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Kab. 37 87.552.609 | APBD 4 96.307.870
Perlengkapan Kantor o Sumenep
disediakan
1] 2 4 | Penvediaan Bahan Logistik jumlah jenis ATK yang disediakan | <22 14 182.639.781 | APBD 15 200.903.759
Kantor Sumenep
Ju.mla.h makan dan minum yang Kab. 270 297
disediakan Sumenep
12 5 Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah barang cetak.dan. Kab. 5 19.196.246 | APBD 6 21.115.871
Penggandaan penggandaan yang disediakan Sumenep
. Jumlah bahan bacaan dan
112 g | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perketentuan Perundang- Kab. 7 100.261.400 | APBD 8 110.287.540
Peraturan Perundang-undangan o Sumenep
undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat koordinasi dan Dalam
12 9 Ve ense pat pat kool dan Luar 121 151.051.300 | APBD 133 166.156.430
Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi yang dilaksanakan Daerah
1 | Penatausahaan Arsip Dinamis . . . Kab.
1|2 0 | pada SkPD jumlah arsip yang dikelola Sumenep 6 86.753.810 | APBD 7 95.429.191
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah ienis barang van
1|2 Penunjang Urusan Pemerintah ) ) yang 3 475.082.231 3 522.590.454
diadakan
Daerah
RENJA DPMPTSPENIKER 2022 WL




Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . S Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
. Jumlah unit kendaraan
12 Pengadaan Kendaraan Dinas dinas/operasional yang Kab. 1 250.000.000 | APBD 1 275.000.000
Operasional atau Lapangan L Sumenep
disediakan
12 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan ESr:enep 55 138.076.488 | APBD 61 151.884.137
1|2 Pe.ngadaan Peralatan dan Mesin Juvmlah peralatvan dan mesin Kab. 18 87.005.743 | APBD 20 95.706.318
Lainnya lainnya yang diadakan Sumenep
12 Penyediaan Ja‘sa Penunjang Jumlah' jenis jasa penunjang 3 570.448.254 3 627.493.080
Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan
Kab.
12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa pengantar surat SSmenep 3.187 3.929.485 | APBD 3.506 4.322.434
1] 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik, A, Kab. Rp 153.257.114 289.568.713 | APBD Rp 168.582.825 318.525.585
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon dan Internet Sumenep
112 Penyediaan Jasa Pelayanan JL.JmIa.h tenaga outsorching yang Kab. 78 276.950.056 | APBD 78 304.645.062
Umum Kantor disediakan Sumenep
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah ienis barang van
1|2 Daerah Penunjang Urusan s ! B yang 4 401.216.331 4 441.337.964
. dipelihara
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
112 Blax.la. Pemeliharaan, Pa?jak, dan Blay.la Pemeliharaan, P:?jak, dan Kab. 35 119.125.600 | APBD 35 131.038.160
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas Sumenep
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
12 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Kab. 30 27.485.375 | APBD 33 30.233.913
Sumenep
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Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . s Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . X Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
R ED Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
12 Pemgllha.raan Peralatan dan Ju.mlah peralat.an (.:Ian mesin Kab. 33 32.140.400 | APBD 36 35.354.440
Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara Sumenep
Pemeliharaan/Rehabilitasi
12 Gedung Kantor dan Bangunan Jumiah gedung kantor dan Kab. 1.668,60 222.464.956 | APBD 1.835,46 244.711.452
. bangunan lainnya yang dipelihara | Sumenep
Lainnya
. Jumlah Sarana dan Prasarana Kab.
Operasional UPTD Operasioanal yang ada di UPTD Sumenep 5 116.079.810 | APBD 6 127.687.791
URUSAN PENANAMAN MODAL - 1.825.603.334 2.008.163.667
REVIU
Persentase Pelaku Usaha yang
0 PROGRAM PENGEMBANGAN o .
2 IKLIM PENANAMAN MODAL m.et\dapatkan Fasilitas/Insentif 10,00 259.571.286 10,00 285.528.415
Dibidang Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
0 Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah Pelaku Usaha yang
2 2 Penanaman Modal yang mendapatkan Fasilitas/Insentif 5 100.000.000 6 110.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
0 Ezz:ipan Me:e:::ikszmberian Jumiah PERKADA Pemberian Kab
2 " ‘g Fasilitas/Insentif dan ' 1 50.000.000 | APBD 1 55.000.000
2 Fasilitas/Insentif dan Sumenep
Kemudahan Penanaman Modal
Kemudahan Penanaman Modal
RENJA DPMPTSPENIKER 2022 el




Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . s Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Jumlah Pelaku Usaha yang
0 Evaluasi Pelaksanaan Memanfaatkan Fasilitas/Insentif Kab
2 Pemberian Fasilitas/Insentif dan | dan Kemudahan Penanaman ' 5 50.000.000 | APBD 6 55.000.000
2 . Sumenep
Kemudahan Penanaman Modal Modal sesuai dengan
peruntukannya
0 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Obyek Potensi dan
2 2 Investasi Kabupaten/Kota Peluang Usaha 3 159.571.286 3 175.528.415
0 Penyusunan Rencana Umum Kab
2 Penanaman Modal Daerah Tersedianya PERKADA RUPMD ’ 2 50.000.000 | APBD 2 55.000.000
2 Sumenep
Kabupaten/Kota
0 Penyediaan Peta Potensi dan Tersedianya Peta Potensi dan Kab.
2 2 Peluang Usaha Kabupaten/Kota Peluang Investasi Sumenep 1 109.571.286 | APBD 1 120.528.415
0 PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan Jumlah
3 PENANAMAN MODAL Investor 3,55 180.678.300 3,61 198.746.130
Penyelenggaraan Promosi
0 2 Penanaman Modal yang menjadi | Jumlah Media Promosi 5 180.678.300 5 198.746.130
3 Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
0 Penyusunan Strategi Promosi Jumlah Dokumen Rumusan Kab
2 v & Strategi Promosi ' 1 55.684.200 | APBD 1 61.252.620
3 Penanaman Modal Sumenep
Penanaman Modal
0 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah kegiatan promosi Kab
2 Penanaman Modal Daerah penanaman modal yang ’ 4 124.994.100 | APBD 4 137.493.510
3 X Sumenep
Kabupaten/Kota dilakukan
Persentase Peningkatan
0 PROGRAM PELAYANAN .
4 PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor Induk 3,55 1.076.826.078 3,61 1.184.508.685
Berusaha (NIB)
RENJ DPMPTSPENIKER 2022 ksl




Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . s Tahun 2023

Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan

Kode . . X Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
R ED Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan secara Terpadu Satu
0 Pintu dibidang Penanaman Jumlah Nomor Induk Berusaha
4 2 Modal yang menjadi (NIB) yang diterbitkan 5.958 1.076.826.078 6.173 1.184.508.685

Kewenangan Daerah

Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Nonperizinan
o, berbasis Sistem Pelayanan Jumiah Nomor Induk Berusaha | Kab. 5.958 1.000.000.000 | APBD 6.173 1.100.000.000
4 . . ) (NIB) yang berlaku efektif Sumenep

Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik
0 Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pelaku Usaha Yan Kab

2 Komitmen Perizinan dan Non . | . g ' 22 45.480.728 | APBD 24 50.028.800

4 . Memenuhi Komitmen Izin Usaha Sumenep

Perizinan Penanaman Modal

Penyediaan Layanan Konsultasi

dan Pengelolaan Pengaduan .
0 2 Masyarakat terhadap Pelayanan Ju.rf'nlah Pengafjuan Yang Selesai Kab. 10 6.345.350 | APBD 11 6.979.885
4 . Ditindaklanjuti Sumenep

Terpadu Perizinan dan Non

Perizinan

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Rekomendasi
0 ) Slnkrom.sa5| f’fenetapan . Hasil Koordinasi dar.w Sinkronisasi Kab. 5 25.000.000 | APBD 6 27.500.000
4 pemberian Fasilitas/Insentif Penetapan pemberian Sumenep

Daerah Fasilitas/Insentif Daerah
0 PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Pelaku Usaha Berizin

PELAKSANAAN PENANAMAN um’ah Pelaku Hsaha Be 5.958 284.390.700 6.173 312.829.770
5 Yang Beroperasi

MODAL
0 ::gig:‘:z::‘rl:llzzl:rsz:aar:en'adi Jumlah Pelaku Usaha Berizin

2 yang ) Yang Beroperasi Sesuai Dengan 5.958 284.390.700 6.173 312.829.770
5 Kewenangan Daerah . . 5
I1zin Yang Diterbitkan

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi )
0 2 Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Dokun.1en Profil Pelaku Kab. 8 55.684.200 DAK Non 8 61.252.620
5 Usaha Yang Dipantau Sumenep Fisik

Penanaman Modal

RENJ DPMPTSPENIKER 2022 kY




Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana

. . s Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . R X Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . A Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1] o Koordinasi dan Sinkronisasi JMurenr:.aahdrsLasl::ﬁtl;saha yang Kab DAK Non
2 2 Pembinaan Pelaksanaan J. e : 238 124.994.100 L 261 137.493.510
8|5 Pembinaan/Sosialisasi Sumenep Fisik
Penanaman Modal
Pelaksanaan Penanaman Modal
1l o0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jum.lah Dokumen Berita Acara Kab. DAK Non
2 2 Pengawasan Pelaksanaan Hasil Pengawasan 14 103.712.400 . 16 114.083.640
8|5 Sumenep Fisik
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal
1|0 PROGRAM PENGELOLAAN DATA Kualitas Data dan Sistem
2 sl 6 DAN SISTEM INFORMASI Informasi Penanaman Modal 85,00 24.136.970 87,00 26.550.667
PENANAMAN MODAL
o peraellan e o | pengttan bt el
2 2 . A . Penerbitan Perizinan dan Non 100,00 24.136.970 100,00 26.550.667
8| 6 yang Terintegrasi pada Tingkat Perizinan Tepat Waktu
Daerah Kabupaten/Kota P
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi
1|0 Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan yang | Kab.
2 8| 6 2 Berbasis Sistem Pelayanan Dimanfaatkan oleh Pemangku Sumenep > 24.136.970 | APBD > 26.550.667
Perizinan Berusaha Terintegrasi Kepentingan
secara Elektronik
URUSAN KETENAGAKERIAAN - 15.403.830.283 16.944.213.311
REVIU
Persentase penggunaan
0|0 PROGRAM PERENCANAAN Perencanaan Tenaga Kerja
2 7|2 TENAGA KERJA dalam perencanaan program / 82,00 100.000.000 82,50 110.000.000
kegiatan / sub kegiatan
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Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . s Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

0|0 0 Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga
71 2 2 1 Kerja (RTK) Kerja (RTK) 2 100.000.000 2 110.000.000
0|0 0 | 0 | Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga Kab.
712 2 1| 1| KerjaMakro Kerja Makro Sumenep 1 50.000.000 | APBD 1 55.000.000
0|0 0 | 0 | Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga Kab.
712 2 1| 2 | KerjaMikro Kerja Mikro Sumenep ! 50.000.000 | APBD 1 55.000.000
oo PROGRAM PELATIHAN KERIA Peningkatan Produktivitas

DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 8 . 3,85 1.035.674.607 4,94 1.139.242.068
7|3 Tenaga Kerja

KERJA
0|0 0 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang dilatih dan
7|3 2 1 berdasarkan Unit Kompetensi mendapatkan sertifikat 81 815.620.288 85 897.182.317

Proses Pelaksanaan Pendidikan
0|0 0 | 0 | dan Pelatihan Keterampilan bagi - Kab.
7| 3 2 1| 1| Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah peserta yang dilatih Sumenep 81 695.620.288 | APBD 85 765.182.317

Kompetensi

Koordinasi Lintas Lembaga dan

Kerja Sama dengan Sektor Jumlah MOU dengan Sektor
0|0 0 | 0 | Swasta untuk Penyediaan Swasta Penyediaan Instruktur Kab.
713 2 1| 2 | Instruktur serta Sarana dan serta Sarana dan Prasarana Sumenep 2 20.000.000 | APBD 2 22.000.000

Prasarana Lembaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja

Kerja
0|0 0 | 0 | Pengadaan Sarana Pelatihan Jumlah unit/paket sarana yang Kab.
713 2 1| 3 | KerjaKabupaten/Kota disediakan Sumenep > 100.000.000 | APBD 6 110.000.000
0|0 2 0 Pen.1b|naan Lembaga Pelatihan Pro:sentase Lemba.ga.l Pe!atlhan 80,00 60.026.866 85,00 66.029 553
7|3 2 Kerja Swasta Kerja yang bersertifikasi
0|0 5 0|0 Pemblnaan Lembaga Pelatihan Jumla}h pemb.lnaan lembaga Kab. 20 60.026.866 | APBD 42 66.029 553
713 2 | 1| KerjaSwasta pelatihan kerja swasta Sumenep

. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
010,10 Perizinan dan Pendaftaran yang difasilitasi dalam proses 40 50.000.000 42 55.000.000
7|3 3 Lembaga Pelatihan Kerja
pendaftaran
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Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . S Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . X Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
R ED Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

olo Penyediaan Sumber Daya Peningkatan kualitas sarana Kab
71 3 2 Perizinan Lembaga Pelatihan prasarana perizinan Lembaga Sum.ene 80 50.000.000 | APBD 85 55.000.000

Kerja secara Terintegrasi Pelatihan Kerja P
oo Konsultansi Produktivitas pada Prosentase Peningkatan
7|3 2 Perusahaan Kecil Produktivitas Perusahaan Kecil 3,00 60.027.453 3,50 66.030.156
ol o Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Konsultasi pelaku usaha Kab

2 Produktivitas kepada Perusahaan | kecil dan menengah yang : 80 60.027.453 | APBD 82 66.030.198

713 X . Sumenep

Kecil dilaksanakan

L Persentase peningkatan skor
0101, Pengukuran Produktivitas Produktivitas Tingkat Daerah 2,50 50.000.000 2,50 55.000.000
7|3 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten
0|0 Pengukuran Kompetensi dan Skor Kompetensi dan Kab.
713 2 Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Sumenep 82,50 50.000.000 | APBD 85,00 55.000.000
0|0 PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari kerja yang
71 a TENAGA KERJA ditempatkan 74,91 13.780.096.925 75,51 15.158.106.617
0|0 2 Pelayanan Antarkerja di Daerah Per.sentase partisipasi angkatan 40,66 13.347.910.000 41,26 14.682.701.000
7|4 Kabupaten/Kota kerja
0|0 ) Penyediaan Sumber'Daya Peningkatan kualitas sarana . Kab. 2 10.795.050.000 | APBD 20 11.874.555.000
7| 4 Pelayanan antar Kerja prasarana pelayanan antar kerja Sumenep
0101, Pelayanan antar Kerja Persentase tingkat kesempatan | Kab. 97,53 10.000.000 | APBD 98,03 11.000.000
714 kerja Sumenep
oo Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah peserta Penyuluhan dan Kab.
7| 4 2 Jabatan bagi Pencari Kerja Bimbingan Jabatan Sumenep 40 20.000.000 | APBD 44 22.000.000
0|0 ) P('enye'I'(enggaraan Unit L.ayanan Jumlah tenagz.a kerja disabilitas Kab. 10 20.000.000 | APBD 11 22.000.000
714 Disabilitas Ketenagakerjaan yang terlayani Sumenep
RENJA DPMPTSPENIKER 2022 kR




Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . s Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
01, Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja yang Kab. 750 2.502.860.000 | APBD 825 2.753.146.000
4 mendaftar Sumenep
0 zg:zrmblt:tr;:‘z!:e:.‘zmab;gia Peningkatan Penerbitan Izin
2 P & ] Lembaga Penempatan Tenaga 0,60 60.000.000 1,20 66.000.000
4 Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Kerja Swasta (LPTKS)
Daerah Kabupaten/Kota )
Penyediaan Sumber Daya . .
01, Perizinan LPTKS secara Peningkatan kualitas sarana Kab. 20,00 50.000.000 | APBD 20,00 55.000.000
4 . . prasarana perizinan LPTKS Sumenep
Terintegrasi
0 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah dokumen Berita Acara Kab
2 & g Pemeriksaan Pengawasan dan ' 10 10.000.000 | APBD 11 11.000.000
4 LPTKS K Sumenep
Pengendalian LPTKS
0 2 Pen.gelolaan Informasi Pasar Prosentafe kualltas'PengeIoIaan 80,00 251.249.922 80,60 276.374.914
4 Kerja Informasi Pasar Kerja
Pemeliharaan dan Operasional N . .
0 2 Aplikasi Informasi Pasar Kerja Up(?atlng sistem informasi Pasar Kab. 4 40.000.000 | APBD 4 44.000.000
4 . Kerja Sumenep
Online
0 ) PeIayanap dan Penyedlaa‘n Jumlah pencari kerjé yang Kab. 788 86.249.922 | APBD 827 04.874.914
4 Informasi Pasar Kerja Online terdaftar secara online Sumenep
NE Job Fair/Bursa Kerja umiah perusahasn peserta job 50 125.000.000 | APBD 55 137.500.000
0 Pelindungan PMI (Pra dan Purna
4 2 Penempatan) di Daerah Persentase PMI yang dilayani 80,00 110.937.003 85,00 122.030.703
Kabupaten/Kota
0 Ei::;get:;i?g;g:d::lf:r?adan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Kab
4 2 Migran Indonesia (PMI)/Pekerja ii’\::,y;i?rl yang dapat di Sumenep 63 40.937.003 | APBD 66 45.030.703
Migran Indonesia (PMI)
. Peningkatan kualitas sarana dan
0 2 Penyediaan Layan'an Terpadu prasarana Layanan Terpadu pada Kab. 20,00 50.000.000 | APBD 20,00 55.000.000
4 pada Calon Pekerja Migran B Sumenep
Calon Pekerja Migran
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Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . S Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . X Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
R ED Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
o Jumlah Pekerja Migran Indonesia
0 2 Pemberf:iayaan Pekerja Migran Purna Penempatan yang bekerja Kab. 20 20.000.000 | APBD 22 22.000.000
4 Indonesia Purna Penempatan . Sumenep
kembali
Penerbitan Perpanjangan IMTA
01, yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) | ' ¢ >entase penggunaan IMTA 80,00 10.000.000 82,50 11.000.000
4 sesuai peruntukannya
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
0 ) Perpanjangan IMTA yang Lokasi Jumlah Perpanjangan IMTA yang Kab. 5 10.000.000 | APBD 5 11.000.000
4 Kerja dalam 1 (satu) Daerah Lokasi Kerja Sumenep
Kabupaten/Kota
0 PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan
5 INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan 100,00 357.172.629 100,00 392.889.891
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
0 Perjanjian Kerja Bersama untuk Jumlah peserta sosialisasi
5 2 Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan PKB 25 130.833.522 27 143.916.875
Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
0 Pengesahan Peraturan Jumlah perusahaan yang Kab.
2 2 . . APBD . .
5 Perusahaan bagi Perusahaan membentuk LKS Bipartit Sumenep 0 55.586.409 22 61.145.050
0 2 Penvdaftaran Pgrjanjlan Jumlah perjanjian kerja sama Kab. 5 20.000.000 | APBD 5 22.000.000
5 Kerjasama bagi Perusahaan yang dicatat Sumenep
0 formas Sorana tabngan | omiah pekera/buruvang |
2 . . g . menjadi peserta program BPJS : 4.739 55.247.113 | APBD 4,976 60.771.825
5 Industrial dan Jaminan Sosial . Sumenep
. Ketenaga Kerjaan
Tenaga Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
0 Perselisihan Hubungan Presentase Penyelesaian
2 Industrial, Mogok Kerja dan .. v 80,00 226.339.106 84,00 248.973.017
5 . Perselisihan Perusahaan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota
RENJ1 DPMPTSPENIKER 2022 kY




Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . s Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . X Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu D Capaian Dana/Pagu
& Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan . .
(5) 2 Perusahaan yang Jur:ﬂalh .rrh1e:|a5| penyelesaian ga:)n' n 5 55.616.079 | APBD 5 61.177.687
Berakibat/Berdampak pada perselisina umenep
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
0 Kerja, dan Penutupan Persentase penurunan Kab
5 2 Perusahaan yang perselisihan hubungan Industrial Sun';enep 0,75 20.000.000 | APBD 1,35 22.000.000
Berakibat/Berdampak pada yang masuk ke Pengadilan HlI
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
0 Organisasi Pengusaha, Federasi Tersedianya data keanggotaan Kab.
5 2 dan Konfederasi Serikat SP/SB yang terverifikasi Sumenep 21 20.000.000 | APBD 22 22.000.000
Pekerja/Serikat Buruh serta Non
Afiliasi
0 Pelaksanaan Operasional Kab
2 Lembaga Kerjasama Tripartit Jumlah ketenagan bekerja : 21 110.723.027 | APBD 22 121.795.330
5 Sumenep
Daerah Kabupaten/Kota
0 Pengembangan Pelaksanaan Persentase pekerja dan buruh Kab
5 2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan peserta program BPJS Ketanaga Sum'enep 30,60 20.000.000 | APBD 31,20 22.000.000
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kerjaan
Persentase Transmigran yang
(3) :23\[(2‘5,}\_\“'\/: ‘::I'-\\nl\?SANINI((iiLIJlxl:IN Berhasil .Meningk.atkan Taraf 80,00 130.886.122 82,50 143.974.734
Ekonomi dan Sosialnya
0 Penataan Persebaran Penduduk Jumlah kunjungan kerjasama
3 2 yang Berasal dari 1 (satu) antar daerah penempatan 3 130.886.122 3 143.974.734
Daerah Kabupaten/Kota transmigrasi
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Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
. . .. Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting A
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
& Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
0 Pemindahan dan Penempatan Jumlah calon transmigran yan Kab
3 2 Transmigran yang berasal dari 1 diberanekatkan gran yang Sum.ene 4 60.886.122 | APBD 6 66.974.734
(satu) Daerah Kabupaten/Kota g P
01, Penyuluhan Transmigrasi Jumlah KK yang mendapatkan Kab. 2 20.000.000 | APBD 3 22.000.000
3 Penyuluhan Transmigrasi Sumenep
o, Pelatihan Transmigrasi Jumiah KK yang mendapatkan Kab. 2 50.000.000 | APBD 3 55.000.000
3 Pelatihan Transmigrasi Sumenep
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan
tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana
Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2022 memuat uraian disertai dengan
indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun
2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana
program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber
pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik.
Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan
kebutuhan dana pada tahun 2022.
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Tabel 4.1

Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

PROGRAM / KEGIATAN / SUB

INDIKATOR OUTCOM /

PAGU INDIKATIF (Rp.)

TUJUAN INT[::JK:;ﬁR SASARAN ":AD:,(QI:A?\]R KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (outpuT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
11.780.292 12.958.321 14.226.654 | 15.621.819. 17.156.501 18.844.651
BELANJA RUTIN 724 .996 .196 616 577 .735
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan | ) ;00595 | 12.958.321 | 14.226.654 | 15.621.819. | 17.156.501 | 18.844.651
URUSAN PEMERINTAHAN sarana dan prasarana 724 996 196 616 577 735
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran ' ’ ' ' '
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
perkantoran
Jumlah penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, | dokumen perencanaan, | 41, cog96 | 126.015.96 | 138.617.56 | 152.479.31 | 167.727.24 | 184.499.97
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | penanggaran dan
. 8 5 1 7 9 4
Daerah evaulasi kinerka
perangkat daerah
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen perencanaan yang 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Perencanaan Perangkat Daerah | disusun sesuai
ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah dokumen RKA
v yang disusun sesuai 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
Dokumen RKA-SKPD
ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan ij;r:lii:tliasZ?rrzr;lli(slzsi”a
Laporan Capaian Kinerja dan . R 4.559.968 5.015.965 5.517.561 6.069.317 6.676.249 7.343.874
. A kinerja yang disusun
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD )
sesuai ketentuan
R Jumlah pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi kinerja 80.000.000 88.000.000 96.800.000 106.480.00 117.128.00 128.840.80
Daerah 0 0 0
perangkat daerah
Administrasi Keuangan ’a‘;’:‘n':n';s'::irzzuan o 9.263.115. | 10.189.426 | 11.208.369 | 12.329.206. | 13.562.127 | 14.918.339
Perangkat Daerah & 260 .786 .465 411 .053 .758
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah ASN yang diberi 9.253.115.2 | 10.178.426. | 11.196.269. | 12.315.896. | 13.547.486. | 14.902.234.
ASN gaji dan tunjangan 60 786 465 411 053 658
Koordinasi dan Penyusunan
Jumlah laporan
Laporan Keuangan ulanan / . 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
. keuangan yang disusun
Triwulanan / Semesteran SKPD
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Administrasi Kepegawaian Jumlah pemenuhan 194.435.68 | 213.879.24 | 235.267.17 | 258.793.89 | 284.673.27 | 313.140.60
administrasi
Perangkat Daerah A 0 8 3 0 9 7
kepegawaian daerah
Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan
e . ) prasarana disiplin 7.000.000 7.700.000 8.470.000 9.317.000 | 10.248.700 | 11.273.570
Prasarana Disiplin Pegawai . L
pegawai yang disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas .
. jumlah pengadaan 141.403.68 155.544.04 171.098.45 188.208.29 207.029.12 227.732.04
Beserta Atribut ) ;
pakaian dinas ASN 0 8 3 8 8 1
Kelengkapannya
Jumlah jenis
Pendataan dan Pengolahan pengelolaan 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 19.965.000 | 21.961.500 | 24.157.650
Administrasi Kepegawaian kepegawaian tepat
waktu
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang
Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pelatihan 21.032.000 23.135.200 | 25.448.720 27.993.592 30.792.951 33.872.246
dan Fungsi sesuai tugas dan fungsi
Bimbingan Teknis Junmiah peserta
Implementasi Peraturan L P ) 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100
bimbingan teknis
Perundang-Undangan
Jumlah pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat | penyediaan 645.355.18 | 709.890.70 | 780.879.77 | 858.967.75 | 944.864.53 1.039.350.
Daerah administrasi umum 9 8 9 7 2 985
perangkat daerah
Penyediaan Komponen Jumlah jenis/item
Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi 17.900.043 19.690.047 21.659.052 23.824.957 26.207.453 28.828.198
Bangunan Kantor listrik yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 105.938.65 | 116.532.52 | 128.185.77 | 141.004.35
Y Perlengkapan Kantor 87.552.609 | 96.307.870 DA U U U
Perlengkapan Kantor s 7 3 5 2
yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik jumlah jenis ATK yang 182.639.78 200.903.75 220.994.13 243.093.54 267.402.90 294.143.19
Kantor disediakan 1 9 5 9 3 4
jumlah makan dan
minum yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan jumlah barang cetak dan
Y J penggandaan yang 19.196.246 | 21.115.871 | 23.227.458 | 25.550.203 | 28.105.224 | 30.915.746
dan Penggandaan o
disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah bahan bacaan 100.261.40 | 110.287.54 | 121.316.29 | 133.447.92 | 146.792.71 | 161.471.98
Peraturan Perundang- dan Perketentuan
0 0 4 3 6 7
undangan Perundang-undangan
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yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat L‘;T'E:nrsau‘::atsli“’z;d'"as' 151.051.30 | 166.156.43 | 182.772.07 | 201.049.28 | 221.154.20 | 243.269.62
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | yang 0 0 3 0 8 9
dilaksanakan
Penatausahaan Arsip Dinamis jumlah arsip yang 104.972.11 115.469.32 127.016.25 139.717.87
pada SKPD dikelola 86.753.810 95.429.191 0 1 3 9
Pengadaan Barang Milik L
. Jumlah jenis barang 475.082.23 522.590.45 547.349.50 574.584.45 604.542.89 637.497.18
Daerah Penunjang Urusan ang diadakan 1 4 0 0 5 4
Pemerintah Daerah yang
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah unit kendaraan 250.000.00 | 275.000.00 | 275.000.00 | 275.000.00 | 275.000.00 | 275.000.00
) dinas/operasional yang
Operasional atau Lapangan L 0 0 0 0 0 0
disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 138.076.48 151.884.13 167.072.55 183.779.80 202.157.78 222.373.56
& diadakan 8 7 0 6 6 5
jumlah peralatan dan
Pengadaén Peralatan dan mesin lainnya yang 87.005.743 95.706.318 105.276.94 115.804.64 127.385.10 140.123.61
Mesin Lainnya . 9 4 9 9
diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang "::Lih ;:"'s ;zsa 570.448.25 | 627.493.08 | 690.242.38 | 759.266.62 | 835.193.28 | 918.712.61
Urusan Pemerintahan Daerah p. Jang yang 4 0 8 7 9 8
diadakan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah jasa pengantar
3.929.485 4.322.434 4.754.677 5.230.145 5.753.159 6.328.475
Menyurat surat
. L Jumlah Tagihan Listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, K 289.568.71 318.525.58 350.378.14 385.415.95 423.957.55 466.353.30
. . Air, Telepon dan
Sumber Daya Air dan Listrik 3 5 3 8 3 9
Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 276.950.05 | 304.645.06 | 335.109.56 | 368.620.52 | 405.482.57 | 446.030.83
outsorching yang
Umum Kantor . 6 2 8 5 7 5
disediakan
Pemeliharaan .Barang Milik Jumlah jenis barang 401.216.33 441.337.96 485.471.76 534.018.93 587.420.83 646.162.91
Daerah Penunjang Urusan ang dioelihara 1 a 1 7 0 3
Pemerintahan Daerah yang dip
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Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | Pemeliharaan, Pajak, 119.125.60 131.038.16 144.141.97 158.556.17 174.411.79 191.852.97
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan 0 0 6 4 1 0
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel 27.485.375 30.233.913 33.257.304 36.583.034 40.241.338 | 44.265.471
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan
. . mesin lainnya yang 32.140.400 35.354.440 38.889.884 42.778.872 47.056.760 51.762.436
Mesin Lainnya .
dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor 222.464.95 | 24471145 | 269.182.59 | 296.100.85 | 32571094 | 358.282.03
Gedung Kantor dan Bangunan dan bangunan lainnya
; Lo 6 2 7 6 2 6
Lainnya yang dipelihara
Jumlah Sarana dan
. . 116.079.81 127.687.79 140.456.57 154.502.22 169.952.45 186.947.69
Operasional UPTD Prasarana Operasioanal 0 1 0 7 0 5
yang ada di UPTD
URUSAN PENANAMAN MODAL 1.436.742. 1.908.163. 2.098.980. | 2.308.878.0 2.539.765. 2.793.742.
- REVIU 027 667 034 37 841 425
Meningkatnya | Indeks Persentase Pelaku
Meningkatkan Persentase kulitas Kepuasan Usaha yang
da atagrik peningkatan elavanan eEl anan PROGRAM PENGEMBANGAN mendapatkan 259.571.28 285.528.41 314.081.25 345.489.38 380.038.32 418.042.15
Y ¢ realisasi pelay pelay IKLIM PENANAMAN MODAL Fasilitas/Insentif 6 5 6 2 0 2
Investaasi . . penanaman penanaman L
investasi Dibidang Penanaman
modal modal
Modal
Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Usaha
Fasilitas/Insentif Dibidang yang mendapatkan 100.000.00 | 110.000.00 | 121.000.00 | 133.100.00 | 146.410.00 | 161.051.00
Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif 0 0 0 0 0 0
Menjadi Kewenangan Daerah | Dibidang Penanaman
Kabupaten/Kota Modal
Penetapan  Kebijakan Jumlah PERKADA
Daerah  Mengenai Pemberian
Pemberian Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
dan Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman
Modal Modal
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Jumlah Pelaku Usaha
Evaluasi Pelaksanaan yang Memanfaatkan
Pemberian Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
dan Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman
Modal Modal sesuai dengan
peruntukannya
Pembuatan Peta Potensi Jumlah Obyek Potensi 159.571.28 175.528.41 193.081.25 212.389.38 233.628.32 256.991.15
Investasi Kabupaten/Kota dan Peluang Usaha 6 5 6 2 0 2
Penyusunan Rencana Umum .
Penanaman Modal Daerah ;Er;,f/‘lj[')anya PERKADA 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensidan | Tersedianya Peta 109.571.28 | 120.528.41 | 132.581.25 | 145.839.38 | 160.423.32 | 176.465.65
Peluang Usaha Potensi dan Peluang 6 5 6 ) 0 )
Kabupaten/Kota Investasi
PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan 180.678.30 198.746.13 218.620.74 240.482.81 264.531.09 290.984.20
PENANAMAN MODAL Jumlah Investor 0 0 3 7 9 9
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Jumlah Media Promosi 180.678.30 | 198.746.13 | 218.620.74 | 240.482.81 | 264.531.09 | 290.984.20
menjadi Kewenangan Daerah Penanaman Modal 0 0 3 7 9 9
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penyusunan Strategi Promosi Rumusan Strategi
R 55.684.200 61.252.620 67.377.882 74.115.670 81.527.237 89.679.961
Penanaman Modal Promosi
Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah kegiatan promosi
124.994.10 137.493.51 151.242.86 166.367.14 183.003.86 201.304.24
Penanaman Modal Daerah penanaman modal yang 0 0 1 7 ) 3
Kabupaten/Kota dilakukan
PROGRAM PELAYANAN ::::::: :Z'::zkata" 687.964.77 | 1.084.508. | 1.192.959. | 1.312.255.5 | 1.443.481. | 1.587.829.
PENANAMAN MODAL Induk Berusaha (NIB) 1 685 554 09 060 166
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Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Jumlah Nomor Induk
Pintu dibidang Penanaman Berusaha (NIB) yan 687.964.77 1.084.508. 1.192.959. | 1.312.255.5 1.443.481. 1.587.829.
Modal yang menjadi erusa yang 1 685 554 09 060 166
diterbitkan
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan Jumlah Nomor Induk
I 611.138.69 | 1.000.000.0 | 1.100.000.0 | 1.210.000.0 | 1.331.000.0 | 1.464.100.0
berbasis Sistem Pelayanan Berusaha (NIB) yang
- ) 3 00 00 00 00 00
Perizinan Berusaha berlaku efektif
Terintegrasi secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pelaku Usaha
Komitmen Perizinan dan Non Yang Memenuhi 45.480.728 50.028.800 55.031.680 60.534.848 66.588.333 73.247.167
Perizinan Penanaman Modal Komitmen Izin Usaha
Penyediaan Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan Pengaduan Jumlah Pengaduan Yan
Masyarakat terhadap | "eng Yang 6.345.350 6.979.885 7.677.874 8.445.661 9.290.227 10.219.250
.. Selesai Ditindaklanjuti
Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Rekomendasi Hasil
Sinkronisasi _ Penetapan Koordinasi dan 25.000.000 | 27.500.000 | 30.250.000 | 33.275.000 | 36.602.500 | 40.262.750
pemberian Fasilitas/Insentif Sinkronisasi
Daerah Penetapan pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN JBuer:;Iz?:;’ae:‘ak;el::aZ?aSi 284.390.73 312.829.7; 344.112.71; 378.524.02 416.376.42 458.014.02
MODAL g Berop
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha
Penanaman Modal yang Berizin Yang Beroperasi 284.390.70 | 312.829.77 | 344.112.74 | 378.524.02 | 416.376.42 | 458.014.06
menjadi Kewenangan Daerah Sesuai Dengan lzin 0 0 7 2 4 6
Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Profil
Pemantauan Pelaksanaan Pelaku Usaha Yang 55.684.200 61.252.620 67.377.882 74.115.670 81.527.237 89.679.961
Penanaman Modal Dipantau
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Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Dimanfaatkan oleh
Pemangku Kepentingan

TUJUAN INT[::ﬁlgR SASARAN ":IA?:XF\!L?‘JR KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (ouTpuT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Jumlah Pelaku Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi yang Menjadi Peserta 124.994.10 | 137.493.51 | 151.242.86 | 166.367.14 | 183.003.86 | 201.304.24
Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan/Sosialisasi
0 0 1 7 2 8
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Berita
Acara Hasil Pengawasan 103.712.40 114.083.64 125.492.00 138.041.20 151.845.32 167.029.85
Pengawasan Pelaksanaan
Pelaksanaan Penanaman 0 0 4 4 5 7
Penanaman Modal
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN Kualitas Data dan
DATA DAN SISTEM INFORMASI | Sistem Informasi 24.136.970 26.550.667 29.205.734 32.126.307 35.338.938 38.872.832
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal
Pengelolz-?an I?a‘ta dan Pengelolaan Data
Informasi Perizinan dan Non Realisasi Penerbitan
Perizinan yang Terintegrasi e 24.136.970 26.550.667 29.205.734 32.126.307 35.338.938 38.872.832
) Perizinan dan Non
pada Tingkat Daerah Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota P
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan
Pemanfaatan Data dan . .
Informasi Perizinan dan Non Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang 24.136.970 26.550.667 29.205.734 32.126.307 35.338.938 38.872.832

URUSAN KETENAGAKERJAAN - 15.403.830 16.944.213 18.638.634 | 20.502.498. 22.552.747 24.808.022
REVIU .283 311 .642 106 917 .708
Meningkatkan xerln‘::f::tnya Persentase penggunaan
Kualitas dan | Tingkat Lapangan Meningkatnya | oo cRAM PERENCANAAN Perencanaan Tenaga 100.000.00 | 110.000.00 | 121.000.00 | 133.100.00 | 146.410.00 | 161.051.00
Produktifitas Pengangguran . Kesempatan Kerja dalam
Kerja dan TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0
Ketenaga Terbuka (TPT) Ketenaga Berusaha perencanaan program /
Kerjaan Kerjaan kegiatan / sub kegiatan
Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana 100.000.00 110.000.00 121.000.00 133.100.00 146.410.00 161.051.00
Kerja (RTK) Tenaga Kerja (RTK) 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Rencana Tenaga | Tersedianya Rencana 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Kerja Makro Tenaga Kerja Makro
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Penyusunan Rencana Tenaga | Tersedianya Rencana 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Kerja Mikro Tenaga Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN KERIA Penlngk?t.:-)n 1.035.674. 1.139.242. 1.253.166. | 1.378.482.9 1.516.331. 1.667.964.
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA | Produktivitas Tenaga
. 607 068 275 02 192 311
KERJA Kerja
Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang 815.620.28 | 897.182.31 | 986.900.54 | 1.085.590.6 | 1.194.149. | 1.313.564.
. . dilatih dan
berdasarkan Unit Kompetensi g 8 7 9 03 664 630
mendapatkan sertifikat
Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta yang 695.620.28 | 765.182.31 841.700.54 | 925.870.60 | 1.018.457.6 | 1.120.303.4
bagi Pencari Kerja berdasarkan dilatih 8 7 9 3 64 30
Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan | Jumlah MOU dengan
Kerja Sama dengan Sektor Sektor Swasta
Swasta untuk Penyediaan Penyediaan Instruktur
20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Instruktur serta Sarana dan serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan Prasarana Lembaga
Kerja Pelatihan Kerja
Pengadaan Sarana Pelatihan Jumlah unit/paket 100.000.00 110.000.00 121.000.00 133.100.00 146.410.00 161.051.00
Kerja Kabupaten/Kota sarana yang disediakan 0 0 0 0 0 0
Pembinaan Lembaga Pelatihan Prosentase Lembaga
R 8 Pelatihan Kerja yang 60.026.866 | 66.029.553 | 72.632.508 | 79.895.759 | 87.885.335 | 96.673.868
Kerja Swasta et
bersertifikasi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Jumlah pembinaan
. g lembaga pelatihan kerja 60.026.866 66.029.553 72.632.508 79.895.759 87.885.335 96.673.868
Kerja Swasta
swasta
Jumlah Lembaga
Perizinan dan Pendaftaran Pelatihan Kerja yang 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Lembaga Pelatihan Kerja difasilitasi dalam proses
pendaftaran
Penyediaan Sumber Daya :aelglsagkargasr;faunaal‘ltas
Perizinan Lembaga Pelatihan . P 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
. . . perizinan Lembaga
Kerja secara Terintegrasi . .
Pelatihan Kerja
Konsultansi Produktivitas Prosentase Peningkatan
. Produktivitas 60.027.453 | 66.030.198 | 72.633.218 | 79.896.540 | 87.886.194 | 96.674.813
pada Perusahaan Kecil .
Perusahaan Kecil
RENJA DPMPTSPENIKER 2022 Rt




PROGRAM / KEGIATAN / SUB

INDIKATOR OUTCOM /

PAGU INDIKATIF (Rp.)

TUJUAN INT[::JKS;ﬁR SASARAN ":AD:/(-\?ZLCI"]R KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (outpuT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pelaksanaan Konsultasi JL;T;'E:[JK;T:::;S;' dan
Produktivitas kepada P 60.027.453 66.030.198 72.633.218 79.896.540 87.886.194 96.674.813
K menengah yang
Perusahaan Kecil )
dilaksanakan
Pengukuran Produktivitas ::or:epr:?‘:sk;::l?;:gkatan
Tingkat Daerah . 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah
P Kabupaten
Pengukuran Kompetensi dan Skor Kompetensi dan
8 . P . Produktivitas Tenaga 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
Produktivitas Tenaga Kerja .
Kerja
PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari 13.780.096 15.158.106 16.673.917 | 18.341.309. 20.175.439 22.192.983
TENAGA KERJA kerja yang ditempatkan 925 .617 279 007 .908 .899
Pelayanan Antarkerja di Persentase partisipasi 13.347.910 | 14.682.701 | 16.150.971 | 17.766.068. | 19.542.675 | 21.496.942
Daerah Kabupaten/Kota angkatan kerja .000 .000 .100 210 .031 .534
Penyediaan Sumber Daya ::g:fka;as';fa”na;'tas 10.795.050. | 11.874.555. | 13.062.010. | 14.368.211. | 15.805.032. | 17.385.535.
Pelayanan antar Kerja P . 000 000 500 550 705 976
pelayanan antar kerja
Pelayanan antar Kerja Persentase tingkat 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100
kesempatan kerja
Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah peserta
M . . g Penyuluhan dan 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 32.210.200
Jabatan bagi Pencari Kerja S
Bimbingan Jabatan
Penyelenggaraan Unit Layanan | Jumlah tenaga kerja |5 05 000 | 22000000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Disabilitas Ketenagakerjaan disabilitas yang terlayani
Perluasan Kesempatan Keria Jumlah pencari kerja 2.502.860.0 | 2.753.146.0 | 3.028.460.6 | 3.331.306.6 | 3.664.437.3 | 4.030.881.0
P ! yang mendaftar 00 00 00 60 26 59
Penerbitan Izin Lembaga Peningkatan Penerbitan
Penempatan Tenaga Kerja Izin Lembaga 60.000.000 | 66.000.000 | 72.600.000 | 79.860.000 | 87.846.000 | 96.630.600
Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Penempatan Tenaga
Daerah Kabupaten/Kota Kerja Swasta (LPTKS)
Penyediaan Sumber Daya Peningkatan kualitas
Perizinan LPTKS secara sarana prasarana 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
Terintegrasi perizinan LPTKS
Jumlah dokumen Berita
Pengawasan dan Pengendalian | Acara Pemeriksaan 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100
LPTKS Pengawasan dan
Pengendalian LPTKS
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INDIKATOR OUTCOM /

PAGU INDIKATIF (Rp.)

TUJUAN INT[:’IJI(:;'ﬁR SASARAN ":AD:/(-\?RLCI"]R KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (outpuT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pengelolaan Informasi Pasar | Lrosentasekualitas 1 500 51595 | 276.374.91 | 304.012.40 | 334.413.64 | 367.855.01 | 404.640.51
. Pengelolaan Informasi
Kerja . 2 4 5 6 1 2
Pasar Kerja
Pemeliharaan dan Operasional N
- . . Updating sistem
Aplikasi Informasi Pasar Kerja . . . 40.000.000 44.000.000 48.400.000 53.240.000 58.564.000 64.420.400
. informasi Pasar Kerja
Online
R Jumlah pencari kerja
Pelayana.n dan PenYedlaa.n yang terdaftar secara 86.249.922 04.874.914 104.362.40 114.798.64 126.278.51 138.906.36
Informasi Pasar Kerja Online . 5 6 1 2
online
. . Jumlah perusahaan 125.000.00 137.500.00 151.250.00 166.375.00 183.012.50 201.313.75
Job Fair/Bursa Kerja . )
peserta job fair 0 0 0 0 0 0
Pelindungan PMI (Pra dan Persentase PMI yang 110.937.00 | 122.030.70 | 134.233.77 | 147.657.15 | 162.422.86 | 178.665.15
Purna Penempatan) di Daerah dilavani 3 3 a 1 6 3
Kabupaten/Kota v
Penlngkatar} Pellndungar.l dan Jumlah Pekerja Migran
Kompetensi Calon Pekerja Indonesia (PMI) ilegal
Migran Indonesia X & 40.937.003 45.030.703 49.533.774 54.487.151 59.935.866 65.929.453
e yang dapat di
(PMI)/Pekerja Migran minimalisir
Indonesia (PMI)
Peningkatan kualitas
Penyediaan Layanan Terpadu | sarana dan prasarana 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
pada Calon Pekerja Migran Layanan Terpadu pada
Calon Pekerja Migran
Jumlah Pekerja Migran
Pemberdayaan Pekerja Migran | Indonesia Purna 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Indonesia Purna Penempatan Penempatan yang
bekerja kembali
Penerbitan Perpanjangan
IMTA yang Lokasi Kerja dalam Persentase penggunaan
1 (satu) Daerah IMTA sesuai 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
Kabupaten/Kota peruntukannya
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perpanjangan IMTA yang Jumlah Perpanjangan 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100
Lokasi Kerja dalam 1 (satu) IMTA yang Lokasi Kerja
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan 357.172.62 392.889.89 | 432.178.88 | 475.396.76 522.936.44 575.230.09
INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan 9 1 1 9 5 0
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Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
- . Jumlah peserta
Perjanjian Kerja Bersama . 130.833.52 143.916.87 158.308.56 174.139.41 191.553.36 | 210.708.69
sosialisasi pembuatan
untuk Perusahaan yang hanya 2 5 2 8 0 6
. PP dan PKB
Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Jumlah perusahaan yang
. L 55.586.409 | 61.145.050 | 67.259.555 | 73.985.511 | 81.384.062 | 89.522.468
Perusahaan bagi Perusahaan membentuk LKS Bipartit
Pendaftaran Perjanjian Jumlah perjanjian keria | 5 530 000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Kerjasama bagi Perusahaan sama yang dicatat
Penyel P
enye enggar‘aan endataan Jumlah pekerja/buruh
dan Informasi Sarana ane meniadi peserta
Hubungan Industrial dan yang menjact p 55.247.113 | 60.771.825 | 66.849.007 | 73.533.908 | 80.887.298 | 88.976.028
. . . program BPJS Ketenaga
Jaminan Sosial Tenaga Kerja N
Kerjaan
serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Presentase 226.339.10 | 248.973.01 | 273.870.31 | 301.257.35 | 331.383.08 | 364.521.39
Industrial, Mogok Kerja dan Penyelesaian 6 7 3 0 5 a
Penutupan Perusahaan di Perselisihan Perusahaan
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan Jumlah mediasi
Perusahaan yang penyelesaian 55.616.079 61.177.687 67.295.456 74.025.001 81.427.502 89.570.252
Berakibat/Berdampak pada perselisihan
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
. Persentase penurunan
Kerja, dan Penutupan erselisihan hubungan
Perusahaan yang P ) g 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
. Industrial yang masuk ke
Berakibat/Berdampak pada Pengadilan HI
Kepentingan di 1 (satu) Daerah g
Kabupaten/Kota
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Penyelenggaraan Verifikasi dan
8 g. L keanggotaan SP/SB yang 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 32.210.200
dan Konfederasi Serikat terverifikasi
Pekerja/Serikat Buruh serta
Non Afiliasi
Pelaksanaan Operasional Jumlah ketenagan 110.723.02 | 12179533 | 133.974.86 | 147.372.34 | 162.109.58 | 178.320.54
Lembaga Kerjasama Tripartit bekeria 7 0 3 9 4 2
Daerah Kabupaten/Kota ]
omian Soval Tenaga Kens | Persentase pekeria dan
i . 5 ) buruh peserta program 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 32.210.200
dan Fasilitas Kesejahteraan N
. BPJS Ketanaga Kerjaan
Pekerja
Persentase Transmigran
PROGRAM PEMBANGUNAN yang Berhasil 130.886.12 143.974.73 158.372.20 174.209.42 191.630.37 210.793.40
KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatkan Taraf 2 4 8 9 1 9
Ekonomi dan Sosialnya
Penataan Persebaran Jumlah kunjungan
. kerjasama antar daerah 130.886.12 143.974.73 158.372.20 174.209.42 191.630.37 210.793.40
Penduduk yang Berasal dari 1 enempatan 2 4 3 9 1 9
(satu) Daerah Kabupaten/Kota P p X
transmigrasi
Pemindahan dan Penempatan
Transmigran yang berasal dari Jumiah calon
! o) gDaerZh & transmigran yang 60.886.122 | 66.974.734 | 73.672.208 | 81.039.429 | 89.143.371 | 98.057.709
Kabupaten/Kota diberangkatkan
Jumlah KK yang
Penyuluhan Transmigrasi ':;r;‘fl‘ss;';a” 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Transmigrasi
Jumlah KK yang
Pelatihan Transmigrasi mendapatkan Pelatihan 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 66.550.000 73.205.000 | 80.525.500
Transmigrasi
JUMLAH 28.620.865. | 31.810.698. | 34.964.268. | 38.433.195. | 42.249.015. | 46.446.416.
033 974 872 759 335 868
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam
menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable
development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu
strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta
menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi
dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022, juga
berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala
dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi
pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan
pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen aktion plan memuat prioritas
program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep serta
mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022.
Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai
dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

2. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan
penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.
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Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing
SKPD.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sumenep, 06 Juni 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,

DINAS PENANAMAN M0DAL | \J
DAN PELAYANAN
TERPADY SATU FINTU
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